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ABSTRAK
IMPLEMENTASI PRAKTIK PEMBIAYAAN KPR
DENGAN AKAD MUROBAHAH DAN MUSYARAKAH
MUTANAQISAH PADA BANK MUAMMALAT KC
SURAKARTA PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI

Safika Maranti
NIM. 15913016

Pembiayaan Hunian Syariah atau KPR (Kredit Kepemilikan
Rumah) merupakan produk pembiayaan pada perbankan syariah
dengan  menggunakan akad  murobahah  dan  musyarakah
mutanagisah. Penamaan istilah KPR karena istilah KPR lebih mudah
dimengerti oleh masyarakat (dariSpalaAistifah Pembiayaan Hunian
Syariah. Salah satu faktor yang ebabkan adalah istilah KPR
terlebih  dahulu  diusung (g_pl @ kg konvensional.  Dalam
implementasinya terdapat péthe akt¢ristik pada kedua akad
tersebut. Dimana penggunaan=akad i ir ()h{ﬂmh hanya untuk nasabah
vaing mengajukan pembiayaa tz-pem unan|rumah dari awal sampai
selesai atau hanya untuk sewm B rumah. Nasabah hanya
fokus pada pembayaran perbatkan’/rwrah  dan material yang
butuhkan dengan cara angsuran. Dan pendapatkan pihak bank dari
margin  penj ualU NI)W(EI‘RLS WA&S pada akad
musyarakah mutanaqzsah ltUJukan kepada nasabah yang
mengajukan pemblayaan jadi. Disini nasabah
memiliki dua kewajiban, yaitu memba ar angsuran untuk mengambil
porsi kepemilikan b @NEsé:l ah Pihak bank
mendapatkan pendapatan dari blaya sewa dalam bentuk wujroh.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan metode
kualitatif yang bersifat analitik evaluatif Karena dalam hal ini
peneliti mengklarifikasi antara perencanaan (konsep) dengan
pelaksanaan. Dengan pendekatan normatif dan fenomenologis
peneliti berusaha menggambarkan proses penerapan pembiayaan
KPR dengan akad murobahah dan musyarakah mutanaqisah pada
produk pembiayaan KPR di bank Muammalat KC Suarakarta dan
menganalisa kesesuaian penerapan akad tersebut dengan fatwa DSN-
MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan Murobahah dan
fatwa No 01/DSN-MUI/X/2013 tentang pedoman Implementasi
Musyarakah Mutanaqisah
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Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa belum semua klausa
praktek pembiaycan KPR baik dengan akad murobahah maupun
musyarakah mutcnagisah telah sesuai dengan fatwa DSN-MUIL
Akad murobahah yang dipraktekkan adalah mirobahah yang
diwakilkan bukan murobahah murni. Hal tersebut memicu timbulnya
unsur riba dalam transaksi. karena penentuan harga jual diawal akad
yang secara prinsip barang tersebut belum dibeli atau menjadi hak
milik bank. Sedangkan pada akad musyvarakah mutaiiagisah pihak
bank tidak membagi porsi hishshah kedalam unit-unit hishshah
((taj ziatul  hishshah)model  saham) padahal  klausa tersebut
merupakan karakteristik pada pembiayaan musyarakah mutanagisah
yang harus dimunculkan sebagai pembeda dengan akad lain.

Kurangnya jumlah sumber daya manusia yang kompeten
dalam pemahaman terhag? i ul bahah maupun musyarakah
mutanaqgisah serta Kutang indlhya DPS  menjadi  faktor

Kata kunci: Pembiayapn, A hahah, Akad Musyarakah
Mutanagisah, Fatwa MUBKep p Rumah.
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UNIVERSITAS
ISLLAM

INDONESIA
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ABSTRACT

THE IMPLEMENTATION OF FINANCE, PRACTICE FOR HOUSE
OWNERSHIP LOAN (KPR) WiTH THE CONTRACT OF MURABAHAH AND
MUSYARAKAH MUTANAQISAH IN BRANCH OFFICE OF MUAMMALAT
BANK SOLO IN THE PERSPECTIVE OF BINDING RULING OF DSN-MUI

Safika Mzranti
NIM. 15913016

Ihe finance of House Ownership Loan (locally abbreviated as KPR or Kredit
Pemilikan Rumah) is a finance product in Muammalat Bank of Branch Office Surakarta
using a contract of murobahah and musyarakah mutanagiseh. The term of KPR is due 1o
the consideration that the term KPR is more understandable by people rather than the
term cf Sharia Settlement Finance. In its implementation, there is & difference in
characteristic between two contracts. The contract of murobahah is only designed for the
customers proposing the finance of house constructinn or renovation, The customers here
only focus on the finance for the materials by installment. The revenue of bank will be
from the margin of the sale of theAffroperny.
mutanagisah is designed for the cuft
Here, the customers will have two gk
of the bank ownership and paying
cost of rent in the form of wiroh

“his is a field research usipig
rescarcher here attempted o maka

hd finance of the finished house,
thd installment to take the portion
bagk will get the income from the

L atte v analyze the feasibility of the
implementation of the contract with the fatwa of DSN-MUI No 04/DSN-MUIIV/2000

on the finance of A fa lIW‘Oﬂ idance of the
implementation OW N S&"

The result of the research showed that not all ¢ of the practice of KPR
finance either with the contract mﬁw mutanagisak has been
in accordance with the fatwa : murobahah practiced was
murobahah represented i i iggered the element of
riba (excessive interest) i i A initial result price in
the contract in which pfmcl !:nlly E &Dﬁ E not Eﬁﬂ longing to the bank in which

!henmnbaofpmponhofﬁmmeisnﬂbuedmlheprkcofpmdwﬂwquisﬁoa.
Meanwhile in the contract of musyarakah mutanagisah the bank does not divide the
portion of hishshah into the units of hishshah ((1aj ziatul Fishshah) share capital, In fact,
u::iawismeminkmwﬂmnfmmhmwmmbe
appeared as the distinguishing with other contract.

The fack of the number of competent human resource in the compeehension of the
principle of murchahah or musyarakah mutanagisah and the lack of the maximum of
DPS have become the factor of the hindrance of the application of the fatwa of DSN-
MUL
Keywords: Finance, the contract of Murobahah the contract of Musyarakah
Mutanagisah, Fatwa of MU1, House Ownership
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia, selain memerlukan sandang dan pangan, juga
memerlukan papan (rumah) sebagai kebutuhan dasar. Di Indonesia,
masalah perumahan menjadi masalah besar khususnya di daerah
perkotaan. Sulitnya mencari fahatSldnMing@inya biaya pembangunan

sebuah rumah mendorong| Zpar ngémbang dan pemerintah
memberikan alternatif berupy! Pé ilikan rumah. Layanan
vang dimiliki dan dikembangkan lembaga keuangan tersebut
lebih dikenal dengan KPR Yéitu it Kgpemilikan Rumah. Jadi,
bagi nasabah yang tidak ma &Um I ah secara tunai, mereka
dapat menggunakan layanan—érs¢but/dr mewujudkan keinginan

mereka memiliki rumah yang |

ayak.

Hal ini su MERtSElmAp&engganskan
bahwa perumahan merup lsalah kebutuhan dasar bagi
peningkatan kualitas C‘ll’$ 151 még:a pengembangan
perumahan yang scltq@NEgStr arakat Indonesia
merupakan wadah untuk mengembangkan sumber daya masyarakat.!

KPR merupakan salah satu produk pembiayaan yang
dikembangkan dalam industri perbankan, yang awalnya sudah
dikembangkan oleh perbankan konvensional. Namun, setelah
diterapkannya dual banking sistem di Indonesia yang memunculkan
bank-bank syariah, KPR kemudian diadopsi menjadi salah satu

produk pembiayaan bank syariah. Salah satu perbankan syariah yang
mengoprasikan pembiayaan KPR adalah PT Bank Muammalat Tbk.

'Zulfa Naili Asyrifah, Strategi bank BTN Syariah Dalam Penyelesaian
Sengketa KPR Bermasalah™ yang dikutip dari  http://www.bin.co.id, Pesat
Pertumbuhan KPR BTN Syariah, diakses pada tanggal 13 Agustus 2008.
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PT Bank Muammalat Tbk merupakan satu-satunya bank
murni syariah. Bank yang berdiri pada 1 November 1991, diprakarsai
oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan pemerintah Indonesia, mulai
mengoprasikan kegiatannya pada 1 Mei 1992. Selain dukungan nyata
dari eksponen Ikatan Cendekiawan Muslim selndonesia (ICMI) dan
beberapa pengusaha muslim, pendirian Bank Muammalat juga
mendapatkan dukungan dari masyarakat, terbukti dari komitmen
pembelian saham perorangan senilai Rp 84 miliar pada saat
penandatanganan akta pendirian Perseroan. Dan pada acara
silaturahmi peringatan pendirian di istana Bogor masyarakat Jawa
Barat yang turut menanam modal senilai Rp 106 miliar.?

Sebagai bank p(l;’taiﬁa_AMrn/l syariah, bank Muammalat
berkomitmen untuk me &had' i lagnan perbankan yang tidak
juga kompetitif dan aksesibel

bagi masyarakat hingggp antara. Komitmen tersebut
asa, lembaga nasional dan
tlalui lebih dari 70 award
am)/ 5 tahun terakhir.?

internasional serta masyarakat’
bergengsi yang diterima oleh/BM:

Dalam upaya erusahaan kearah pertumbuhan

engembangan
bisnis yang @NEM R | TN Gynmalat memiliki
beberapa produk yang $zwark epada nasabah salah satunya
pembiayaan hunian s;l' LymA 1‘dari dua jenis yaitu KPR
Muammalat iB ng1ﬁsuskan untuk tempat
tinggal dan Pembiayvaan Hunian syariah Bisnis yang dikhususkan

sebagai tempat usaha. Beberapa akad alternatif yang digunakan dalam

pembiayaan ini, diantaranya KPR iB jual-beli menggunakan akad
murobahah, KPR iB sewa yaitu menggunakan akad ijarah, KPR 1B
sewa-beli yaitu menggunakan akad ijarah mutahiya bittamlik (IMBT),

Bank Muammalat Luncurkan Program KPR iB Muammalat Angsuran
Super Ringan, yang dikutp dari http://www.bankmuamalat.co.id/berita/bank-
muamalat-luncurkan-program-kpr-ib-muamalat-angsuran-super-ringan | pada tanggal
08 Agustus 2016.

*Profil Bank Muammalat. yang dikutip dari
http://www.bankmuamalat.co.id/profil-bank-muamalat
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dan KPR iB kepemilikan bertahap yaitu menggunakan akad
musyarakah mutanagisah. .

Dalam prakteknya, beberapa akad yang digunakan pada
pembiayaan ini adalah murobahah dan musyarakah mutanagisah. Jual
beli (murobahah) demikianlah istilah yang banyak diusung lembaga
keuangan sebagai bentuk dari pembiayaan yang memiliki prospek
keuntungan yang cukup menjanjikan. Hampir semua lembaga
keuangan syariah menjadikannya sebagai produk pembiayaan dalam
pengembangan modal mereka. Sistem jual beli diterapkan untuk
pembelian properti secara indent dan renovasi.*

Pembiayaan murobahah produk KPR merupakan pembiayaan
yang bersifat cerainly profit, ?#rmka\keuntungan yang didapat
oleh bank syariah relatif tan. Dibanding dengan
pembiayaan yang lain, pen ahah juga relatif kecil
resikonya dan juga rela dlam perhitungan dan
@ [nasabah datang ke bank
syariah, pertama kali yang dig &l brosur yang berisi limit
pembiayaan atau pokok MMMHH ketentuan-ketentuan

angsuran vang akan dilakukan.

Namun, t)ﬁ ﬁRrgj'\j“‘k Jam praktek
pembiayaan muro terhadap ruma propem imana dalam

pembiayaan murobahah me}&LIA ual beli antara pemilik
barang dengan bank ii ﬁa Si sabah. Namun, pada
prakteknya transaksi N Ng ansaksi jual beli

antara pemilik barang dengan nasabah dan posisi bank hanya sebagai

menejemennya. Hal tersebut te

penyedia pembiayaan bukan penjual. Bank seolah-olah hanya
bertindak sebagai penyedia dana kepada nasabah, dan kedudukan
nasabah seringkali bukanlah sebagai pembeli tapi semata-mata sebagai
pengguna jasa pembiayaan yang disediakan oleh bank. Disini
pembiayaan murobahah hampir tidak ada bedanya dengan produk
kredit pemilikan rumah (KPR) pada bank konvensional.

‘Ramdania, Muammalat “ngebet” kejar pembiayaan KPR, yang dikutip dari
http://www.dream.co.id/dinar/bank-muamalat-ngebet-kejar-pembiayaan-kpr-
150401n.htm] pada rabu, 1 April 2015 12:32
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Selain  murobahah, salah satu produk perbankan syariah
menjadi  fokus Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah produk
perbankan syariah yang berbasis kemitraan dengan bagi hasil seperti
musyarakah dan musyarakah mutanagisah yang saat ini belum
mengalami pertumbuhan dibandingkan dengan produk lainya.

Akad musyarakah mutanagisah merupakan akad hasil kreasi
ulama dan penguasa yang memadukan nilai musyarakah yang terdapat
dalam syariah dan kebutuhan instrumen bisnis yang berkembang
demikian cepat. Akad ini mulai dirumuskan dan diperkenalkan oleh
ulama pada tahun 1997an.> Akad ini terbilang paling baru diantara
akad vyang lain yang juga digunakan untuk pembiayaan pemilikan

digunakan prinsip murobghah za%
bulan Desember 2015.
a

J
t% hanya memiliki porsi sebesar

ia. setelah sebelumnya telah
mutahiyah bit tamlik. Pada

28.50% dari keseluruha ipc yaat‘f perbankan syariah. Padahal

seharusnya produk MUy fuqis'ah merupakan produk
il

unggulan perbankan syaria ahk iki karakteristik yang sangat

berbeda roduk bank  konvensional.  Kurangnya
pengembang,aﬁml(p\! dA&can syariah vang
lebih fleksibel jangka w; ya, t agpembiayaan jangka panjang
menyebabkan perbank S]JFBAManyak produknya didasari
oleh pembiayaan Etg) yamg memiliki kemiripan
dengan pola konvensional yang menggunakan struktur pendapatan
yang tetap (fixed income) dan cenderung berjangka waktu pendek dan
menengah.

Akad musyarakah mutanaqisah merupakan gabungan dua
akad yang dijalankan secara pararel. Musyarakah mutanagisah adalah
musyarakah atau syirkah yang kepemilikan aset (barang) atau modal

salah satu (syarik) berkurang disebabkan pembelian secara bertahap
oleh pihak yang lainnya.® Akad musyvarakah mutanagisah

“Maulana Hasanuddin, Perkembangan Akad Musvarakah, Cet 1 ( Jakarta:
Kencana Prenada Media, 2012) him. 63

®Himpunan Fatva Dewan Syariah Nasional No. 73/DSN-MUI/XT/2008
tentang Musyarakah mutanaqgisah, Ketentuan Umum Butir a.
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menekankan pada penggunaan akad jual beli dengan syirkah dan
pengurangan salah satu bagian (porsi) syirkah dengan sewa.
Musyarakah mutanagisah  juga merupakan salah satu sumber
pendapatan yang baik bagi bank. dikarenakan kemudahan layanan
yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah dalam mengajukan
pembiayaan dan dalam mengangsur biaya pokok kepemilikan rumah
tersebut serta ijarah yang dikenakan pada nasabah selama menempati
rumabh tersebul.

Karakter utama musyarakah mutanagisah adalah hishshah
yaitu modal usaha para pihak harus dinyatakan dalam bentuk hishshah
yang terbagi menjadi sejumlah unit hishshah.  Musyarakah

mutanaqisah bersifat konstan, otal nominal modal usaha

yang dinyatakan dalam hishs chut tida boleh berkurang selama
akad berlaku secara efektif. syariah berjanji untuk
mengalihkan secara komersﬁ de p seluruh hishshah-nya
kepada nasabah. Dan intigal th yaitu setiap penyetoran uang

oleh nasabah kepada bank syla al yang jumlahnya sama

dengan nilai unit hzshsha%@ﬂﬁ@iah dinyatakan sebagai

pengalihan unit hishshah bank syariah secara komersial, sedangkan

nilai yang jumlL?N IeV ErRsllmAsgah tersebut,

dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank syariah.

Dalam  aktifitas $‘fb.w enggunakan produk
musyarakah mutanagisa ] bN jw K.US memastikan
bahwa pelaksanaan lmg‘! S Jag patuhan syariah
sebagaiama telah ditetapkan dalam berbagai ketentuan hukum Islam
termasuk fatwa DSN MUIL Namun seringkali timbul beberapa

permasalahan dan isu terkait dengan kepatuhan syariah tersebut. ’
Penerapan produk musyarakah mutanagisah di Indonesia yang

terbagi dalam 3 isu permasalahan yaitu isu syariah, isu legal, dan isu
operasional.

"Setiawan Budi Utomo (ed), Standar Produk Perbankan Svariah
Musyarakah dan Musyarakah mutanagisah, Cet 1, (Jakarta, 2016) hlm. 5
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Isu syariah yang muncul diantaranya:®

Prinsip “dua akad dalam satu barang” ketika akad sewa dan beli
disepakati dalam waktu yang sama

Munculnya ta ‘allug. Jika ijarah yang diterapkan pada akad kedua
setelah musyarakah dikondisikan

Objek/ barang musyarakah mutanaqisah dijadikan anggunan
Objek sewa belum tangible ketika akad

Keberlanjutan pembiyaaan apabila dilakukan penjualan oleh
nasabah kepada bank dan sebaliknya

Isu legal diantaranya:

Perbedaan aturan figf im positif Indonesia terkait

pencatatan sertifikat
Lemahnya posisi huk ank syapigh tidak dapat menggunakan

surat pengakuan hu qupun; meletakan  hak tanggungan

Fatwa DSN dan FBI 4td ' Lm cukup lengkap mengatur

subtansi pgr V%ﬁ r gukan oleh notaris

maupun b j g )f.p%\

Beberapa klausa pem ih gacu secara penuh konsep
P R

perbankan konvensiona

Kewajiban niND@:NES I(ﬁuruhan objek ketika
terjadi event of default telah menyimpang dari prinsip profit loss
sharing musyarakah

[su operasional diantaranya:

[su independensi harga ketika pembiayaan musyarakah yang
disertai pengalihan kepemilikan

Bank cenderung serta merta mengeksekusi anggunan dlsebabkan
nasabah gagal memenuhi kewajiban sewa tanpa persetujuan dari
nasabah

¥Ibid, him. 6



3. Pelimpahan semua kewajiban pembayaran atas biaya yang muncul
kepada nasabah telah menyimpang dari standar AOIF] dan fatwa
DSN No.73/DSN/MUI/X1/2008

4. Belum terdapat standar akutansi khusus terkait musyarakah
mutanaqiscah

5. Kewajiban nasabah untuk tetap melakukan pembayaran bagi hasil
sesuai  jadwal angsuran pada pelunasan dipercepat mirip
mekanisme bunga bank konvensional.

Dari gambaran diatas, maka peneliti tertarik untuk meneliti
masalah mengenai kesesuaian praktek Murobahah dan musyarakah
mutanagisah pada pembiayaa dengan fatwa DSN-MUI
sebagai pemodan, karena de ah umat dan menegakkan

1k milik manusia.

DSN-MUI dikarenakan
fatwa sendiri dibuat juga se Elum meninjau dari perspektif
hukum islam dan kaidah-kai éh isl da sehingga terbentuklah

sebuah fatwa,dimana fatwa MM@#M pedoman perbankan
syariah dalam menjalankan operasnonalnya !atwa vang dikeluarkan

oleh Dewan Sy ER gm Pengawas
Syariah (DPS) sing- masm embaga Kguangan Syariah dan
menjadi dasar hukum bag'l[&Lﬁ%@M Dalam menjalankan
tugasnya yaitu; untu ajl an, nilai atau prinsip-
prinsip hukum isla I]% lgli \atan transaksi di
lembaga-lembaga keuangan syariah, serta mengawasi pelaksanaan dan
izaplementasinya, Majelis Ulama Indonesia (MUI) pada tahun 1999

membentuk Dewan Syariah Nasional (DSN). Lembaga ini bertugas
melakukan penelitian, penggalian dan pengkajian segala kegiatan

keadilan serta membantu dal

vang berkaitan dengan transaksi keuangan. dan merumuskannya
dalam bentuk fatwa DSN. Sampai saat ini sudah ada 8! fatwa yang
diputuskan oleh DSN MUL.'?

“Surat Keputusan Dewan Syariah Naional (DSN) Kep-754/MU1/11/1999
"Tim Penulis Dewan Syariah Nasional MUI. Fimpunan Fatwa DSN MUI
(Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. x
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Dalam penelitiannya, Atho’ Mudzar memaparkan bahwa
fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI tidak terlepas dari kondisi
dan lingkungan yang mempengaruhinya. Pengaruh itu tidak hanya
bersumber dari para mufti dan cendikiawan muslim yang langsung
berinteraksi dengan nash yang akan difatwakan menjadi sebuah
naskah dan dijalankan sebagai sebuah anjuran atau nasihat yang tidak
mengikat. Pengaruh sosial budaya dan politik secara signifikan turut
berpengaruh terhadap eksistensi fatwa. Artinya. secara tidak langsung
fatwa dijalankan sejalan dengan kondisi sosial masyarakat dan sejalan
dengan pemerintah selaku pengatur dan pengambil kebijakan.

Secara metodologi, jelas bahwa fatwa bukanlah bersumber
dari kaedah hukum Islam %ar@lbé%\{fat
pandangan siapapun, ngf é‘\
Beberapa fatwa, argume
AI-Qur’an dan hadis da

hlasik. Fatwa tidak mengikuti
iempunyai pola tersendiri.
dn jutama yang dipakai tetaplah
A dia%n aranya merujuk pada kitab-
ipak(éx1 berbeda secara umum. Akan
imterpretasikan melalui metode

rasional, tanpa mengg eyl dalil sama sekali. Hal ini

dikarenakan se teort sebuah fatw dapat dikeluarkan
ketika MUI N’L Eé$ ;r keempat sumber
hukum islam yaitu Al- §, , A iyas dan ijma’.

Maka dari ituct 11‘!' rt Mtuk meneliti sejauh mana
“Implementasi perN @@N ﬁakad Murobahah dan

Muysarakah mutanaqisah pada bank Muammalat KC Surakarta
perspektif fatwa DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000  tentang
Murobahah dan fatwa DSN-MUI No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang
pembiayaan Musyarakah Mutanaqisah.

Alasan pemilihan topik dalam penelitian ini  karena
murobahah dan musyarakah mutanagisah memiliki karakteristik yang
sama dengan segala kekurangan dan kelebihannya. Kesamaan antara
akad murobahah dan musyarakah mutanagisah adalah sama-sama

""Atho” Mudzhar, “Fatwa-Fatwa Majelis Ulama (Sebuah Studi tentang
Pemikiran Hukum Islam di Indonesia 1975-1988", Disertasi Doktor, jakarta: INIS,
1993.
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membiayai tentang rumah. Diaman akad murobahah hanya untuk
nasabah yang mengajukan pembiayaan pembangunan rumah dari awal
sampai  selesai  atau  hanya untuk sekedar  pembiayaan
renovasi/perbaikan rumah, pembiayaan. Sedangkan akad musyarakah
mutanaqisah lebih mengutamakan pada nasabah yang mengajukan
pembiayaan rumah yang sudah jadi.'* Akad musyarakah mutanagisah
merupakan salah satu alternatif dalam pembiyaan perumahan selain
akad murobahah dan ijarah mutahiyah bittamlik. akad musyarakah
mutanaqisah sendiri merupakan turunan dari akad musvarakah yang
merupakan percampuran dari svirkah (kerjasama) dan ijarah (sewa).
Dan bank muammalat Kc¢ Surakarta merupakan satu-satunya bank
murni syariah yang ada di ko}zﬁg&‘@@ng eksis bersaing dengan
bank-bank konvensional di k[ﬁa Surakartaz(Dleh sebab itulah peneliti
ingin  meneliti  sejauh ma&a afgr praktek  musyarakah
mutanaqisah pada produk KR
fatwa DSN-MUI.

Rumusan Masalah

mmalat Surakarta dengan

i . k@f yang telah dipaparkan
diatas, ada beberpa masalah yang akan diteliti dalam penuhsan tesis

ini, yaitu:
i penerapan %RSIT

1. Bagaimana murobaha an  musyarakah

mutanaqisah pada pull&anAyMproduk KPR di bank

Muammalat KC im
2. Bagaimana penetdp \QNE&(IAM:M murobahah

maupun musyarakah mutanagisah pada praktik pembiayaan
produk KPR di bank Muammalat KC Surakarta ?

Tujuan dan Manfaat Penelitian
1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan penelitian
ini adalah:

12 Hasil wawancara dengan ibu Maria Mursalin selaku BDM Financing
pada tanggal 24 Juli 2017.
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Untuk mengetahui secara lebih mendalam tentang
mekanisme akad muroabahah maupun musyarakah
mutanagisah menurut fatwa DSN MUI.

Untuk menganalisis penerapan fatwa DSN MUI tetang
akad murobahah maupun musyarakah mutanaqisah
terhadap praktik pembiayaan produk KPR pada Bank
Muammalat ke Surakarta.

2. Manfaat penelitian

adalah sebagai berikut;

a.

Adapun maanfaat yang diharapkan dari penelitian ini

Secara teoriti§

Hasil i}ﬁ pkan dapat bermanfaat bagi
pengembangd i engétahuan dalam hal pemaparan
praktik pemb PR dengan akad murobahah

maupun musﬁ%‘;ﬁﬂ 3 'I@qusah pada bank Muammalat
KC Surakarta dalam perspektif fatwa DSN-MUI

. E@@Iﬁﬁﬂi&bahah dan fatwa
DSN-MUI’Fs() /DSN-MUI/X/2015 tentang pembiayaan
musyaraka a mengetahui faktor-raktor

yang mmm ktgk tersebut.
p tiar=imi apat dijadikan sebagai

salah satu bahan pertimbagan ataupun referensi dalam
menciptakan karya-karya ilmiah bagi seluruh civitas
akademika di Universitas Islam Indonesia.

Secara praktis

Hasil penelitian diharapkan memberikan masukan
kepada pihak bank maupun pihak yang berwenang dalam
hal memahami kesesuaian prosedur praktek pembiayaan
produk KPR dengan akad murobahah maupun
musyarakah mutanagisah dengan yang telah digariskan
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oleh fatwa DSN MUI. Sehingga dapat memahami dan
melaksanakan sistem muroabahah maupun musyarakah
muntanaqisah pada produk KPR secara ideal sesuai
dengan fatwa DSN MUI.

c. Bagi masyarakat pada umumnya dan calon nasabah
pembiayaan pada khususnya adalah sebagai bahan
pertimbangan  dalam mengambil keputusan untuk
mengajukan pembiayaan KPR pada bank Muammalat ke
Surakarta ~ dengan  akad  mwrobahah  maupun
musyarakakah mutanagqisah.

d.

D. Sistematika Pembahasan

Dalam tesis ini l:&]iri

menguraikan tentang penda
belakang, perumusan masd
sistematika pembahasan

Bab kedua menguraika % kajian pustaka vyang

membahas tentang landasan (ot o f@npada bab ini dibedakan
dalam beberapa su ayan um tentang
pembiayaan KPI(XN, VE§$LT&SZHSCP dasar
pembiayaan dan penerap PR dalam perbankan
syariah. Kedua, tinjuan ientang a ad murobahah dan musyarakah
mutanagisah pada iN@@NEJ&I mlputl penjabaran
tentang pengertian dan konsep akad, rukun-rukun dan syarat akad.
akad murobahah pada pembiayaan KPR, akad musyarakah
mutanaqisah pada pembiayaan KPR. Ketiga, tinjauan fatwa DSN-

S
n
r
>
"z
BE|visanogn

\

na  bab. Bab pertama
njelasakan tentang latar
an manfaat penelitian.

MUI tentang murobahah dan musyarakah mutanagisah yang meliputi
fatwa DSN-MUI tentang akad murobahah dan fatwa DSN-MUI
tentang akad musyarakah mutanagisah.

Bab ketiga menguraikan tentang metodologi penelitian yang
digunakan dalam penulisan tesis, data-data yang menunjang
pembahasan- permasalahan. teknik pengumpulan bahan data serta
teknik pengolahan dan analisa bahan data.
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Bab keempat mengupas tentang informasi yang dihasilkan
dalam pengolahan data-data yang telah dikumpulkan oleh peneliti
berdasarkan metode yang digunakan dengan berpedoman pada
landasan teori dasar. Yaitu berisi tentang analisis mekanisme
pembiayaan KPR dengan menggunakan akad murobahah dan
musyarakah mutanagisah dan analisis kesesuaian praktek pembiayaan
tersebut dengan fatwa DSN-MUIL.

Bab kelima merupakan bab penutup yang hanya menguraikan
kesimpulan dari pembahasan pada bab IV, yang diolah sehingga
menjadi inti dari penelitian. Tak lupa saran dari penulis juga
dituangkan pada bab ini.

UNIVERSITA
VISINOANN

ISLAM

S

SIMEDE

UNIVERSITAS
ISLLAM

INDONESIA



BAB II
KAJIAN TERDAHULU DAN LANDASAN TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Berdasarkan penelusuran pustaka yang penulis lakukan, ada
beberapa penelitian atau karya ilmiah yang memiliki kemiripan dan
menyinggung tentang penelitian pembiayaan KPR di Indonesia,
diantaranya adalah:

Penelitian yang dila a ha Kurniawan Adnans'

dengan judul “Penerapan S‘o:
Syariah (Studi Terhadap P i
Negara Indonesia Syariah

| Murobahah pada Bank
ah Properti pada Bank
ea’t%z. Dengan menggunakan

metode penelitian yuridis empi

mp m —bersifat deskriptif, hasil
penelitian ini menunjukkan Bahwap aan jJual beli murobahah
pada bank BNI Syariah cabang Medan belum sesuai dengan ketentuan

sebagaimana yanUiMWaElRf&zl ﬂgm&/DSN-MUI-
IV/2000 Tentang Ketentua im Murobahah Dalam Bank Syariah
PBI No 7/46/PB1/2005 tcnlSL«aMpunan Dan Penyaluran
Dana bagi Bank YW@N nn$'Waha berdasarkan
prinsip syariah. Karena masih Terdapal praktek peralihan hak atas

tanah secara dibawah tangan.

Penclitian yang dilakukan oleh Helmy Haris® dengan judul
“Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi Pembiayaan
Perbankan Syariah)”. Dengan metode kualitiatif yang bersifat

'Ridha Kurniawan Adnans, Penerapan Sistem jual beli Murobahah pada

‘Helmy Haris, Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi
Pembiayaan Perbankan Syariah) jurnal ekonomi islam La Riba Vol.l, No. 1, Juli
2007.



deskriptif, penelitian ini berisi tentang pemaparan bahwa dalam
menjalankan produk KPR, bank syariah memadukan dan menggali
skim-skim transaksi (murobahah, istisna’ dan ijaroh. khususnya
ijaroh muntahiyah bi tamlik (IMBT)). Keberagaman serta perbedaan
penggunaan skim figih dalam pembiayaan pemilikan rumah (KPR)
oleh bank syariah di Indonesia memiliki nilai negatif dan positif. Nilai
negatif adalah; memunculkan kesan bahwa tidak ada suatu otoritas
khusus yang menangani operasional perbankan syariah di Indonesia
sehingga muncul berbagai variasi produk pembiayaan kepemilikan
rumah yang berbeda dengan satu bank dengan yang lainya. Sedangkan
segi positifnya adalah; dengan berbagai macam variasi pembiayaan
memiliki berbagai alternatif

kepemilikan rumah, berarff ca
pilihan untuk memiliki gjm cara yang sesuai dengan

keinginannya.

n oleh Sumar’in® dalam

en Risiko pada Pembiayaan
Murobahah: Studi Kasus% vatfifife¥ogyakarta Pada Produk KPR
Periode 2009. Dengan menggunakan metde penelitian lapangan (field

research) den@ m!iw i$ !)Tt' kgatitif dan bertujuan
untuk menjelaSka ntang tegi najeine siko pembiayaan
murobahah, studi kasuliSEWM Yogyakarta pada produk

KPR Syariah. Penglitian tersebut menemukan bahwa ada 4 (empat)
risiko potensial Im@ I JA menejemen  dalam
pembiayan KPR, meliputi risiko pembiayaan, resiko pasar, resiko
operasional, resiko hukum, dalam penanganannya resiko ini dikelola
dengan dua model yakni menejemen risiko berdasarkan jenis resiko
dan menejemen resiko berdasarkan tahapan pembiayaan. Selain itu,
dalam mengelola resiko yang mungkin terjadi, pihak menejemen BTN
Svariah setidaknya mengambil 3 langkah sistematis meliputi
mengelola resiko (risk control), mengansuransikan resiko (risk
tranfer), dan menghindari resiko (risk avoidance). Tindakan tersebut

*Sumar’in, “Strategi Manajemen Risiko Pada Pembaivaan Murobahah:
Studi kasus BTN Syariah Yogyakarta pada produk KPR Periode 2009 Tesis,
Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2011.
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merupakan strategi manajemen risiko dalam upaya meminimalisir
risiko yang mungkin terjadi dikemudian hari.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Andi Cahyono® dengan
judul “Aplikasi Fatwa DSN-MUI tentung Murobahah terhadap
Praktik Pembiayaan Murobahah pada Lembaga Keuangan Mikro
Syariah (LMKS) di Surakarta”. Dengan menggunakan pendekatan
deskriptif analitik dengan alat analisa yang digunakan dalam
penelitian ini adalah fatwa DSN-MUI tentang murobahah, penelitian
ini menghasilkan kesimpulan bahwa secara umum akad yang
digunakan dalam LKMS di Surakarta adalah murobahah langsung dan
murobahah diwakilkan. Praktik _pembiayaan langsung secara umum
telah memenuhi ketentuanf Wakan oleh DSN-MUI

: ‘ 'chberapu LKMS yang
ZVlS. Sedangkan, dalam

Walaupun masih ada an
menganggap. diskon merup
murobahah bil wakalah pe lebith kompleks, namun
secara umum belum sepent engan fatwa DSN-MUL

Kurangnya jumlah SDM dan/\/wg M ahaman terhadap prinsip
murobahah  serta kurang Jn@ DPS menjadl faktor

penghambat |1k§ tvalﬁ JL Sgda potensi
pendukungnya vy Nll TA g memadahl
namun belum d1mak51malkIs ﬁ

Selanjutnya peneliti !ng ila ukan oleh Marwini’ dengan

judul “Aplikasi PemblNDz@NEfskARS di Perbankan

Syariah”  penelitian tersebut memberikan kesimpulan bahwa

ketentuan-ketentuan pokok yang mengatur mekanisme produk
pembiayaan murobahah KPR syariah adalah bank sebagai penjual
barang telah sesuai dengan prinsip jual beli murobahah, yaitu
memberitahukan secara jujur harga pokok dan ditambah margin

‘Andi Cahyono. “Aplikasi Fatwa DSN MUI tentang murobahah terhadap
praktik  pembiayaan murobahah pada lembaga keuangan mikro syariah di
Surakarta . Tesis, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2011.

"Marwini. “Aplikasi Pembiayaan Murobahah produk KPRS di Perbankan
Syarial” jurnal Al-Thkam Vol. 8 No.1 juni 2013
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keuntungan. Namun dalam penentuan margin keuntungan murobahah
pembiayaan KPR syariah menggunakan komponen cost of found,
overhead cost, premi resiko dan jangka waktu. Komponen tersebut
juga digunakan untuk menghitung bunga kredit di bank konvensional.
Oleh karena itu penentuan margin murobahah pembiayaan KPR
syariah adalah kurang tepat digunakan dalam bank syariah, karena
cenderung kepada praktik riba dalam bentuk bank konvensional.
Penelitian selanjutnya dilakukan oleh M. Ridwan® dan
Syahruddin dengan judul “Implementasi Musyarakah Mutanaqisah
sebagai Alternatif Pembiayaan Murobahah di Perbankan Syariah
Indonesia” yang diterbitkan pada jurnal Taqafah Vol. 09. No 01,
April 2013. Dengan m vetode kualitatif  deskriptif,
penelitian ini menyimpuléé)n ba peﬁgunanaan akad musyarakah
mutanagisah dapat digtg;lk rzb Iebnh luas oleh petbankan

syariah di Indonesia seb: i
selama ini lebih dominan %
memiliki beberapa keungg 'k dimiliki oleh murobahah.

Keunggulan tersebut berp/(‘)jﬁﬂ ¢ ‘Jﬁﬂgan produk perbankan syariah
lebih kompetitif dan diminati berbagai kalangan. Adapun persoalan

didalam aplik@ Nl/ME}R;&:IWﬁ@ada pembiayaan
properti indent, pajak. sg anuitas, hubungannya dengan hukum
positif di Indonesia dapelt L Man baik.

Penelitianlmdﬂgger fit Kurniawan’ dengan
judul  “Tinjauan Syariah:  Antara
Murobahah,  ljarah  Mutahiyah  Bittamlik  dan  Musyarakah
Mutanagisah”. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa bentuk
pembiayaan KPR yang dilakukan di Indonesia antara lain akad

murobahah,  ijarah  mutahivah  bittamlik,  dan  musyarakah
mutanagqisah, ketiga akad tersebut melakukan pembelian tanah beserta

bangunannya melalui nasabah dengan akad wakalah dan pada saat itu

M. Ridwan, Syakruddin. “Implementasi Musyarakah Mutanagisah sebagai
alternatif pembiayvaan murobahah di perbankan syariah Indonesia” jurnal Tsaqafah
Vol. 9, No 1, April 2013

"Afit kurniawan. “Tinjauan Kepemilikan Dalam KPR Syariah: Antara
Murobahah, ljarah muntahiyah bittamlik dan musyarakah mutanagisah” jurnal
Equilibrium Volume 1, No.2., Desember 2013
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juga tanah tersebut diatas namakan nasabah. Masalah selanjutnya
terkait dengan pinjaman. Dengan belum sempurnanya kepemilikan
tanah dan bangunan tersebut oich nasabah seharusnya barang tersebut
belum bisa dijadikan jaminan oleh bank syariah. Hal ini tidak sah
menurut syara’ namun sah dimata hukum positif di Indonesia.
Sehingga menimbulkan kekacauan hukum dalam hal ini. Ketiga akad
tersebut seharusnya melalui dua tahapan pemilikan, namun dari segi
hukum adanya dua tahapan tersebut akan berdampak dengan
munculnya double transaction, double tax. Terlebih dalam undang-
undang perbankan syariah tidak mensyaratkan bank melalukan usaha
riil, yaitu jual beli.

Penelitian selanjutny gropenetijan yang dilakukan oleh

. 8 = 5 . &
Arie Indra Gunawan® dan F ; engan judul = Pengaruh
Pembiayaan KPR Syariah ' s Keputusan Pembelian
Rumah di Kota Cirebon”. E)e gt ncmdeunkan analisis regresi

dengan satu variabel de&d ini  menghasilkan

kesimpulan bahwa pemblayaaj{‘qlﬂw@bdng dllakukan oleh BNI

Syariah telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur. Dengan

begitu banyak n NFWER@IW&IQ pembiayaan

KPR di bank BNI

Selanjutnya penelltltsu]AIMleh Lely Shofa Imana’
dengan judul “Konsep, dg niﬁ gmb hah pada Produk
Pembiyaan Bank SyMﬁ mﬁ lnéan sebuah upaya
untuk mengurai kembali konsep murobahah dalam perspektif hukum
Islam klasik dan implementasinya sebagai produk pen.biyaan bank
syariah. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa semua jenis
transaksi pada umumnya diperbolehkan sepanjang tidak mengandung

unsur riba, maysir, dan garar. Dominasi pembiayaan murobhahah pada
bank syariah menggambarkan bahwa perbankan syariah belum

*Ari Indra gunawan, Fitri Cahyanti Pengaruh Pembiayvaan KPR Syariah
terhadap Proses Keputusan Pembelian Rumah di Kota Cirebon” jurnal seducomic
Vol 02, No.02 tahun 2014.

“Lely Shofa Imana, “Konsep dan Implementasi Murobahah pada Produk
Pembivaan Bank Syariah” jurnal Igtishadina Vol 1 No 2 Desember 2014.



mampu melakukan inovasi produk untuk mengurangi pembiayaan
konsumtif yang oleh masyarakat cenderung dianggap sama dengan
pola kredit perbankan konvensional.apabila secara operasional bank
masih bergantung pada produk murobahah dengan pertimbangan
efektifitas dan kemudahan dalam pelaksanaannya, maka hendaknya
bank syariah lebih memperhatikan aturan yang berlaku atas produk
tersebut. Hai tersebut dapat terwujud apabila sumber daya manusia
perbankan syariah memiliki pemahaman komperhensif terhadap
aturan vyang -berlaku dalam bisnis perbankan maupun transaksi
mu’amalah berdasarkan syariat islam.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Mohamad Heykal'
dengan judul “Analisis Tj ‘gkkBLfi’élimthg an KPR Syariah pada bank
ah@ an.” Dengan menggunakan
den, peneliti berusaha membuat

ariah yang dikeluarkan oleh
perbankan syariah di tanliair. ari hasil penelitian diperoleh bahwa
pemahaman pihak internaft i

entang produk bank syariah
terutama KPR syariah

¥a
: rata Berdasarkan data yang
terkumpul, daﬁ dilihat bahwa dari 11 bank umum syariah yang ada

di Indonesia E[R(& TMtuk KPR syariah
meskipun dengan jumi g fl runya jumlah KPR syariah
yang dikeluarkan o[ehmm lebih banyak disebabkan
pemahaman mas Np@m tentang konsep KPR
syariah tersebut. g eh karena itu syarlah belum dapat dijadikan
sebagai produk unggulan bank.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Bayu Ilham
Cahyono, Darmianto, Nila Firdausi Nuzula'', dengan judul ** Analisis

“Mohamad Heykal, “Analisis Tingkat Pemahaman KPR Syariah pada bank
Syariah Di Indonesia: Studi Pendahuluan” jurnal BINUS (Business Review) Vol 05
No 02 November 2014.

”Bayu Ilham Cahyono, Darmianto, Nila Firdausi Nuzula. * Analisis Sistem
dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah (KPRS) Murabahah
untuk mendukung pengendalian Intern” jurnal Administrasi Bisnis (JEB) Vol.25
No.l Agustus 2015.



14

Sistem dan Prosedur Pembiayaan Kredit Pemilikan Rumah Syariah
(KPRS) Murabaohah untuk Mendukung Pengendalian Intern” yang
diterbitkan dalam jurnal Administrasi Bisnis (JEB) Vol.25 No.l
Agustus 2015. Dengan menggunakan metode deskriptif dengan
pendekatan kualitatif. penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa
masih terdapat beberapa kekurangan dalam pelaksanaan sistem dan
prosedur KPR syariah yang dijalankan PT BTN Syariah Cabang
Jombang terutama dalam aspek petugas yang kompeten. Oleh karena
itu, PT. BTN Syariah Cabang Jombang masih perlu mengadakan
perbaikan dalam sistem dan prosedur yang diterapkan agar dapat
mendukung pengendalian intern dengan baik.

Penelitian yang dila

dengan judul “Implementas

zllma Viusyar

Pembiayaan Kepemilikan R

nga

Penelitian tersebut menggunik
deskriptif Penelitian ini me

musyarakah mutanaqisah p

g fuammalat Lumajang”.

kualitatif yang bersifat
hwa implementasi akad
R Muammalat iB telah

sesuai dengan fatwa DSN %M@ﬁun 2008 dan juga surat

edaran bank Indonesia nomor 14/33/DPbS. Adapaun implementasinya

akad ng 8 T éa adalah akad
an pl’OS ur pe S

musyarakah mutanaqisah iayaan yang meliputi:

kriteria nasabah, analls|s|$l_a meliputi 5C

scorring. iﬁcb dﬁlgjg f%’zy collateral dan

Penelitian selanjutnya berupa karya ilmiah tesis dilakukan
oleh Dian Nurhayati'’ dengan judul “Penerapan Akad Musayarakah
Mutanaqisah Dalam Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank
Muammalat Cabang Pembantu”.

meliputi a

analisis
(character, capital,

Indonesia  Kantor Dengan

“putri Kamilatur Rohmi “/mplementasi Akad Musyarakah Mutanagisah
pada Pembiayaan Kepemilikan Rumah di Bank Muammalat Lumajang” jurnal
Igtishoduna Vol. 5 No.1 April 2015.

“Dian Nurhayati, Penerapan Akad Musyarakah Mutanagisah Dalam
Pembiayaan Kepemilikan Rumah Pada Bank Muammalat Indonesia Kantor Cabang
Pembantu Madiun, Tesis, Surakarta: UMS, 2015.
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melakukan penelitian hukum empiris dan sifat penelitian adalah
deskriptif, penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dasar
pertimbangan BMI KCP Madiun menerapkan pembiayaan akad
musyarakah mutanagisah yaitu untuk meminimalisir resiko kelalaian
atau defaulti yang akan terjadi apabila pembiayaan kepemilikan rumah
menerapkan akad murobahah.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Abdul Latif'* dengan
judul “Implementasi Fatwa DSN MUI terhadap Praktik Pembiayaan
Murobahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muammalat ~ KCP
Ponorogo”. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa regulasi
pembiayaan murobahah yang dipraktekan di BSM dan BMI KCP
Ponorogo adalah praktik (Belh&b-i@bﬁn/furobahah di Bank Syariah
Mandiri dan Bank M}
pembiayaan murobahah ' @au dengan murobahah yang
diwakilkan, sehingga terjadi

pinjam meminjam uang.
bank bukan barang tet apT>
murobahah di BSM danJlB’ : norogo belum sepsenuhnya
sesuai dengan fatwa DSN-MUI te m lémurobahah

PenehuNlaME n OA S’lta Chairunisa'”
dalam tesisnya yang be \$m idis Terhadap Pelaksanaan
Akad Musyarakah Syzr/l Aa ljd¥dh dalam Pembiayaan KPRS
(Kongsi PemzltkﬂIN@ E g:{a T. Bank Muammlat
Indoneisa cabang Yogyakarta™. Penelitian 1ni merupakan penelitian
yang bersifat yuridis empiris. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan
bahwa dasar hukum pembiayaan KPRS dengan akad musyarakah

syirkatul milk wal ijarah adalah Peraturan Bank Indonesia Nomor
9/19/PB1/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan

“Abdul Latif “Implementasi fatwa DSN MUI terhadap Praktik Pembiayaan
Murobahah Bank Syariah Mandiri dan Bank Muammalat KCP Ponorogo” jurnal
Muslim Heritage, Vol. 1, No. 1, Mei-Oktober 2016

“Dwita Chairunisa. “Tinjuan Yuridis Terhadap Pelaksanaan Akad
Musyarakah Syirkatul Milk wal ljarah dalam Pembiayaan KPRS (Kongsi Pemilikan
Rumah Syariah) pada PT. Bank Muammlat Indoneisa cabang Yogyakarta™ Tesis,
Yogyakarta: UIN Sunan kalijaga.
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Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank
Syariah. Surat Edaran Bank Indonesia Nomor 10/14/DPbs tanggal 17
Maret 2008 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatah
Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank
Syariah, Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 08/DSN-
MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Musyarakah, dan Fatwa Dewan
Syariah Nasional Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan
ljarah. Penggunaan dua akad dalam satu transaksi pembiayaan KPRS
digunakan untuk tujuan berbeda yaitu musyarakah syirkatul milk
untuk kerjasama modal dan ijarah untuk sewa, oleh karena itu akad
menjadi sah. Penggunaan akad mm) arakah syirkatul milk wal ijarah

hampir sama konsep dasar opers a~dengan akad musvarakah
multanaqisah yang merupaka glkomb' asi dati musyarakah dan ijjarah
yang telah dikenal. Pelaksa ﬁn ) ifg KPRS dimulai dengan
pengajuan pembiayaan disertaanglisa®pe ayaan dengan prinsip 6C
(chararter, capital, collater 1y, 310 ditiori of economy and
compelen! to  borrow). B Afkan  Jakad musyarakah  bank

menyertakan modal 90% dar@ﬁ%ﬂ@]dan harga rumah, untuk

mengurangi porsi kepemilikan bank maka nasabah menyewa rumah

dengan akad Uarqml nasﬁm Ssr‘?vﬁ(s kepemilikan

sepsenuhnya me

Perbedaan penelltlelSMAMn penelitian sekarang
yaitu, penelitian ini m& ipformasi para nasabah
pengambil pembiay Muammalat KC
Surakarta. kemudian menganalisis kesesuaian penerapan akad yang
digunakan dalam pembiayaan KPR dengan fatwa DSN MUI.

B. Kerangka Teori

Penelitian ini sengaja mengambil judul “Implementasi Praktik
Pembiayaan KPR dengan akad Murobahah dan Musyarakah
Mutanagisah pada bank Muammalat KC Surakarta perspektif fatwa
DSN-MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murobahah dan fatwa
DSN-MUI No.0I/DSN-MUI/X/2013 tentang pembiayaan musyarakah
mutanaqisah. Dalam pembahasan ini penulis menggunakan istilah
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“implementation™ yang artinya pelaksanaan, implementasi. Sedangkan
dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia “implementasi”™ artinya
pelaksanaan; penerapan.'®

Pengertian  implementasi  adalah  sebagai  proses  yang
melibatkan sejumlah sumber-sumber yang di dalamnya termasuk
manusia. dana, kemajuan, organisasi, baik oleh pemerintah maupun
swasta. Dalam penelitian ini, implementasi yang dimaksud ialah
proses pelaksanaan atau penerapan suatu aturan baik berupa undang-
undang atau fatwa ataupun produk hukum lainya yang telah ditetapkan
oleh pemegang otoritas dan berlaku dalam suatu komunitas
masyarakat, lembaga maypu S r~Penclitian ini mengacu pada
Fatwa Dewan Syariah ég?ells lama% donesia tentang pengaturan
a(p nurobahah dan musyarakah

proses pembiayaan KPR ae

mutcenaqisah.
w0
1. Tinjanan Umum te )érmbiaydan KPR
a. Pengertian dan e 2dmbiayaan

PLmb:ayaan merupakan salah satu tugas pokok bank,
yait vvm A untuk memenuhi
kebL HL ya §ld£ iSI[ unit.'” Dalam
undang-undanqsu M 1998 tentang perubahan
undang-undalﬁomor 7 tahun 1992 tentang perbankan

JeA berdasarkan prinsip

syariah. Bahwa pembiayaan berdasarkan prinsip syariah

menjela

adalah penyediaan uang atau tagihan dengan pihak lain yang
mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang
atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan
imbalan atau bagi hasil. Sedangkan prinsip syariah adalah
aturan perjanjian berdasarkan hukum islam antara bank
dengan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau

"“Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Bahasa Indonesia ,
(Jakalla Pusat Bahasa, 2008) hlm. 548

"Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke Prakiek, Cet:l
(Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 160
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pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainya yang
dinyatakan sesuai dengan syariah.'®

b. Landasan Syariah Pembiayaan

Pembiayaan  Islam  memiliki  latar  belakang
keagamaan yang berlandaskan kepada firman Allah SWT
vang telah dituliskan pada kitab suci Al-Qur’an. Salah
satunya dalam surat Al-Baqarah ayat 275-276

ot | AT A e I L.thda N e \dJs:L, 5
el G r)-v so5is Y 55 22
Joo T 5y 6 i s
um&“u%wwf

;;;\3:- LJ;J \_53_;)\ %;_;.j é‘ﬂ
Zos ol AL S 34

g JUP R Brpek:

Terjemahannya

MNIV@R&I’RA@) riba tidak
dapat berdirj inkap, sepergi berdirinya orang yang
kemasukan lSLA kanan) penyakit gila.
Kead ﬁ adalah disebabkan
mereka ?rpeng;$sesung guhnya jual beli
itu  sama dengan riba, padahal Allah telah
menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan
dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil
riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu
(sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah)

kepada Allah, orang yang kembali (mengambil riba),
maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka;

“Wiroso. Produk Perbankan Syariah, Cet 1, (Jakarta: LPFE Usakti,
2009). him. 158
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mercka kekal didalamnya, Allah memusnahkan riba
dan menyuburkan sedekah, dan Allah tidak menyukai
setiap orang yang tetap dalam kekafiran, dan selalu

berbuat dosa”. "’

Selain itu pada surah Ar-Ruum ayat 39

3

o o U Bl s 1 6 1 9ial g

1""

oA G op o5 G
@ yhaitll 2 A6 855 550 13355

“an sesu ﬁl riba (tambahan) yang kamu berikan agar
anusia, Maka riba itu tidak
menambal
berupa zal kamm [maksudkan untuk mencapai
keridhaan ng berbuat demikian) itulah

orang-ora@M@Jgandakan (pahalanya) *’

UNIVERSITAS
Jenis pembiayaan ISI_AM

Mcnmgmﬁsmiawan dapat dibagi

menjadi dua hal sebagai berikut:*!

1) Pembiayaan produktif, yaitu pembiayaan yang ditujukan
untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu

" Kementrian Agama Republik Indonesia, Al- Awwal Al-Qur’an 20
baris Terjemah,( Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010) hlm.25

“bid,. Hlm. 202

*'Syafi’i Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek, Cet 1 ( Jakarta:
Gema Insani, 2001). Hlm. 173



20

untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan
maupun investasi.

2) Pembiayaan konsumtif, yaitu pembiayaan yang digunakan
untuk memenuhi kebutuhan konsumsi, yang akan habis
digunakan untuk memenuhi kebutuhan.

Pembiayaan hunian syariah termasuk dalam pembiayaan
konsumtif. Di Indonesia, ada 2 jenis KPR. Pertama, KPR subsidi
vaitu suatu kredit yang diperuntukan kepada masyarakat
berpenghasilan menengah kebawah dalam rangka memenuhi
kebutuhan perumahan atau perbaikan rumah yang telah dimiliki.

Bentuk subsisdi yang ditegims 1bsidi meringankan kredit

dan subsisdi menamb ngunan atau perbaikan
rumah. Kredit subsidi dit 8ol iritdleh pemerintah, sehingga
an kredit dapat diberikan
ing memberikan subsidi
aksimum kredit yang

_ p 4
diberikan. Kedua, KPM%M@JYBHU suatu KPR yang

diperuntukan bagi seluruh masyarakat. Ketentuan KPR ditetapkan

oleh bank, mmyﬂ(ﬁ$ 1aupun suku
bunga dilakukan sesu bijakan yang ersangkutan =

Syarat-Syarat Pembla aan

DONESIA

Menurut Syaﬁ i Antonio syarat-syarat umum dalam
. 2 2 23
sebuah pembiayaan islami adalah: =

1) Surat permohonan tertulis, dengan melampirkan proposal
memuat gambaran umum usaha, rencana atau prospek usaha,

“BI, Memiliki Rumah Sendiri dengan KPR, brosur disebarkan
sebagai bagian dari program Edukasi Masyarakat dalam rangka
implementasi Arsitektur Perbankan Indonesia. yang diuploud pada alamat
www.bi.go.id.

* Syafi’i Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek........ him. 171
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rincian dan rencana penggunaan dana, jumlah kebutuhan
dana, dan jangka waktu penggunaan dana.

Legalitas usaha. seperti identitas diri. akta pendirian usaha,
surat izin umum perusahaan, dan tanda daftar perusahaan
Laporan keuangan, seperti neraca dan laporan laba rugi, data
persediaan terakhir, data penjualan, dan fotokopi rekening
bank.

Analisis dan nilai kredit/pembiayaan dimuat dalam format

vang telah ditetapkan olen bank dan disesuaikan dengan jenis

pembiayaannya. Dalam analisis tersebut sekurang-kurangnya

perlu mencangkup in

1)

2)

3)

24

Identitas pemohon. 12@ pemohon, tempat tinggal,
bentuk usaha,
mengenai identi

.| dan sebagainya. Informasi
kan untuk melihat gambaran

awal tentang pc an utama atas pengelolaan

perusahaan, lolﬁ“ﬂjﬁgﬂ%@ﬁ serta keabsahan operasi

perusahaan.

Aturgn VER/SrImﬁ Sncangkup jumlah
kredit/pembiayaan, 0b|ek yang dibiayai, masa/tempo, dan
alasan keperl $ aan. Informasi mengenai
aturan N:l Q iy ,dimaksudkan  untuk
memper! h jn mm.ScLe\tersebut benar-benar
digunakan untuk membiayai usaha, bukan untuk hal-hal yang
bersifat konsumtif atau spekulatif.

Riwayat hubungan perdagangan dengan bank, mencangkup
masa awal dimulainya jalinan bisnis, bidang perdagangan,
nilai transaksi perdagangan, kualitas hubungan perdagangan,
dan jumlah keseluruhan nilai hubungan perdagangan.

* Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia,Cet 1,
(Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012), hlm. 32
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4) Analisis  5C  pembiayaan,  mencangkup  analisis

karakter/watak, analisis kemampuan, analisis modal, analisis
. . 25
keadaan/prospek usaha. dan analisis agunan:’

a)

b)

d)

fist  way o).

Analisis watak (character) mempunyai aturan untuk
mendapatkan gambaran atau penjelasan dari pemohon.
mencangkup perilaku pemohon sebelum dan selama
permohonan kredit diajukan. Pemohon kredit yang
bersikap selalu mendesak pencairan kredit dengan
disertai janji-janji pemberian hadiah, pada umunya
diragukan kemauannya dalam
mengendalikan/me]unasi kredit.

Analisis kem city) dilakukan dengan
aturan ur menipgkatkan kemampuan

mengemba]ikaﬁ 0 )
up aspek menejemen

(kemampuan r%ngel an p& sahaan), aspek produksi
(kemampuan |b2 i sedara berketerusan), aspek

pemasaran (k@%ﬂj@ﬁasarkan hasil produksi)

aspek personaliti (kemampuan tenaga kerja dalam

lrg'lgj )& Dan  aspek
q an kerna;nE;uﬁ n%gl:zhkan

Analisis mtI punyai aturan untuk
meng ma ﬁ alam menyediakan
modal ﬁ g ncangkup kadar

dan komposisi modal, perkembangan laba usaha

saha yang dibiayai (the

selama tiga ahun masa sebelumnya, nisbah antara
hutang dengan modal sendiri (debt equity ratio/DERI)
dan perkembangan naik turunnya harga saham (bagi
perusahaan yang telah melemparkan sahamnya kepada
masyarakat/go public).

Analisis keadaan/prospek usaha (condition)
mempunyai aturan untuk mengetahui prospektif atau
tidaknya suatu usaha yang akan dibiayai, yang

= Ibid.. Him. 33



e. AlurprosL)pemblayaan

€)

23

meliputi sekitar perdagangan yang berawal dari bahan
baku (pembekal). pengolahan, dan  pemasaran
(pembeli). Dalam  pemasaran tersebut, harus
diperhatikan adalah keadaan persaingan dari produk
yang sama, barang pokok yang beredar dipasaran,
potensi calon pesaing, dan peraturan pemerintah.

Analisis  jaminan/agunan (collateral) mempunyai
aturan untuk mengetahui besarnya nilai
jaminan/agunan yang dapat digunakan sebagai jalan
keluar kedua (the second way oui) bagi bank dalam
setiap pemberian pembiayaan apabila yang diberikan
menjadi b (ro
UU No.7 éeﬂa pexbankan bahwa agunan
kredit hanya arje proyek yang dibiayai atau

hak tagih eimikian, untuk jenis usaha
tertentu, b i Edyek % a tidak mencukupi sehingga
bank merr bahan berupa barang-barang

di luar proyik.

VERSITAS

Alur prosisﬁ':blﬁyj menurut  lkatan  Bankir

Indonesia adalah se

1) PenguLIpﬂDr@rME1$lfAi. yang terdiri dari:

2)

3)

b)
¢)

a) Permohonan pembiayaan

Pengumpulan data/dokumen
Verifikasi data

Anaiisis dan Persetujuan

a)

Analisis pembiayaan

b) Persetujuan pembiayaan
Administrasi dan pembukaan pembiayaan
a) Pemenuhan dokumen SPP., Anggunan, perjanjian

pembiayaan (akad), pengikatan dan agunan

“Ikatan Bankir Indonesia, Mengelola Bank Syariah, Cet 1,

(Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014) , him.34
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b) Review dokumen dan persyaratan
4) Pemantauan pembiayaan
a) Secara on the spol, on desk, antisipasi dini, annual
review, dll.
5) Pelunasan dan penyelematan pembiavaan.
Penerapan pembiayaan KPR dalam perbankan Syariah

Pembiayaan pemilikan rumah merupakan pembiayaan
konsumtif berbasis agunan. Yaitu pembiayaan yang diberikan
oleh perbankan kepada perorangan untuk membiayai pembelian
rumah tinggal, rumah susun, apaltemen rumah kantor, rumah
toko, kios dalam kondisi bas

7
Produk KPR p ali épcrkenalkan oleh Bank
Rakyat Indonesia Tbk. m gglmkan instrument bunga
sebagai alat untuk meniper eug} ingan dari produk yang

ditawarkan tersebut. N .Jgdat igl [banyak developer yang

menawarkan perumahaw i
konsumen, dengan kons"

ibadah dan H‘i ﬁ rigt pagnjadi idaman
umat islamu VH 'S'Lfé‘g developer
membutuhkan keber baA tyk membangun rumah,
nasabah membutuhkan” bank tunfuk 1ayaan, dan bank sendiri

membutuhkan pl:N.tslfﬁu ini merupakan

peluang emas bagi pihak perbankan syariah untuk dapat

o dilengkapi fasilitas tempat

mengeluarkan produk perumahan syariah dengan
menyesuaikannya dengan konsep syariah. baik mengenai akad-
nya ataupun mekanisme transaksinya.

Produk pembiayaan yang digunakan dalam perbankan
syari’ah memiliki berbagai macam perbedaan dengan KPR
diperbankan konvensional. Hal ini merupakan implikasi dari
perbedaan prinsipil yang diterapkan perbankan syari’ah dan
perbankan konvensional, yaitu konsep bagi hasil dan kerugian

7 Ibid,. hlm.63
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(profit and loss sharing) scbagai pengganti sistem bunga
perbankan  konvensional. KPR yang dikembangkan oleh
perbankan syariah dimaknai sebagai kepemilikan rakyat yang
mekanismenya berdasarkan pada akad jual beli. Hubungan yang
terjalin antara bank syariah dengan pihak nasabah yang
mengambil produk KPR syariah adalah hubungan antara penjual
dan pembeli. Keuntungan bank syariah pada produk KPR syariah
ini dalam bentuk margin penjualan yang dikenakan kepada pihak
nasabah atas kesepakatan bersama. Tingkat margin yang
ditetapkan oleh bank syariah berbeda satu sama lain.*®

Melalui pembt ita tidak harus menyediakan
dana seharga rumah rentdl iki uang muka tertentu, dan
rumah idaman pun mg k kita. Kita bisa leluasa

menempatinya karen
sudah menjadi rumah

>
Dalam mema@%ﬁ@ t ~}JKPR syariah, biasanya bank
syariah menggunakan fasilitas pembiayaan murobahah yang
memungKin APSyariahnya secara
angsuran. Namun dapat juga menggunakan akad yang lain seperti

murobahah wal ija ' Mfffti. Al-ijarah al muntahiya

bit tamlik, mmﬁl 61&%{%1@&%@}1 wal ijarah.

Kredit Pemilikan Rumah Syariah yang dimiliki oleh Bank
Muammalat Indonesia menggunakan dua pilihan akad yaitu akad
murobahah (jual-beli) dan musyarakah mutanaqisah (kerjasama
sewa).”’

®Helmi Haris, Pembiayaan Kepemilikan Rumah (Sebuah Inovasi
Pembiayaan Perbankan Syariah, jurnal ekonomi islam vol 01, juli 2007,
hlm.115

Produk dan Layanan Bank Muammalat, yang dikutip dari
http://www.bankmuamalat.co.id/pembiavaan-consumer/kpr-ib-muamalat
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2. Tinjauan tentang Akad Murobahah dan Musyarakah
Mutanagisah pada Pembiayaan KPR
a. Pengertian dan Konsep Akad

Dalam bahasa arab, 4/-4qd berarti ikatan. Menurut para
ulama (seperti, Al-Jassas, Ar-Raghib  Al-Asfahani,  Abu
Hayyandll) Al-Agd diartikan sebagai ikatan secara maknawi,
yakni ikatan antara perkataan yang diucapkan oleh dua pihak.
Dikalangan para ulama terdapat dua definisi berbeda tentang
maksud kontrak (al-Agd). Pendapat pertama menyatakan bahwa
kontrak adalah setiap tindakan yang menimbulkan ikatan untuk
memenuhi dua pihak atay satu pihak. Ini adalah makna akad
| Asllné’%takn bahwa Al-Agd adalah
setiap tindakan yang mem 5

secara luas. Pendapat
rl cheridak dan persetujuan dua
pihak dengan adanya ijg#

Pengertian akad Sgea " { s-yang diterima oleh banyak
pakar figih merupakan liﬂ* Jijab(yang disampaikar salah
satu pihak yang mengadakan akad) dengan gqgobul (yang

disampaikanumlME&&ImfASnenimbulkan
pengaruh pada objek Sll:;w rupakan keterikatan antara
dua pihak yang timlr aian kehendak antara
keduanya. Terja(liN@@NEﬁq mpengaruht status
objek akad. Setiap transaksi yang terjadi antara para pihak, selalu
melibatkan kontrak antara keduanya. Sebuah transaksi akan

menjadi sah apabila syarat dan rukun akad telah terpenuhi oleh

akad yang dimaksud ole

para pihak.’'

b. Rukun-Rukun dan Syarat Akad

mUhaya S Pradja, Ekonomi Syariah, Cet 1, (Bandung: Pustaka
Setia, 2012), hIm.110

U Ibid him. 111
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Suatu akad akan menjadi sah apabila terpenuhi syarat dan
rukunnya. Rukun dalam bahasa arab berarti bagian kukuh yang
memungkinkan tegaknya sesuatu. Menurut Fugaha “rukun berarti
apa vyang merupakan unsur asasi wujudnya sesuatu dan
mengambil esensinya”. Dengan demikian. rukun merupakan
sesuatu yang harus ada pada saat berlangsungnya suatu kontrak.

Syarat secara bahasa berarti tanda yang dapat
membedakan dari yang lain. Dalam konteks akad. para fugoha
mengartikan syarat dengan “semua hal yang mengikat yang lain,
baik ada maupun tidak diluar isi pokoknya.” Dengan demikian

syarat merupakan seg —harus ada sebelum dan ketika
akad berlangsung. (i/lélsl salat Berada diluar esensi akad itu
karena yang menja th:' ag adalah rukun. Akan tetapi,
adanya rukun tanfjz \GtBare 1 terpenuhinya syarat-syarat

menjadikan kontrak ti

Adapun rukun:da ,,.4 adalah sebagai berikut:**

1) Pihak-pihak yang melakukan akad, yaitu mereka yang

memb@ M M ER&TA Sa pihak tersebut

disyaratkan unils memjliki, kecakapan dan kelayakan
(‘ahliyan) dan L— nangan (wilayah) untuk

melakukatlw pi@N E$ cakapan seseorang

memperole yang sah irinya memikul kewajiban,
serta sah tindakannya.

2) Pihak-pihak yang melakukan akad disyaratkan mereka yang
bisa dipertanggungjawabkan. Golongan ini adalah mereka
yang sempurna akal pikirannya (tidak gila atau separuh gila),
baligh, rasyd atau pintar, bukan termasuk golongan muflis dan

sa’th. Selain itu kontrak juga hendaknya dibuat secara suka
sama suka (Ar-Taradin)

2 Ibid,. Hlm. 112-114
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Objek akad, yaitu benda atau hak yang dijadikan objek pada
suatu kontrak. Syarat-syarat objek kontrak adalah sebagai
berikut:
a) Secara prinsip bersifat legal dan berharga dalam islam,
bukan sesuatu yang diharamkan
b) Objek kontrak harus dispesifikasikan dan didefinisikan
secara jelas untuk menghindari ketidakpastian,
kebingungan, atau ambiguitas.
¢) Objek kontrak harus memiliki dan eksis, untuk
menghindari spekulasi
d) Objek kontrak harus betul-betul dimiliki penjual dan
dapat dlserahl?ﬂ'r}fgﬂmqkatan
Harga (Al-staman) s?bag,l fugoha seperti Ibnu  Abidin
menyatakan bahwa h‘g_;g ddar balasan yang dibeli
dengannya atas dasaif $al arl. Sesuatu yang dijadikan
balasan hendaklah be @ng sah dari syara’, seperti
uang atau benda-k ermanfaat lain. Harga
disyaratkan disebut d&5¥ @gsunﬂnya akad dan harus
leclaskan dalam bentuk |em§ mata uang atau nilai yang
menjadi fVErRZsLWﬁ@ga hendaklah
dijelaskan ersama harga, baik secara tunai, hutang, cek
maupun kartu kredi tf_b,qA
Sighat terdiri ﬁ e[ upakan pernyataan
penawaran atmﬁ N - ara gobul adalah

penerimaan atau pernyataan persetujuan. Akad dinyatakan

dalam bentuk lisan, isyarat, tulisan maupun perbuatan atau
tingkah laku. Intinya ada sesuatu yang bisa menggambarkan
kehendak seseorang, baik untuk menyatakan ijab ataupun
qobul. Syarat sighah antara lain:

a) Kejelasan indikasi adanya sighah ijab dan gobul yang
menunjukan kehendak para pihak untuk mengadakan
kontrak

b) Kesesuaian antara ijjab dan gobul. Ini menunjukan
persesuaian dan pertemuan dua kehendak dan
keinginan antara para pihak;
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¢) Adanya hubungan antara ijab dan gobul. Ini
menunjukan pemahaman setiap pihak yang berkontrak
sehingga menjadikan ijab dan ¢obul bersesuaian.

Tujuan utama syariat mewajibkan sighah dalam kontrak
adalah mewujudkan tanda saling kerelaan. Saling kerelaan tidak
dapat dilihat dan dinkur. Oleh karena itu, disyaratkan bentuk
sighah vang digunakan harus terdiri atas perbuatan, tulisan,
isyarat, atau perkataan yang bisa dipahami oleh pihak yang
mengikat kontrak.

Akad murobahah pad KPR
1) Pengetian Murobahuh
Secara eti berasal dari bahasa arab
=~ dengan shiga (Sl dng mempunyai arti untung,
tambahan atau sg gmbuh dalam dagangan. Bag:
orang arab [ wap  beruntung jika aset

dagangnnya bertanibak Ml nada dengan ayat al-Qur’an
surat Al- Baqara{yat 16

ERSITAS
O UG NAS I A ol
Terjemhn)lN D O N E S I A

“Mereka itulah orang yang membeli kesesatan dengan
petunjuk, maka tidaklah beruntung perniagaan mereka

dan tidaklah mereka mendapatkan petunjuk.”

Beberapa tokoh mengemukakan definisi murobahah,
diantarnya Ibnu Rusyd mengartikan murobahah sebagai
proses jual beli dimana penjual menjelaskan kepada pembeli
tentang harga pokok barang dan keuntungan yang akan

“Kementrian Agama Republik Indonesia, .1/- Awwal Al-Qur'an
20) baris Terjemah ,( Jakarta: Mikraj Khazanah [Imu, 2010) hilm.03
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diraihnya.”*  Sedangkan  menurut ~ Wahbah  Zuhaili
mendefinisikan murobahah dengan kata-kata “menjual suatu
barang dengan harga pembelian  ditambah  dengan
keuntungan”. Ulama Malikiyah menggambarkan murobahah
sebagai bentuk jual beli dimana pemilik barang menjelaskan
kepada pembeli tentang harga pokok pembelian dan
keuntungan yang diraihnya. Sedangkan Ulama Hanafiyah
mendefinisikan murobahah sebagai perpindahan barang sesuai
dengan kontrak dan harga yang disepakati diawal dengan
menambahkan keuntungan yang disepakati. Adapun Ulama
Syafi’ivah dan Hanabilah mengartikan miurobahah sebagai

suatu proses jual kﬁw\harga pokok ditambah
keuntungan dengan p¥arat ﬁnjua"i dan pembeli sama-sama

mengetahui harga pok g( ’ 8
@ Z

Dalam kamus gah dan perbankan syariah
yang diterbitkan ole prbankan  Syariah, Bank

Indonesia mengemu%ﬁlm}u murobahah, jual beli

barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang

disepakatpﬁ g lrﬂlm n]ual harus
u harga pro Rg

memberit yang 1a beli dan 1 nenentukan suatu
w(\

~ tingkat keuntungan

UndanlMQ@.NESd(Antang perbankan

syariah memberikan definisi tentang murobahah dalam
-penjelasan pasal 19 ayat | huruf d. Menurut penjelasan pasal
19 ayat 1 huruf d tersebut, yang dimaksud dengan akad
murobahah adalah akad pembiayaan svatu barang dengan

* Ibnu Rusyd, Bidayah al-Mujtahid, Cet 11 (Semarang: Toha
Putra, tt) him. 161

¥ Wahbah al-Zuhaili, Al-Figh al- Jslam wa Adilatuh,Cet 11
(Beirut: Dar al-Fikr, 1984) hlm. 3765

* Wiroso, Produk Perbankan Svariah Cet | (Jakarta: LPFE
Usakti,2009) him. 161
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menegaskan harga belinya kepada pembeli dan pembeli
membayarkan dengan harga yang lebih sebagai keuntungan
vang disepakati.’” Keberadaan model jual beli nurobahah
sangat dibutuhkan masyarakat karena ada sebagian masyarakat
ketika akan membeli barang tidak mengetahui kualitasnya,
maka ia  membutuhkan  pertolongan  kepada  yang
mengetahuinya, kemudian pihak dimintai pertolongan tersebut
membelikan barang yang dikehendaki dan menjualnya dengan
keharusan menyebutkan harga perolehan (harga beli) barang
dengan ditambah keuntungan (ribh).**

Dari  beb
kesimpulan bahw

tagn tersebut, dapat ditarik
ahéiaiah proses jual beli suatu
agRan harga pokok dan besarnya
keuntungan yang disepafeafr Karéna dalam definisinya selalu
yan%) disepakati maka murobahah

barang dimana peh{i

mempunyai ciri pel emberitahu pembeli tentang

harga pembelian bédrang

yang diambil.

UNIVERSITAS
landasan Hukurrgfl‘_z\M
hkan oleh syara’ dan
dibenarka Nmﬂﬁn J: sebagian besar ulama

berbagai madzhab. Landasan hukum murobahah yaitu
perdagangan atau perniagaan selalu dihubungkan dengan nilai-
nilai moral sehingga semua transaksi bisnis terhindar dari

aenjelaskan jumlah keuntungan

kebajikan yang bersifat tidak islami, sebagaimana disebutkan
dengan jelas dalam Q.S An-Nisa ayat 29
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Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah, Cet I(Jakarta:
Kecana Prenada Grup, 2014) him. 193

" Ahmad Azharuddin Latif, Konsep dan Aplikasi Akad
Murobahah  pada perbankan syraiah di - Indonesia, jurnal Ahkam Vol.
XXI, No. 02 juli 2012. hlm 71.
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Artinya:
“Wahai orang-orang vang beriman! Janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil (tidak benar). kecuali dalam perdagangan yang

berlaku atas dasar suka sama suka diantara

39 39

Dalam ayat an untuk memberikan
kemudahan, yang sal&h satypya addlah dengan memberikan
masa tenggang kepz berhutang sampai dia
berkelapangan, * se dalam QS Al-Baqarah

ayat 280 % (n

o)
6 o1 3 RS w2 58 o

i INIVERSITAS ’
“Dan jika (clr&l&nA*lMg itu) dalam kesulitan,
maka herilah_tengeang wi sgmpai dia memperoleh
kelapjgb §N ggilﬁ\

Syarat dan Rukun Pembiayaan Murobahah Produk KPR

** Kementrian Agama Republik Indonesia, A/~ Awwal Al-Qur'an
20 baris Terjemah,( Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010) him. 43

“Boedi Abdullah, Mertode Penelitian ekonomi Islam Muammalah,
Cet I ( Bandung: CV Pustaka Setia, 2014) hlm. 133

“Kementrian Agama Republik Indonesia, Al- Awwal Al-Qur’an
20 baris Terjemah, ( Jakarta: Mikraj Khazanah IImu, 2010) hlm. 285



Dalam semua pembiayaan murobahah termasuk KPR
mempunyai beberapa syarat sebagai berikut:"

a) Pihak bank harus memberitahukan biaya pembelian rumah
kepada nasabah KPR Syariah

b) Kontrak transaksi KPR Syariah ini haruslah sah

¢) Kontrak tersebut harus terbebas dari riba

d) Pihak bank syariah harus memberikan kejelasan tentang
rumah yang diajdikan objek transaksi KPR Syariah.

e) Penjual harus menjelaskan semua hal yang berkaitan
dengan proses perolehan barang tersebut.

a. Bai :

b. Musytari - (pihak yang akan membeli
varang) SN

c. Mabr : barang yang akan diperjualbelikan

e%}/éEﬁRé;SITﬁS
. djab Qo I_en ataan sera ternpa

i SIA terkandung unsur
bara ;l yerahan barang) dan
pembayaran (cara dan syarat pembayaran). Untuk

memberikan gambaran alur transaksi murobahah secara
umum dapat dilihat pada gambar berikut :**

* Syafi’i Antonio, Bank Syariah; Dari teori ke praktek, (Jakarta:
Gema Insani Press, 2001) hlm.102
* Wahbah al-Zuhaili, A/-Figh al- Islam wa Adilatuh,Cet

* Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Prodk-
Produk dan Aspek-Aspek Hukumnya, (Jakarta: PT Jayakarta
Agung Offset, 2010) hlm. 181



Gambar 1.1 skema pros es transaksi murobahah

bank

/;\\J

J

pem bayaran harga barang oleh bank

3. Penjualandanpenyerahanhak kepemilikan barangoleh
pem asok kepadabank

4. Penjualanbank + mark wup margin danpenverahanhak
kepemilikan oleh bank kepadanasabah

A 1. Pembuatanakadjualbeli barangantarabank dannasabah
yangsekalizus m erupakan pem esanan barangolehnasabah
kepada bank

2. Pembuatanakadjualbeli yangdiukut pelaksanaan
6

/ 5. Pengnman barang secara fisik oleh pem asok kepada

nasabah
6. Pelunasaanharga barangolehnasabahkepada bank secara
cicilan ayau secara sekahguspada akhirwaktupehmasan

Hal

a)

b)

c)

d)
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5

vang wajib dijelaskan pbahah, yaitu:

o [ |54
Barang yang cacﬁ’%lﬂcgz%‘j g{g‘t‘;!ﬁjual secara murobahah,
kecuadi yi ipe E srar asrsebut untuk
meansy 'e!na{ ika A ersebut  hasil
perbuatan si p@ut@ewwain, maka tidak boleh

dijual secara murobahah, hingga cacat tersebut dijelaskan.
Jika tana m@ lﬁ aka boleh dijual
tanpa ada penjelasan, karena unsur tambahan yang bukan
pemekaran dari barang tersebut bukan termasuk barang
dagangan. Keterangan ini sudah menjadi kesepakatan para
ulama

Jika si A membeli dari seseorang dengan piutangnya yang
wajib dibayar orang tersebut, maka ia boleh menjualnya
secara murobahah tanpa harus menjelaskannya, karena ia
telah  membeli dengan harga yang ada dalam
wewenangnya

Apabila barang tersebut hasil dari cara damai atas
piutangnya yang harus dibayar orang lain, maka ia tidak
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boleh menjualnya secara murobahah. karena secara damai
biasanya terdapat pengurangan harga, jadi harus dijelaskan
agar pembeli mengetahui bahwa ia setuju atau tidak,
sehingga terhindar dari dugaan buruk. Berbeda dengan
pembelian pada kondisi pertama karena pembelian
tersebut didasari oleh penurunan harga, jadi tidak
membutuhkan penjelasan.
4) Syarat-syarat akad jual beli
a) Syarat mengadakan akad
(1) Orang yang berakad harus berakal, bisa membedakan
mana yang benar dan mana yang salah
(2) Orang yaifg, bisthial harys banyak berperan (tempat
akad dilak$gha i
b) Barang yang &I@k rgs memenuhi syarat
(1) Barang ha
D4 j bel% arang berdasarkan syariah
bahwa ket ’ )ahah dibuat antara bank dan
nasabah., o tersebut boleh saja beium

jadi, mili . saja, Ketika penyerahan
@mjydéﬁgrjﬂ. itentukan dalam
akad tel ﬁlré kaj barang tersebut harus sudah
dimiliki ol¢ nAMa pada saat tibanya waktu
peiN@ Eys lbaftk gagal melaksanakan
penyerahan barang karena barang harus diserahkan
belum dimilikinya, maka berdasarkan ketentuan
KUHP perdata, nasabah berhak untuk menuntut ganti
kerugian.
(2) Barang berupa harta yang jelas harganya

Harga yang jelas harganya adalah sesuatu yang
mungkin disimpan serta dibolehkan secara syara’.

Maksudnya bahwa harta yang jelas hartanya adalah
sesuatu yang pasti bisa disimpan dan boleh
dimanfaatkan sewaktu-waktu.

¢) Syarat-syarat pelaksanaan akad
(1) Pemilikan atau penguasaan
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(2) Dalam barang yang akan diperjualbelikan hanya
terdapat hak penjual.
5) Jenis Murobahah

Transaksi jual beli dapat dilakukan dengan beberapa
cara, dengan beberapa cara pembayarannya juga.

Murobahah dapat dikelompokkan dalam beberapa jenis
murobahah sebagaimana diiliutrasikan pada gambar berikut:

A ——————

“TANPA PESANAN |

MUROBAHAH ) - [ e
| MUROBANAK |12 ARG
e |
2 N O) TIDAK
w I MENGIKAT
> m R Vi 3
, — |2 7y
| § YN A -4 —
[ ][5 A 5

SEDE)

UNIVERSITAS
ISL AM

Gambar: 1.2 Jenis Murobahah

a) Murobuhtl' E S I A

Murobahah jenis ini, objek jual beli dilakukan
tanpa memperhatikan ada pesan atau tidak. jika barang
sudah menipis, penjual akan mencari tambahan barang
dagangan. Pengadaan barang dilakukan atas dasar
persediaan minimum yang harus dipelihara.”” Dalam
murobahah tanpa pesanan ada duva tahapan yang terpisah
yaitu tahapan pengadaan barang dan tahapan alur
pembelian barang dimana bank syariah bertidak sebagai
pembeli dan pengadaan barang tidak memperhatikan ada

* Wiroso, Produk perbankan syariah............. him. 164
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yang membeli atau tidak, yang diperhatikan adalah
pemenuhan ketentuan penyediaan persediaan minimum.
dengan memperhatikan  jangka waktu pengiriman,
kelangkaan barang dan sebagainya.

Murobahah berdasarkan pesanan

Murobahah jenis ini, pengadaan barang yang
merupakan objek jual beli, dilakukan atas dasar pesanan
yang diterima (bank syariah sebagi penjual). Apabila tidak
ada vang pesan maka tidak dilakukan pengadaan barang.

Pengadaan ba bergantung pada proses jual

tidak. Para ul@%}fjﬂ%@j@’ala}‘ menyepakati mengenai
bolehnya penjualan jenis ini. Sedangkan menurut
LEE,NWE t) h mengatur bagi
pemesan pemb elian agar diberikan pilithan apakah akan
membeli as ketika ditawarkan kepada
pembj gar terhindar dari
penju N@@%IAM ini adalah haram.
Tetapi, sebagian Ulama Syariah Modern telah
membolehkan bentuk perjanjian seperti ini, yaitu mengikat
pemesan pembelian; contohnya penjualan  murobahah

dengan kewajiban pada pemesan pembelian untuk
mengambil pesanan.*

Dilihat dari cara pembayaran, murobahah dibagi
menjadi pembayaran tunai dan pembayaran tangguh.
Dalani pembayaran tunai dilakukan secara tunai saat

“ Wiroso. Produk Perbankan Syariah................... him. 168



38

barang diterima. Sedangkan pembayaran tangguh atau
cicilan adalah pembayaran dilakukan kemudian setelah
penyerahan barang baik secara tangguh sekaligus
dibelakang atau secara angsuran.

Dalam praktek, khusunya pada bank Syariah, baik
bank bank umum syariah. cabang syariah dari bank
konvensional, maupun BPR Syariah, saat ini banyak yang
menjalankan murobahah berdasarkan pesanan, sifatnya
mengikat dan pembayarannya dilakukan secara tangguh
atau cicilan. Sedangkan murobahak tanpa pesanan banyak
dilaksanakan ole euangan Mikro Syariah

(BMT) dan Kopx@i Syagiah. temasuk pembayaran yang

dilakukan secara {Inal'

6) Ketentuan Murobahmﬁuﬂ )
Murobahah merupa an salah satu jalan keluar dari

terlibat Vﬁ 5 T 0§seorang yang
hendak eb ﬁn le aéA juta rupiah,
terpaksa memmJaI\SzLﬁ tau lembaga keuangan
dengan dikenakan biaya lebih sebanyak 8% hingga 15%
setahun dal éN:E dari 2 kali lipat
jumlah hutang pokok dan harga tersebut adalah riba. Akan

UNIVERS
VISB NOQd

tetapi, melalui bank islam membeli rumah yang sama dengan
harga 500 juta rupiah tunai kemudian menjual kepada
pembeli secara murabahah yaitu 500 juta ditambah 200 juta
menjadi harga belinya 700 juta. Pembeli boleh berjual beli
secara hutang dengan bank islam sebanyak 700 juta dengan
bayaran angsuran selama beberapa tahun yang disepakati
dengan pihak bank tanpa dikenakan bunga atas hutang

7 Ibid, him. 170
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tersecbut. Maka terlepaslah pembeli dan bank dari praktek
riba.**

Dalam  Accounting, Auditing, and Governance

Standards  for islamic financial institutions (AAOIFT),
dijelaskan bahwa karakteristik murobahah secara umum

49
adalah:

a.

ma

Bank Islam harus memberitahukan tentang baiaya (cost)
atau modal yang dikeluarkan (capital outlay) atas barang
tersebut kepada nasabah

Akad pertama harus sah

Akad tersebut harus bebas riba

Bank Islam/ hatas-Adénguhgkapkan dengan jelas dan
rinci tentapg i j% i/wanprestasi vang terjadi

Jika salah satu siarat a, d atau_¢ tidak terpenuhi,

bali hér lmlA uk:
MelakukalMMﬁ]an tersebut sebagaimana
ada
NDONESIA
Menghubungi penjual atas perbedaan (kekurangan) yang

terjadi, atau
Membatalkan akad.

Dalam buku System dan Prosedur Operasional
bhank Syariah karangan Muhammad disebutkan kaidah

*Veothzal Rivai, Islamic Banking: sebuah teori, Konsep
Dan Aplikasi, (Jakarta: PT Bumi Aksara,2010), him.391

* Wiroso, Jual Beli Murobahah, (Yogyakarta: UII Press,
2005),him. 40
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dan hal-hal lain yang berhubungan dengan murobahah,

antara lain:

(1)  Digunakan untuk barang-barang yang halal

(2) Biaya actual dari  barang yang akan
diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli

(3)  Ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli
dan penjual) atas harga jual yang termasuk
didalamnya harga pokok penjualan (cost of
goods sold ) dan margin keuntungan.

(4)  Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan,
pembeli r~hak untuk menghentikan
dan me fanjian.

(5) Jika ba ﬁu. 8 dijual tersebut dibeli dari
pihak %15 dengan pihak pertama
tersebu %u us mt:@ rut syariat Islam.

(6)  Murobdhuh bérguna bagi seseorang yang

50

Jsecara mendesak. Harga

membun b

Jual pada pemesanan adalah harga beli pokok

%ah disepakati

dan untuk memaga$ -hal yang tidak diinginkan

kcdual @l_pﬁ Ms mematuhi ketentuan-

NESSNESTA ™™™

(a) Bank harus mendatangkan barang yang
benar-benar memenuhi pesanan nasabah,
baik jenis, kualitas, maupun sifat-sifat yang
lain.

(b) Pemesan, apabila barang telah memenubhi
ketentuan dan pemesan menolak untuk
menebusnya, bank berhak
menuntutnya secara hukum.

untuk

*Boedi Abdullah,Metode Penelitian ekonomi Islam Muammalah ........ hlm. 138
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7) Mekanisme pembiayaan KPR dengan akad murobahah

Mekanisme pembiayaan murobahah dapat digunakan
untuk pengadaan barang, modal kerja, pembangunan rumah,
dan lain-lain.

a) Pengadaan barang transakasi ini dilakukan oleh bank
syariah dengan prinsip jual beli murobahah, scperti
pengadaan sepeda motor. kulkas, kebutuhan barang
untuk investasi untuk pabrik dan sejenisnya.

b) Modal kerja (Modal kerja Barang). Penyediaan barang

kerja dapat dilakukan dengan

persediaan uj mod:
IS A

prinsip jual loell 171141‘(')\/'}:;1? . Akan tetapi, transaksi ini
hanya berla 1- puti$, bukan satu akad dengan
pembelian ilang-ulang Sebenarnya
penyediaan drja tﬂ%mpa uang tidak terlalu tepat
menggunakdm aka uoh—tmah Transakasi pembiayaan

J I ¢ arang atau uang lebih tepat
menggunakan/bprmsm murdharabah (bagi hasil) atau

c) mﬁ§M§enovasi rumah).
Barang-bal@.lLaIAdMualbelikan adalah segala
bentuk barang yang dibutuhkan untuk renovasi rumabh,
sepelNM&lAkayu dan lain lain.
Transaksi pembiayaan ini hanya berlaku sekali putus,
tidak satu akad dilakukan berulang-ulang.’’

Pembiayaan hunian Syariah atau KPR dengan akad
murobahah yang dikembangkan dalam perbakan syariah
dimaknai sebagai kepemilikan rakyat yang mekanismenya
berdasarkan pada akad jual beli. Hubungan yang terjalin

“"Ahmad Azharuddin lathifi, Konsep dan Aplikasi Akad
Murobahah, Ahkam vol. XXI, no 2, Juli 2012. Hlm 76-77 yang
mengukip pada buku Wiroso, jual beli Murobahah, (Yogyakarta, Ull
Press, 2005) hlm.137
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anatara bank syariah dan pihak nasabah yang mengambil
produk KPR syariah adalah hubungan antara penjual dan
pembeli. Dimana bank syariah akan membelikan rumah dan
menjulanya kepada nasabah. Bank Syariah harus
memberitahukan harga perolehan atau harga asal rumah
yang dibeli dari developer kepada nasabah dan menentukan
suatu  tingkat keuntungan (profit margin) sebagai
tambahan.” Pada bank syariah tidak mengenal sistem bunga
maka jika terjadi keterlambatan pembayaran, nasabah
tidaklah dijatuhi denda yang berdasarkan suku bunga.
Namun bank telah mengantisipasi dengan adanya fatwa
DSN No. 17/DSN X7 ntang sanksi atas nasabah
yang mampu, namyi’menunda-ngnida pembayaran.

Transaksi r@u
kepada bank syarial§, an aiﬂ danya keuntungan yang
muncul dari selisih|Barga !
kepada nasabah dap_.s
Hal tersebut mem ;

bank iah, , Sel yang harus
diantlsmwmvgag}lﬁﬁ
Default atau kJMMngaja tidak membayar

e INRQNES)
Fluktuasi Ilm onfparatif-~Thi Tterjadi bila harga suatu

barang dipasar naik setelah bank membelikannya untuk
nasabah. Bank tidak bisa mengubah harga jual tersebut.

ahah sangat sederhana.

ranan administrasinya di

Penolakan nasabah. Barang yang dikirim bisa saja ditolak
oleh nasabah karena berbagai sebab. Bisa jadi karena rusak
dalam  perjalanan  sehingga nasabah tidak mau
menerimanya. Karena itu sebaiknya dilindungi dengan
asuransi. Kemungkinan lain karena nasabah merasa
spesifikasi barang tersebut berbeda dengan yang ia pesan.

**Muhammad Syafi;i Antonio, Bank Syariah Wacana Ulama &

Cendekiawan, ( Jakarta: Bank Inndonesia, 1999), him.21



Bila bank telah mendatangani kontrak pembelian dengan
penjualnya, barang tersebut akan menjadi milik bank.
Dengan demikian, bank mempunyai resiko untuk
menjualnya kepada pihak yang lain.

d) Dijual. Karena jual beli murobahah bersifat jual beli
dengan hutang. maka Kketika kontrak ditandatangani,
barang itu menjadi milik nasabah. Nasabah bebas
melakukan apapun terhadap asct miliknya tersebut,
termasuk untuk menjualnya. Jika terjadi demikian, resiko
untuk default akan besar. >

Selain  gleadig ™ thah,  akad  musyarakah
muntanagisah m lgpaka

vang merupakan ‘g_glk

tif pembiayaan perumahan
yang menguntungkan bagi
2 hususnya Bank muammalat.
Di Indonesia, ma t%itas erbankan syariah didominasi

oleh akad muro akad yang sesuai syariah,

murobahah juga %M@han untuk diterapkan dalam

bank syariah. Munculnya akad musyarakah mutanagisah

dihara@rN:iWrEjR S\I/Efﬂﬁgg(ad murobahah.

Akad musyarakah_mutanaqisah digunakan untuk pembiayaan
properti  term I_;A PR.  Musyarakoh

i n K
murarhftqzs[ﬁ| MO | jtu roduk pengembangan
dari produk®betbasis akad mirsy A

d. Akad Musyarakah Mutanagisah pada pembiayaan KPR

1) Pengertian Musyarakah Mutanagisah

Secara bahasa, musyarakah mutanagisah adalah
terdiri dari 2 (dua) kata, vaitu, musyarakah dan mutanaqisah.
Musyarakah biasa disebut dengan syirkah yang berarti
kerjasama. Kata musyarakah berasal dari kata syaraka-
yusyriku-syarkan-syarikan-syirkatan yang berarti kerjasama.

*Muhammad Syafi’i Antonio, bank Syariah dan Teori ke Praktek,
( Jakarta Gema Insani Press, 2001), hlm. 106-107.
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Menurut Sayyid Sabiq musyarakah atau syirkah merupakan
kerjasama antara modal dan keuntungan dari dua pihak. baik
perusahaan maupun kelompok.™

Mutanagisah berasal dari kata nagasa yang berarti
berkurang;  berkurang secara  bertahap. Musyarakah
mutanaqisah adalah bentuk kerjasama antara dua pihak atau
lebih untuk kepemilikan suatu barang atau asset. Dimana
kerjasama ini akan mengurangi hak kepemilikan salah satu
pihak, sementara pihak yang lain  bertambah hak
kepemilikannya. Perpindahan kepemilikan ini melalui
mekanisme pembayaran atas hak kepemilikan yang lain.
Bentuk kerjasama ini k eRgan pengahhan hak salah
satu pihak kepada | ffihak
yang berbeda yan = di

d Uadlk'm ‘modal usaha™

oleh nasabah untu%@ﬁ@ keuntungan yang akan

dibagi bersama diantara bank dengan nasabah disertai
dengan & ng dilakukan
secara berangsur se %@%ﬁkan ﬁ(%hadap barang
tersebut semakm rang; dengan demikian
akad ini g mutanaqisah kKarena
memperhati Nw bNg Ii syirkah, yakni
penyusutan barang modal syirkah yang dimiliki oleh bank
karena dibeli oleh nasabah secara berangsur. Mutanagisah
dalam hal ini berarti penyusutan modal milik bank karena
dibayar oleh nasabah dengan cara diangsur.

Kedua, nama lainya adalah al-musyarakah al-
muntahiyyah bit tamlik. Secara bahasa, al-musyarakah al-

*Sulaiman Al-Faifi, Mukhtashar Figih Sunnah Sayvid Sabig,
jilid 2 (Solo: Aqwam, 2010) hlm. 269

*www.ekonomisyariah.org/download/artikel/musyarakahmutan
agisah_nadratuzzaman.pdf.Maret 2014
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muntahiyyah bit tamlik berarti kerja sama antara sejumlah
syarik (dalam hal ini nasabah dengan bank) dengan
menyertakan harta untuk dijadikan modal usaha. dan modal
usaha syirkah tersebut kemudian dibeli oleh nasabah secara
berangsur, sehingga sampai waktu vang dijanjikan,
kepemilikan modal bank habis (karena dibeli dengan cara
angsuran), seluruh modal usaha syirkah berakhir. Dengan
demikian, syirkah ini  dinamakan al-musyarakah  al-
muntahiyyah bit  tamlik karena memperhatikan status
kepemilikan modal usaha bersama pada waktu yang
disepakati; vaitu menjadi milik syarik secara penuh.

Ketiga, a adalah  musyarakah
muqayyadah, a musyarakah mugayyadah

(kerjasama terik4 e aO alam akad ini teldapat

uk glmbell barang modai milik

1 : v ngr rhan secara berangsur. Kedua,

prestasi tertentu (misalnya

ijarah) yang dilakukan_o nasabah karena harta yang
di_iamo SI $ menghasilkan
keuntungan. ya kegiga, kesepakatan untuk
memindahkan tgrlmﬂAM dari bank kepada nasabah
karena plﬂ pS‘IWn secaraberangsur
(musyara muqoyyadah muntahiah bit tamlik).®

Dari pengertian diatas dapat ditarik kesimpulan
bahwa  musyarakah  mutanagisah  merupakan bentuk
kerjasama antara dua pihak (Bank dan Nasabah), dalam
kepemilikan suatu barang atau aset, dimana kerjasama ini
akan mengurangi hak kepemilikan salah satu pihak
sementara pihak yang lain bertambah hak kepemilikannya
dan berakhir dengan pengalihan kepemilikan salah satu pihak

“Maulana Hasanuddin, Perkembangan Akad Musyarakah, Cet
I,(jakarta: Kencana Prenada Media, 2012), him. 64
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kepada pihak lain melalui mekanisme pembayaran secara
bertahap.

Musyarakah — mutanagisah  dapat  diaplikasikan
sebagai suatu produk pembiayaan perbankan syariah
berdasarkan prinsip syirkah ‘inan, dimana porsi modal
(hishshah) salah satu syarik (mitra) yaitu bank berkurang
disebabkan oleh pembelian atau pengalihan komersial secara
bertahap (naqlul hishsah bil ‘iwadh muianagisah) kepada
syarik (mitra) yang lain yaitu nasabah.”’

Secara fiqih, akad musyarakah muianagisah pada
dasarnya menggunakan beberapa akad gabungan (hybrid
contracts). Dengan '
dipergunakan dala
sebuah transaksi bi

/s. maka akad-akad yang
an Igkqm dapat digabung dalam
p%'r, namun penggabungan
awal, yaitu: pertama, syariah
tidak melarang pe but (terdapat dua hadits
yang melarang dua akad), kedua

penggabungan akad%ﬁﬁg‘w@i menjadi wasilah (hilah)

kepada yang dilarang (riba). Sedikitnya ada 4 (empat) akad

gabungml VE mas I ﬂpﬂkg mutanaqisah

a. Syirkah inan !muse!mnﬁ} M
b. sk INDONESIA

Perwakilan (wakalah) dalam pengelolaan penyewaan

akad-akad ini mem

d. Pembelian secara bertahap
2) Landasan Hukum Musyarakah Mutanagisah

“’Setiawan Budi Utomo (ed), Standar Produk Perbankan Syariah
Musyarakah dan Musyarakah Muntanagisah, (Jakarta: febuari 2016), him.
113

**Abdullah bin Muhammad bin Abdullah Al-Imrani, Al- uqud al
Maliyyah al Murakkabah: Dirasah Fighivyah Tafsilivvah wa Tatbigivyah,
Cet [ ( Riyad: Dar Kunuz Eshbelia li al Nasyr wa al- Tauzi,2006), hlm. 45
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Akad  musyarakah — mutanagisah  dalam  Islam
dperbolehkan, setiap manusia berhak melakukan dengan
berdasarkan pada prinsip-prinsip yang telah diatur dalam
syariat Islam. Landasan hukum musyvarakah mutanaqisah
dapat disandarkan pada dalil yang mendasari akad syirkah dan
ijarah, karena musyarakah mutanaqisah  adalah  akad
gabungan antara kedua akad tersebut. Dasar hukum akad
musyarakah mutangisah terbagi menjadi dasar hukum syariah
dan dasar hukum positif.

Dasar hukum syariah antara lain:

a. Al-Qur’an ShAM

1) Surat Shad ay

S

(E
NOAN\

.ng
,

E\ UNNERSFA

UNIVERSITAS

er|ema nya

....... sllngAMb'myukan dari orang-orang
N ﬁ dari mereka berbuat
za;] Q :M -§3 . kecuali orang yang
beriman dan beramal soleh; dan amat sedikitlah

.. 50
mereka ini.......".°

Maksud ayat diatas yaitu seolah mencela perilaku
orang-orang yang bekerjasama atau bersyarikat dalam dagang
dan menzalimi sebagian dari mitra kerja mereka, ayat ini jelas
menunjukkan bahwa syirkah pada hakekatnya diperbolehkan

*Kementian Agama Republik Indonesia, A/-4wwal Al-Qur'an 20
banris Terjemah, (Jakarta: Mikraj Khazanah [lmu, 2010)hlm. 228
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oleh risalah terdahulu dan telah dipraktekkan namun harus
sesuai dengan hukum Allah SWT.

2) Surat Al-Maidah ayat |
> JR—— 3,800 1551 gt ol @il

Yang artinya

“Hai orang vyang beriman! Penuhilah akad-akad
60

Ayat ini memberikan ketegasan kepada umat manusia
yang berkongsi dalam kebaikan unluk selalu mematuhi segala
aturan mengenai jlan) dan tidak boleh
mengingkarinya jika Mah%ellanjl gar dikemudian hari tidak

terjadi permasalahan an¢l|s in yang menghancurkan
umat manusia itu senﬂm v

UNIV
VISENOQ

ﬂlﬂ:ﬂl@l
UNIVERSITAS

3) Surah Al-B ayaiR3
u|(.,;)\u ,ujuwuo\fgc\lw\a\ldu ............

.,u,fjﬁqo NESIA: - e

© st 005 0, T2

Terjemahnya:
F e dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh
orang lain, tidak dosa bagimu apabila kamu
memberikan pembayaran menurut yang  patut.

“ Ibid,. him. 280
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Bertaqwalah kepada Allah. dan ketahuilah bahwa
Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan™®'

Ayat ini merupakan salah satu dasar hukum dari jjarah
yang menjadi bagian dari akad musyarakah mutanaqisah.
Allah telah memberikan hukum kepada manusia bahwa
memberikan pembayaran karena mcngambil manfaat dari
orang lain tidak dilarang dan tidak berdosa.

4) Surah Az-Zukhruf ayat 32

0B%5 G radad Uadyy WA sl 3 dited G I 2 ,
Yang artinya

“.... dan ka boikan sebagian mereka atas

sebagian rpa derajat, agar sebagian

mereka dapd makan sebagian yang lain. Dan

@}fﬂik dari apa yang mereka

rahmat Tuylian
kumpulkan’)’éz ‘

LN |V Eferngids TofSmemang - Allah
menjadikan seji fary um enjadi lebih tinggi beberapa
derajat dari pad § AMat yang kekurangan dapat

men gambil N@@N@S I:IA dan dengan manfaat

tersebut.

b, Hadist Rasulullah Saw
1) HR Abu Hurairah RA yang artinya

ey e Bl Lo Bl Jgme)y JU : JB e B ) 808 i o
Q&LA—‘—& o e Ol 0B el WhasT g Ll oSl 06l S Ju}

‘.._{b‘-l ) ,JJD f.l 9'})

6l

Kementian Agama Republik Indonesia, A/~Dhwwal Al-Qur'an 20
banris Terjemah, (Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010)hIm. 19
“Ibid,. Hlm. 243
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Yang artinya

“Allah SWT bertirman: “Aku adalah pihak ketiga dari
dua orang yang bersyarikat selama salah satu pihak
tidak menghianati pihak yang lain. Jika salah satu
pithak telah berkhianat, Aku keluar dari mereka™ (HR
Abu Daud, yang dishahihkan oelh al-Hakim, dari Abu
Hurairah)*

2) HR Tirmidzi dan Amr bin Auf

o Ogabidiy L Al o W3 g b V] Gkl (Sl bl

ISLAM«;B Gl gl W= g o Y gy,
A
Yang artinya:
“Perdamaian a kuk& diantara kaum muslimin
kecuali perdg mengharamkan yang halal

atau menghal@%ﬁM@#m dan kaum muslimin

terikat dengan syarat-syarat mercka kecuali syarat

TP EER BT Grershn

Wahbah All-ﬁ!m? %Man bahwa musyarakah
mutanaqisah W@NE&‘Aena sebagaimana

ijarah muntahiyyah bi al-tamlik, yaitu berdasarkan pada janji
dari bank kepada mitra (nasabah) nya bahwa bank akan
menjual kepada mitra porsi kepemilikannya dalam syirkah
apabila mitra telah membayar kepada bank sejumlah harga
porsi yang dimiliki bank tersebut. Disaat berlangsungnya akad
musyarakah mutanagisah tersebut dipandang sebagai syirkah

“Al-hafizd Ibnu Hajar Al-Asqalani, Bulughul Al-Maram Min
Adillat Al-Ahkam (Surabaya: DArul Fikri, 1989) him. 185

* Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Fatwa
Dewan Syariah Nasional tentang Musyarakah Mutanagisah, No. 73/DSN-
MUI/X1/2008, him. 2
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inan. karena kedua belah pihak menyerahkan kontribusi
modal, dan bank mendelegasikan kepada nasabah untuk
mengelola kegiatan usaha. Setelah selesai svirkah. bank
kemudian menjual seluruh atau sebagian porsinya kepada
mitra, dengan ketentuan akad penjualan ini dilakukan secara
terpisah dan tidak terkait dengan akad syirkah.”’

Ibnu Qudamah menyebutkan bahwa
opt e ity Yl w4508 Ruam (aSA A (gl

Yang Artinya:

“Apabila dua yang bermitra (syarik)
membeli hishah) dari mitra lainnya,
maka hu karena (sebenarnya) ia
membeli e

Rukun Akad Musy@@}%ﬂ‘@‘qimh

R n »q iyarekah  mutanagqisah

harus Mﬁ:ﬂfﬁ ukmgiztp\g
a. Pihak yan!$elﬁra@\M dan nasabah keduanya
meruw @NE@F iodal (shehibul maal)

dan pemilik properti yang akan disewakan (mu jir)
sedangkan nasabah selain sebagai pemilik modal juga bisa

sebagai penyewa properti bersama tersebut (musta jir)

b. Modal; masing-masing pihak bank dan nasabah
menyertakan modal dengan tujuan untuk membeli suatu
properti tertentu yang akan disewakan kepada nasabah
(atau pihak lain). Yang dimaksud modal dalam
pembiayaan musyarakah mutanaqisah dapat berupa uvang
tunai, surat berharga, logam mulia, aset perdagangan

% Wahbah Zuhaily, A/-Malivah Al-Muashirah......... hlm. 436-437

% Ibnu Qudamah, A/-Mughni juz 5, (Beirut: Dar Al-Fikr) him.173
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seperti  barang-barang persediaan, properti dan aset
berharga lainnya.

Objek akad; objek akad berupa aset properti yang akan
dimiliki ~ bersama, disewakan dan  imenghasilkan
keuntungan bagi para pihak

. ljab qobul; pernyataan penawaran (ijab) dan penerimaan
(gobul) yang dinyatakan oleh para pihak terkait untuk
menunjukan kehendak masing-masing dalam mengadakan
perjanjian (akad)

Nishah bagi hasil; pembagian porsi keuntungan yang akan
diperoleh para pihak dalam bentuk prosentase bukan

iayaan dengan  akad
pihak BUS/UUS/BPRS
5 dituangkan  secara

Pengikatan  pe
musyarakah mul
dan  pihak

tertulis.Mekanist

digambarkan: P
SEDE

UNIVERSITAS
—ISLAM

bah  mutanaqisah  dapat

BANK —ﬁlND—Orq&[A . NASAE;?H

Akad Musyarakah Mutanagisah @

Developer

Gambar 1.3 mekanisme musyarakah mutanaqisah

Tahapan dari skema yang digambarkan diatas adalah
sebagai berikut:



53

1) Nasabah melakukan identifikasi serta memilih
rumah yang diinginkan

2) Nasabah dan bank bersama-sama melakukan
kerjasama kemitraan kepemilikan rumah, sehingga
bank dan nasabah sama-sama memiliki rumah
sesuai dengan porsi modal yang dikeluarkan

3) Nasabah melakukan pembayaran kepada bank atas
kepemilikan kios yang masih dimiliki oleh bank
(angsuran pembiayaan)

4) Nasabah pun melakukan pembayaran sewa per
oulan ke bank sesuai kesepakatan kedua belah

sebut, terdapat dua kontrak
perjanjian yang |Far kukan agar akad musyvarakah
rjala@. Perjanjian pertama adalah
perjanjian kemit Bank dengan nasabah, untuk

bersama-sama mdﬁj’ﬂlﬂ}umah dan secara bertahap,

nasabah akan membayarkan sejumlah dana yang disepakati

E;l:ll(k @N'WEmrﬂlmﬂhgng dimiliki oleh

Perjanjian yang keM&dalah perjanjian  sewa
menyewa IN@@NE &Ailik perkongsian bisa
disewakan kepada siapapun, termasuk kepada anggota
perkongsian itu sendiri dalam hal ini adalah nasabah
membayar biaya sewa setiap bulannya kepada pemilik rumah.
Dikarenakan pemilik rumah disini adalah bank dan nasabah,
maka wuvang sewa tersebut harus dibagi sesuai dengan
kesepakatan, dan aktivitas ini dilakukan sampai nasabah
memiliki porsi kepemilikan sebesar 100%.

Pada akad musyarakah mutanagisah terdapat unsur
(syirkah) dan (ijarah). Syirkah dilakukan dalam hal penyertaan
modal atau dana dan kerjasama kepemilikan, sementara ijarah
merupakan bentuk keuntungan (fee) bagi bank atas



54

kepemilikan aset tersebut. Pembayaran sewa merupakan
bentuk kompensasi kepemilikan dan kompensasi jasa bank
svariah.

Objek musyarakah mutanaqisah harus disepakati dan
dituangkan secara jelas, baik kuantitas maupun Kkualitas
(ma’luman mawshufan mundhabithan munafivan lil jahalah)
yang mencangkup yaitu:

) Jangka  waktu  penyerahan  objek  pembiayaan
musyarakah mutanagisah harus ditentukan dengan jelas
2) Kualitas dan kuantitas ditetapkan dan disepakati secara

jelas

3) Ketersediaan obyg j Edengan jelas paling tidak
yaitu sebagian ﬁe k Otusyarakah mutanagisah
dalam bentuk ikysudah ada pada saat akad
dilakukan, il rahan  keseluruhannya
dilakukan pa‘ - akan datang sesuai
kesepakatan.®’

4) Tahapan provembﬁ
Haam Eeﬁsanaan ‘I!:\yaan setidaknya ada

8 tahapan ya asabah. Diantaranya:

4 Pfedfia) febrlim S|A

b) Verifikasi dokumen calon nasabah

¢) Persetujuan pengajuan pembiayaan

d) Pengikatan pembiayaan dan pengikatan jaminan

¢) Pembayaran biaya-biaya sebelum pencairan

f) Setting fasilitas  pembiayaan = musyarakah
mutanagqisah

¢) Pembayaran bagi hasil

h) Pelunasan pembiayaan

“"Tim, Standar Produk Perbankan Syariah Musvarakah dan
Musyarakah Mutanagisah..... hlm.12
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3. Tinjauan Fatwa DSN-MUI tentang Murobahah dan

Musyarakah Mutanaqisah

Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang memiliki
kewenangan dalam bidang keagamaan yang berhubungan dengan
kepentingan umat Islam Indonesia membentuk suatu dewan yang
berskala nasional. Lembaga ini dikenal dengan nama Dewan
Syariah Nasional (DSN) yang didirikan oleh Majelis Ulama
Indonesia (MUI) yang berdiri pada tanggal 10 febuari 1999 sesuai
dengan surat keputusan (SK) MUI No. Kep-754/MUI/11/1999.

Dengan lebih dari 109 fatwa, lembaga DSN-MUI

bertugas untuk mengdii, anengkaji\dan merumuskan nilai dan

puekonomlan Lt,mb§a oo yarlah (LKS) bam lembaga
keuangan  bank bank. Menurut PBI
No.6/24/PB1/204, yahg : pasal 1 angka 9 disebutkan

2 whe Hd] a Qa4 h
bahwa DSN adalah Dey ﬁﬁg&vﬂ&fﬂbentuk oleh Majelis Ulama

Indonesia yang bertugas dan memiliki wewenang untuk

memabtlkUNtMERSjm‘"ﬂ@n dan aktivitas

usaha bank dengan fgl_yjziM

Anggotanya terdiri dari ar dan praktisi ekonomi.
Dalam pené,le Nﬁg gan Bank Indonesia
dalam bentuk pembagian pengawasan yang berbeda. Kegiatan
sehari-hari Dewan Syariah Nasional dijalankan oleh Badan
Pelaksana Harian (BPH) dengan seorang ketua dan sekertaris

serta beberapa anggota. &

"SSyukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia, Cet 1 (
Yogyakarta: Fajar Media Press, 2012) him.269

“Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah dari Teori ke
Praktek, Cet 1 (Jakarta: Gema Insani, 2001) hlm. 235
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a.
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Berdasarkan keputusan DSN No 01 tahun 2000 tentang
70
Menumbuhkembangkan —penerapan nilai-nilai  syariah
dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan
keuangan pada khususnya.

Mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan.
Mengeluarkan fatwa atas produk dan jasa keuangan
syariah.

Mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan.

/  ISLAM

%) -
g 5

Adapun wewen 1% %yariah Nasional (DSN)
adalah seperti berikut: % "
=) >

a.

Mengeluarkan Mﬂwﬂ engikat DPS disetiap
[Lembaga Keuang,an yar 1alﬁgg!‘l dan menjadi dasar
RSP

Meng A%’ldasan bagi

ketentuan atau F@L m Mkelumkan oleh instansi
yang berwenang seperti kementrian keuangan dan Bank
indonesia] ND ONE. S| A

Memberikan rekomendasi dan atau menarik semua
rekomendasi nama-nama yang akan menjabat di DPS pada
suatu LKS

Mengundang para pakar untuk menerangkan segala
sesuatu masalah yang diperlukan dalam pembahasan
ckonomi syariah, termasuk otoritas moneter atau lembaga
keuangan dalam dan luar negeri

Syukri Iska, Sistem Perbankan Svariah di Indonesia........ him.

271-272
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Memberikan peringatan kepada LKS untuk menghentikan
penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh
DSN

f. Mengusulkan kepada pejabat yang berwenang untuk

(¢}

mengambil tindakan sekiranya peringatan diabaikan

Dalam mengeluarkan fatwanya, Dewan Syariah
Nasional harus berdasarkan Al-Qur’an, sunnah, kaedah-
kaedah hukum Islam dan pendapat Imam madzhab serta
ulama-ulama terdahulu.”’ Fatwa MUI merupakan bentuk dari
fatwa kolektif (4/-fatwa al-ijma’) yang dihasilkan oleh ijtihad

sekelompok orang tlhﬁLzﬁM papitia yang sengaja dibentuk.

Pada dasarnya fﬁ/a i dihasilkan melalui suatu
diskusi dalam le {ahg terdiri atas para personal
vang memiliki mngjgi dalam bldang ﬂqlh

sebagai penunjang-dataf
gal penunj 58
oleh seseorang yangtaka

UNIMEIIR&ITFA&W —
hukum dengan dan,bebas ,dari pengaruh dan tekanan
politik, sosial SL@A anut oleh bangsa.”” Fatwa
sangat p m ﬁi n keberadaan fatwa
membolellan pelaksanaan um- ‘mkum syara’ ditegakkan

berlandaskan kaidah-kaidah syari’ah. Fatwa memainkan

peranan yang sangat penting dalam perkembangan UU islam
atau hukum syara’. Dengan kedudukan itu, institusi fatwa
diberikan perhatian yang utama oleh dunia islam.

Fungsi utama Dewan Syariah Nasional adalah
mengawasi produk-produk lembaga keuangan syariah agar

Istam

o Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia.................. hlm. 273

“Rohadi  Abdul Fatah, Analisis Fatwa Keagamaan; dalam Figih
...him. 140
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sesuai dengan syariat Islam. Dewan ini bukan hanya
mengawasi bank syariah, tetapi juga lembaga-lembaga lain
seperti asuransi, reksadana, modal ventura, dan sebagainya.
Untuk keperluan pengawasan tersebut, Dewan Syariah
Nasional membuat garis panduan produk syariah yang diambil
dari sumber-sumber hukum islam. Garis panduan ini menjadi
dasar pengawasan bagi Dewan Pengawas Syariah pada
lembaga-lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar
pengembangan produk-produknya.

Fungsi lain dari Dt?de Syariah Nasional adalah
meneliti  dan  me produk-produk  yang
dikembangkan oleh i’lvemba 2a kejgngan  syariah.  Produk-

produk baru tersebut h ' ikEh oleh menejemen setelah
direkomendasikan engawas Syariah pada
lembaga yang bers il Sem\ n itu, Dewan Syariah
Nasional bertugas m¢ rek®mendasi para ulama yang

akan ditugaskan sebag&rl%ﬁﬁj@ﬂnah Nasional pada suatu

lembaga keuangan syariah.

EMHLMA@ Bﬂ§ T pe dalam upaya
pengembangan lemb& E)ml Mperbankan syariah yang

dikeluarkan atas pertimbangan Bada Pelaksana Harian (BPH)
yang membn N b&l om1 perbankan.
Dengan adanya pertimbangan para ahh tersebut, maka fatwa
yang dikeluarkan DSN-MUI memiliki kewenangan dar-
kekuatan ilmiah bagi kegiatan usaha ekonomi syariah. Karena
itu agar fatwa memilki kekuatan mengikat, sebelumnya perlu
diadopsi dan disahkan secara formal kedalam bentuk peraturan
perundang-undangan.” Karena apabila ada DPS atau bank
syariah yang bermasalah, lembaga ini hanya bisa melakukan
himbauan moral saja. Beda halnya di Malaysia, DSN
mempunyai kekuatan untuk memberikan sanksi terhadap

B Ibid.



d.

59

sebuah bank syariah karena kedudukannya berada di bank
negara Malaysia dan bersatu dengan Islamic Banking
Division.”’

Dewan Syariah Nasional sebagai lembaga tertinggi
yang mengayomi dan mengawasi operasional kesyariahan
lembaga keuangan syariah di Indonesia sangat diperlukan
untuk menghindari adanya penyimpangan dengan ketentuan
yang telah ditetapkan oleh syariah. Fatwa yang telah ada yang
terkait langsung dengan pembiayaan KPR adalah fatwa DSN-
MUI No.04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murobahah dan fatwa
DSN-MUI  No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang pembiayaan
musyarakah inuia ﬂg)qil‘r%lhAM \

RSITA
INOANN

%

Fatwa DSN-MUI ten %)g a Mm§ pahah

Dalam Glosarmm%a Dewan Svariah Nasional

dijelaskan bahwa murobahah adalah merg)l suatu barang

dengan MNM R'&
membayarnya denglgal‘f )BEM tinggi sebagai laba.”

Cuku Q¢ Fatwa Dewan Syariah
Nasional yang crkaifan  dengan murobahah yang harus
dipedomani untuk menentukan keabsahan akad murobahah.
Ketentuan murobahah dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional
nomor 04/DSN-MUI/IV/2000 tentang murobahah ada sekitar 7
macam fatwa yang dapat dikelompokkan kepada dua bagian yaitu
fatwa yang berkaitan dengan pedoman umum murobahah dalam
bank syariah dan ketentuan murobahah kepada nasabah. Selain
itu juga terdapat fatwa lain yang mengakaji tentang murobahah
yaitu fatwa DSN-MUI No. 16/DSN-MUI/IX/2000 tentang diskon
dalam murobahah, fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000

eli dan pembeli

"*Syukri Iska, Sistem Perbankan Syariah di Indonesia....hlm. 278
"Ibid, -hlm. 162
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tentang uang muka dalam murobahah, fatwa DSN-MUI No.
23/DSN-MUVIX/2002  tentang potongan pelunasan dalam
murobahah, fatwa DSN-MUI No. 47/DSN-MUI/II/2005 tentang
penyelesaian Piutang murobahah bagi nasabah tidak mampu
membayar, dan fatwa DSN-MUI No. 48/DSN-MUI/II/2005
tentang penjadwalan kembali tagihan murobahah, fatwa DSN-
MUI No.49/DSN-MUI/II/2005 tentang konversi murobahah.
Dalam penelitian ini akan dibahas yang berkaitan dengan
pedoman penerapan prinsip syariah pada akad murobahah.”
Fatwa yang berkaitan dengan murobahah khususnya
fatwa tentang pedoman umum penerapan prinsip syariah dan
pelaksanaannya akan dirg adtapyfatwa tentang murobahah

fatwa rujukan bagi
murobahah. Dalam isi [z A\ terdapat empat bagian dalam

sistematika penerapan @%ﬁ@gﬁt bagian tersebut adalah

pertimbangan, Iandasan hukum, pendapat ulama dan isi fatwanya.

Bent k E\RiSr'M)s MUI tentang

pedoman umum murobaha yaitu:

a) Kententuan Umum MAaM%ank Syarlah:
(1) Bank MME&A akad murobahah

yang bebas riba

(2) Barang yang diperjualbelikan tidak diharanzkan oleh
syari’ah islam

(3)  Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian
barang yang telah disepakati kualifikasinya.

"Sutan Remy Sjahdeini, Perbankan Syariah Produk-produk dan
Aspek-aspek hukumnya, ............ HIm. 195
Fatwa Dewan Sayriah Nasional MUI No: 04/DSN-
MUI/IV/2000
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Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas
nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan
bebas riba.

Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan
dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan
secara hutang.

Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah
(pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus
keuntungannya. Dalam kaitan ini  bank harus
memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada
nasabah berikut biaya yang diperlukan. '
Nasabah mag

tersebut p ktu tertentu yang telah

disepakati.

Untuk me 2 rjaé ya penyalahgunaan atau
kerusakan akad tefsebut, gl ak bank dapat mengadakan
perjanjian khu ! T asabah

Jika bank . akilkan kepada nasabah untuk

beli _baran ri _pihak ketiga, akad jual beli
HN‘L héﬁllngCTAe barang secara
T ARA

b) Ketentuan I‘N@@NES:‘]’A

()

(2)

(3)

Nasabah mengajukan permohonan dan petjanjian
pembelian suatu baramg atau aset kepada bank.

Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus
membeli terlebih dahulu aset yang dipesannya secara
sah dengan pedagang.

Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada
nasabah dan nasabah harus menerima (membeli)nya
sesuai dengan perjanjian yang telah disepakatinya,
karena secara hukum perjanjian tersebut mengikat;
kemudian kedua belah pihak harus membuat kontrak

jual beli.
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(6)

(7)

¢) Jaminan dal

(h

2)
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Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah
untuk membayar uvang muka saat menandatangani
kesepakatan awal pemesanan.

Jika nasabah kemudian menolak membeli barang
tersebut, biaya riil bank harus dibayar dari uang muka
tersebut.

Jika nilai vang muka kurang dari kerugian yang harus
ditanggung oleh bank, bank dapat meminta kembali sisa
kerugiannya kepada nasabah.

Jika uang muka memakai kontrak ‘urbun’ sebagai
alternative dari uang muka, maka:

i. Jika nasab untuk membeli barang
tersebut, idting n% 1yar sisa harga.

.. - (n . . .

1. Jika naslﬁh ........ embeli, uang muka menjadi

milik b ak ki I [sebesar  kerugian yang
ditanggun® olgl l k &kjbat pembatalan tersebut;
dan jika Mmak mencukupi, nasabah

wajib melunasi kekurangannya.

UNIVERSITAS

Jaminan dalam murobahah dibolehkan, agar nasabah

serius dl:MD@lNE S A

Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan
jaminan yang dapat dipegang.

d) Hutang dalam murobahah:

(D

Secara prinsip, penyelesaian hhutang nasabah dalam
transaksi murobahah tidak ada kaitannya dengan
transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak
ketiga atas barang tersebut. Jika nasabah menjual
kembali barang tersebut dengan keuntungan atau
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kerugian, ia tetap berkewajiban untuk menyelesaikan
hhutangnya kepada bank.

Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa
angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi
seluruh angsurannya.

Jika penjualan barang tersebut menyebabkan kerugian,
nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai
kesepakatan awal atau ia tidak boleh memperlambat
pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu
diperhitungkan.

¢) Penundaan Pembayardn dalam murofahah:

()

(2)

7

Nasabah yang 'q,\}t 8 mampuan tidak dibenarkan

menunda pe uﬁ gnya.

Jika nasabph shiindaéhuinda pembayaran  dengan
. .. > . . .
sengaja, atau—jHef satah—sdtu pihak tidak menunaikan
kewajibann akapeayelesainnya dilakukan melalui

Badan Arbitrasi Syariah setelah tidak tercapai

kegePdd Do/t b S Tral, S

f) Bangkrut dalam Ml.l&lﬂh A M

Jika Imqmsn§!lﬁ pailit dan gagal

menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang

sampai

ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan

kesepakatan.

b. Fatwa DSN MUI tentang Musyarakah Mutanaqisah

Komisi Fatwa Dewan Syariah Nasional telah

merumuskan fatwa terkait Musyvarakah Mutanagisah, yaitu
keputusan No 01/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman
Implementasi  Musyarakah  Mutanaqisah  dalam  produk
pembiayaan yang masih ada kaitannya juga dengan fatwa No.
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73/DSN-MUI/IV/2008 tentang musyarakah mutanagisah dan
fatwa No 08/DSN-MUI/IV/2000 tentang musyarakah.

Fatwa No O0I/DSN-MUI/X/2013 tentang Pedoman
Implementasi  Musyarakah — Mutanagisah — dalam  produk
pembiayaan merupakan keputusan Dewan Syariah Nasional-
Majelis Ulama Indonesia yang memandang bahwa fatwa
DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/IV/2008 tentang musyarakah
mutanaqgisch dipahami secara beragam oleh masyarakat,
termasuk praktisi keuangan syariah dan otoritas, sehingga
dapat menimbulkan ketidakseragaman implementasi dalam
ariah. Namun kedua fatwa

ISLAM
tersebut merupakan sata kesatuan

produk keuangan dan p

g
berlaku pada mu.s;vur 1l Eafﬁ{sah. Ketentuan tersebut
m atwa tentang pembiayaan

tertuang dalam butir)‘ﬁj

" ONIVERSHTAS

1) Pernyataan jja qobﬂ erys dinyatakan oleh para
pihak untuk rLll'rl'u an*“k€htndak mereka dalam

mengadalfNWES&f) Aemperhatikan hal-

hal berikut:
a. Penawaran dan penerimaan harus secara eksplisit

menunjukkan tujuan kontrak (akad)

b. Penerimaan dari penawaran dilakukan pada saat
kontrak

c. Akad dituangkan secara tertulis, melalui
korespondensi atau dengan menggunakan cara-cara
komunikasi modern

2) Pihak-pihak yang berkontrak harus cakap hukum, dan
memperhatikan hal-hal berikut:
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Kompeten  dalam  memberikan  atau  diberikan
kekuasaan perwakilan

Setiap mitra harus menyediakan dana dan pekerjaan,
dan setiap mitra melaksanakan kerja sebagi wakil
Setiap mitra memiliki hak untuk mengatur aset
musyarakah dalam proses bisnis normal

Setiap mitra memberi wewenang kepada mitra yang
lain untuk mengelola aset dan masing-masing
dianggap telah diberi wewenang untuk melakukan
aktifitas  musyarakah  dengan  memperhatikan

kepentingan mitranya. tanpa melakukan kelalaian dan
kesalahan f@é%ﬁéaj,a\

Seorang njifra inkan untuk mencairkan atau

menginvestsiKai uk kepentingannya sendiri.
htungan dan kerugian)

Modal

harus uang tunai, emas,
ya sama. Modal dapat terdiri

dar, m barang-barang,

UNL SjﬂZA‘gmdal berbentuk
aset (g hulu dinilai dengan uang
tunai antﬁzpakatn oleh para mitra.

2) IN@;@NE!&laﬁnjam, meminjamkan,

menyumbangkan atau menghadiahkan modal
musyarakah kepada pihak lain, kecuali atas dasar
kesepakatan. Pada prinsipnya, dalam pembiayaan
musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk
menghindari terjadinya penyimpangan, LKS dapat
meminta jaminan.

b. Kerja

1) Partisipasi para mitra dalam pekerjaan merupakan
dasar pelaksanaan musyarakah; akan tetapi,
kesamaan porsi kerja bukanlah merupakan syarat.
Seorang mitra boleh melaksanakan kerja lebih
banyak dari yang lainya, dan dalam hal ini ia boleh
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menuntut  bagian  keuntungan tambahan bagi
dirinya.

2) Setiap mitra  melaksanakan  kerja  dalam
musyarakah atas nama pribadi masing-masing
dalam organsasi kerja harus dijelaskan dalam
kontrak

Keuntungan

1) Keuntungan harus dikuantifikasi dengan jelas
untuk menghindarkan perbedaan dan sengketa
pada waktu alokasi keuntungan atau penghentian
musyarakah

3)

atau presMﬁf‘ﬂan kepadanya

4) Sistem pembagian keuntungan harus tertuang

UMIVERSITAS

Kerugian

SLAM

Kerugian harus d1 1 diantara para mitra
secarJ masing-masing

dalam modal.

4) Biaya Operasional dan Persengketaan

a.

b.

Biaya operasional dibebankan pada modal bersama
Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya
atau jika terjadi perselisihan diantara para pihak. maka
penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrasi
Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui
musyarakah.
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Dalam implementasinya, fatwa DSN-MUI yang
dijadikan rujukan oleh lembaga keuangan bank (dalam hal ini
bank muammalat KC Surakarta) adalah fatwa DSN-MUI No
01/DSN-MUI/X/2013  tentang  pedoman  implementasi
musyarakah mutanaqisah dalam produk pembiayaan. Dalam
fatwa ini berisi tentang definisi produk, Kkarakteristik
musyarakah mutanagisah. tujuan produk, objek pembiayaan,
prinsip dan ketentuan, ketentuan khusus indent dan ketentuan
lain.”*

Menurut  fatwa DSN-MUI No  01/DSN-MUI/X/2013,

pembiayaan musyarcakah M%I(dﬁhmnh @}rupakan produk pembiayaan
berdasarkan prinsip mus) g‘akc aité |syirkatul “inan, yang porsi

(hishshah) modal salah ,Etu
disebabkan pengalihan ko Her
‘iwadh mutanagisah) kepada sy

(QU;nk syariah/LKS) berkurang
rgpertahap (naqlul hishshah bil
ain (nasabah).

o)
Karakteristik kh@sﬂj v @rdapat pada  musyarakah

mutanaqisah adalah sebagai berikut:””

a. ModaanNa!ME((Ra&kmﬁﬁbaga Keuangan
Syariah (LKS) jg@
0

b
hishshah. Terhadap modal usaha tersebut dilakukan tajzi atul
hishshah, HN @@NE@&’GA&] hishshah (portion)
yang terbagi menjadi unit-unit hishshah.
Modal usaha yang telah dinyatakan dalam hishshah tersebut
tidak boleh berkurang selama akad berlaku secara efektif.
Adanya wa'd (janji). Bank syariah/LKS berjanji untuk
mengalihkan seluruh hishshah nya secara komersial kepada
nasabah dengan bertahap;

harug dinyatakan dalam bentuk

"Surat keputusan Dewan Syariah Nasican] nomor 01/DSN-
MUI/X/2013 tentang pedoman implementasi musyarakah mutanaqisah
dalam produk pembiayaan.

"Ibid,. butir 2. Karakteristik musyarakah mutanagisah.
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d. Adanya pengalihan unit hishshah. Setiap penyetoran uang oleh
nasabah kepada Bank syariah/LLKS, maka nilai yang
jumlahnya sama aengan nilai unit hishshah, secara syariah
dinyatakan  sebagai  pengalithan unit  hishshah  bank
syariah/LKS secara komersial (naglul hishshah bil iwadh).
sedangkan nilai yang jumlahnya lebih dari nilai unit hishshah
tersebut, dinyatakan sebagai bagi hasil yang menjadi hak bank
syariah/LKS.

Produk musyarakah mutanagisah telah diterapkan oleh
beberapa Bank Syariah yang meliputi Bank Umum Syariah

(BUS) dan Unit U(sa.ha_slmlg (UUS) dalam rangka
menyediakan fasilitds, f)%h’lﬁm/qz

kepada nasabah baik
perorangan maupun

am rangka memperoleh
dan/atau menambah dan/atau aset (barang)
berdasarkan sistem bagi

Modal yang galah modal usaha secara
umum yang sesuai ; h Aset (barang) yang

dimaksud anatara lain ’H T ﬁ P@ terbatas pada pembiayaan
kendaran 1 satase rumah yang
selanjutmﬁﬁlgggs r(?&saupun bekas)
dan barang lamya glﬁ idh (baru maupun bekas)

dengan prinsip yang yang dijalankan adalah prinsip jual beli,

bagi hasil danlN@@«NlESIA

Selian itu, menurut fatwa DSN-MUI mengenai

kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan
berdasarkan akad musyarakah mutanagisah berlaku beberapa
persyaratan, diantaranya adalah:**

*Ibid butir 3. Tujuan pembiayaan
%' Ibid,. butir 4. Objek pembiayaan

% Ibid,. Butir 5. Prinsip dan Ketentuan
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Berlaku ketentuan hukum/prinsip syariah sebagaimana
yang diatur dalam fatwa DSN MUI No. 08/ DSN-
MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyarakah
Karakteristik sebagaimana angka 2 harus dituangkan
secara jelas dalam akad

Setelah seluruh proses pengalihan selesai, seluruh porsi
modal (hishshah) bank syariah/LKS beralih kepada
nasababh;

. Pendapatan musyarakah mutanagisah berupa bagi hasil

dapat berasal dari:
1) Margin apabila kegiatan usahanya berdasarkan

prinsip f
2) Bagi h i édiatan usahanya berdasarkan
musyar@ 1d22h irabah.
3) Ujrah b Kegtatan usahanya berdasarkan
prinsip [ie
Nisbah keunt asil) ditetapkan berdasarkan

kesepakatan pétz dan’ dapat mengikuti perubahan

proporsi kepe lhkan m

0
MN k élnTpAp&an musyarakah
mutanaqzscl$ at ﬂm pada pendapatan masa
depan E‘ﬂ'b me) kegiatan musyarakah
mumm CE (prayected income)
yang didasarkan kepada pendapatan historis (historical
income) dari kegiatan musyarakah mutanagisah atau
dasar lainya yang disepakati. Para pihak dapat

menyepakati nisbah keuntungan tanpa menggunakan
proyeksi keuntugan.

. Dalam hal kegiatan usaha musyarakah mutanagisah

menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah), maka
objek yang dibiayai dengan akad musyarakah
mutanaqisah dapat diambil manfaatnya oleh nasabah
selaku pengguna atau pihak lain yang membayar wjrah
yang disepakati. Apabila nasabah menggunakan objek
musyarakah mutanagisah, maka nasabah adalah pihak
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yang mengambil manfaat dari objek tersebut (intifa’ bil
ma juri) dan karenanya harus membayar wjrah,

. Dalam hal kegaitan usaha musyarakah mutanagisah

menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah) dan objek
ijarah yang dibiayai dalam proses pembuatan pada saat
akad (indent), maka seluruh objek harus disepakati dan
dinyatakan secara jelas, baik kualitas maupun
kuantitasnya  (ma'luman — mawshufan — mundhabithan
munafivan lil jahalah) dan perselisihan (niza’)

Dalam hal kegiatan usaha musyarakah mutanagisah
menggunakan prinsip sewa menyewa (ijarah). objek
pembiayaan mi anagisah boleh diatas
namakan nasaba

syariah/ LKS:

g atas pesetujuan bank

syariah/LKS ses|®@i | a wakKtu yang disepakati atau
dengan jangka

svariab/LKS. A7)

Khusus egi mutanagisah
yang mengglumx)gaﬂ?%m&%dimana objek
yang dibiayai masih c‘asLEoAMuatan (indent) berlaku
ketentuan sebagailﬁkué ON E s I A

a.

Objek musyarakah mutanaqisah

Yang dimaksud dengan kesediaan objek harus

disepakati dan dituangkan secara jelas, baik kuantitas maupun
kualitas (ma’'luman mawshufan mundhabithan munafivan lil
Jjahalah) sebagaimana angka 5 huruf h adalah:

1) Jangka waktu penyerahan objek pembiayan
musyarakah mutanagisah harus dituangkan secara
jelas.

2) Kuantutas dan kualitas ditetapkan dan disepakati
secara jelas
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3) Ketersediaan objek diketahui dengan jelas paling

tidak:
(a)

Sebagian  besar  objek  musyarakah
mutanagisah dalam bentuk bangunan/fisik
sudah ada pada saat akad dilakukan, tetapi
penyerahan keseluruhan objek
mmusyarakah mutanagisah dilakukan pada
masa yang akan datang sesuai kesepakatan

(b) Kepastian keberadaan objek musyarakah

Pengakuan Pendap

Dalam

multanaqisah bera

angka 5 huruf d but
tersedia seluruhnya.
pendapatan apabi

mutanagisah harus sudah jelas dan telah
menjadi  milik  developer/suplier serta

Z
erm

rah@

pendapatan  musyarakah

ebagaimana dimaksud pada

syarakah mutanaqisah belum
Syariah/LLKS dapat mengakui
la tanah dan infrastruktur telah tersedia.

sebagleMgERdsi(ﬂ‘Aﬁ akad dan bebas
sengketa. ISLAM
terkait: lNﬁﬁNE*g'Kﬂ dalam fatwa yaitu

a. Denda dan Ga
1) Bank
menge

nti Rugi
syariah/LKS  diperkenankan  untuk
nakan sanksi kepada nasabah mampu yang

menunda-nunda pembayaran angsuran. Sanksi
dapat berupa:
(a) Denda keterlambatan (fa’zir) yang akan

diakui sebagai dana kebajikan

(b) Ganti kerugian (ta'widh), yang terdiri atas

biaya penagihan dan biaya eksekusi barang
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2) Biaya kedua keterlambatan dan ganti kerugian
yang berupa biaya penagihan akan dikenakan
sejumlah dana atau presentase yang dihitung
berdasarkan biaya historis nyata (real historical
cost) dengan mengacu kepada subtansi fatwa DSN
No 43/DSN-MUI/VIII/2004 tentanng ganti rugi
(ta’'widh).

Pelunasan dipeicepat

1) Dalam hal terjadi percepatan pengalihan hishshah,
maka menjadi kewajiban nasabah adalah sisa total
kewajiban  musyarakah  mutanagisah  yang
meliputi:
(a) Sisa hfhs bank kyariah/LKS (outsanding

pokol
(b) Sisa pfp

nasab% S

akad |2

2) Bank %MMJ@ h melakukan discount

(tanazulul  hagq) dalam hal terjadi kondisi

Penyelesalan Le}mbla Iaﬂermasa[aﬁ

1) Pembia apat diselesaikan oleh
p f mufakat dengan
ch ﬁiﬁﬁg Sj/lé\ (rescheduling),

penambahan syarat baru (recondotioning), maupun

afAg belum diselesaikan oleh
saimana  diperjanjikan  dalam

penggunaan struktur baru (restructuring)

2) Bank syariah/LKS dapat melakukan penyelesaian
(seftlement) pembiayaan musyarakah muatangisah
bagi nasabah yang tidak menyelesaikan atau
melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu
yang telah disepakati, dengan ketentuan:

1) Aset musyarakah mutanagisah atau jaminan
lainnya dijual oleh nasabah melalui bank
syariah/LLKS dengan harga yang disepakati
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2) Nasabah melunasi sisa kewajibannya kepada
Bank Syariah/LKS dari hasil penjualan

3) Apabila hasil penjualan melebihi sisa utang.
maka Bank Syariah/LKS mengembalikan
sisnya kepada nasabah

4) Apabila hasil penjualan lebih kecil dari sisa
hutang maka sisa hutang tetap menjadi hutang
nasabah

5) Apabila nasabah tidak mampu membayar sisa
hutangnya, maka bank syariah/LKS dapat

membebaskannya berdasarkan kebijakan bank
SyfpjahAes )
g

VISINOAN\

UNIVERSIT,

SRS

UNIVERSITAS
ISLLAM
INDONESIA
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METODE PENELITIAN

A. Metode Penelitian
I. Jenis penelitian dan Pendekatan

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field
research) yaitu penelitian yang data dan informasinya diperoleh
dari kegiatan di wilay kerja_penelitian.! Metode yang
digunakan dalam penelj jan' Thi”{fhlah) metode kualitatif, yaitu
jenis penelitian yang te nn;zy tidak diperoleh melalui

atau sebagaimana adany%@%ﬂ o) dengan tidak merubah
dalam bentuk simbol-sim 40 bifangan.” Lexi J. Moleong
menyatakan QMWE% Szlu.ﬂluf sepagai prosedur
penelitian yang olMsi k¥i pa kata-kata
tertulis atau lisan dari %Io_rranma» B*i]aku yang diamiati.?

<ri ersl

Penelitian in at analitik evaluatif. Penelitian ini
cenderung I)N@@NEI&IMra perencanaan
(konsep) dengan pelaksanaan kegiatan. Dengan kata lain
penelitian dalam rangka pengawasan kegiatan, dimana
peneliti hendak mencocokan keadaan perencanaan dengan

'Supardi, Metodologi Penelitian Ekonomi Dan Bisnis
(Yogyakarta: Ull Press, 20005) hlm. 34

‘Boedi Abdullah, Merode Penelitian Ekonomi Islam
Muammalah............ hlm. 49

"Leksi j. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif. (Bandung:
PT Remaja Rosdakarya, 2001) him. 3

74
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pelaksanaan.  Pertanyaannya  adalah  apakah  ada
penyimpangan antara perencanaan dengan pelaksanaannya,
seberapa penyimpangan yang terjadi sehingga ditemukan
solusinya.*

Sedangkan pendekatan yang digunakan dalam
penelitian  ini  adalah  pendekatan  normatif  dan
fenomenologis.  Fenomenologis  merupakan  kebenaran
sesuatu itu dapat diperoleh dengan cara menangkap
fenomena atau gejala yang memancar dari objek yang diteliti.
Dengan demikian peneliti berusaha untuk memahami arti
peristiwa dan kaitan-kaitannya terhadap orang biasa dalam
situasi  tertentu, V)ydfetpAMng's akan menggambarkan

bagaimana prosdsl pe an% embiayaan KPR dengan
menggunakan ak 1@} { afp pada pembiayaan KPR dan
musyarakah mutg#aqr ac% produk pembiayaan KPR

kongsi di bank §/Iua alat; cp Surakarta. Sedangkan
pendekatan yang Jgg,u ? @ memecahkan masalah dan
menarik keqlmpulazrv ﬁé itian ini adalah pendekatan

normatlf Yaltu ende unakan  untuk

meng &é$k+&§urobahah dan

musyarakah isa ipdengan fatwa DSN-MUI

No.04/DSN- MljggﬁﬂAM murobahah dan fatwa

DSN-MU'W E@Iﬁentang pembiayaan
utanaqisah

musyarakah m
Tempat dan lokasi penelitian

Tempat dan lokasi penelitian yang diambil oleh
peneliti adalah  bank muammalat KC Surakarta. Adapun
alasan penulis memilih lokasi tersebut karena Bank
muammalat KC Surakarta merupakan satu-satunya bank
yang murni beroprasi dengan sistem syariah yang bersaing
dengan bank-bank konvensional di kota Surakarta.

*Supardi. Metodologi Penelitian Ekonomi, ... ,hlm. 26
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Informan penelitian

Informan dalam penclitian ini, terdapat dua macam
informan yaitu informan primer dan informan sekunder.
Informan kunci (primer) merupakan para nasabah yang
mengambil pembiayaan KPR dengan akad murobahah dan
musyarakah mutanagisah pada bank muammlat ke Surakarta.
Dan kedua informan pendukung adalah para karyawan
pembiayaan KPR di bank muammalat Surakarta.
Teknik penentuan informan

Karena informan bersifat homogen maka teknik yang
diambil dalam menentukan informan adalah dengan

menggunakan tekni Mgy sampling yaitu suatu

purposive samplmg,.z
pengambilan sampg St dé? dengan pertimbangan

tertentu. Yaitu oran&%ﬁﬁw@# nasabah yang dianggap

paling tahu tentang apa yang dlharapkan 3 Informan dibagi

menjadi WﬁR% lwawancaral
kedua informan akan diminta eterangan sesuai dengan

masalah yang d]tCl‘&l‘]ﬂlAlM‘lan akan diberhentikan
apabila info dﬁg iih\cukup dan tidak
diperlukan in Nmb §

Teknik pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data dalam -penelitian ini
adalah, peneliti menggunakan beberapa metode yaitu:

*Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, ( Bandung: Alfabeta,
2011) him. 303
“Jonathan  Sarwono, Metode Penelitian Kuantitatif ~ dan

kualitataif, cet. | (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006) him. 206
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a. Wawancara
Menurut Esterberg, dalam buku yang ditulis olch
Sugiono, wawancara merupakan pertemuan dua orang
untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab.
sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu
topik.” la juga mengemukakan beberapa macam
wawancara, yaitu Wwawancara terstruktur.
semiterstruktur, dan tidak terstruktur. Dalam penelitian
ini peneliti menggunakan wawancara semi struktur.
Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk
menemukan permasalahan secara terbuka, dimana pihak
yang diajak (yya\wancdrh diminta pendapat, dan ide-
idenya. Pencliff la n@ akukan tanya jawab dengan
nara sumber? &1@ kepada manajer ataupun
karyawan B ﬂ( I aét KC Surakarta dan kepada
_. dan tersebut.

b. Dokumentasn
Doku m}ﬁ%[n catatan peristiwa yang
su iw %Tmﬁuhsan gambar,
u ang. Metode ini

dlgunakan ai p dari penggunaan metode
observasi d!n waWancar am penelitian ini. Dokumen
dipcr*N@@NErsqkﬂalk berupa gambar
maupun tulisan.
Keabsahan data
Pengecekan keabsahan data yang diterapkan dalam
penelitian agar data yang diperoleh terjamin keabsahan data,
yaitu dengan menggunakan teknik tri-ngulasi. Teknik tri-
ngulasi yaitu teknik pemeriksaan keabsahan data yang

memanfaatkan sesuatu yang lain, dilvar data itu untuk

'Sugiono. Merode Penelitian Kombinasi, (bandung: Alfabeta,
2011) him. 317
*Ibid,. Him. 329
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keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap
data itu.

Denzin dan Moleong membedakan empat macam  tri-
ngulasi diantaranya dengan memanfaatkan penggunaan
sumber, metode, penyidik dan teori.

Tri-angulasi dengan sumber, berarti membandingkan
dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi
vang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda dalam
metode kualitatif.

Tri-angulasi dengan metode; terdapat dua strategi, yaitu:

a. Pengeceka at k eicayaan periemuan hasil

Tri-angulsi |Z L alah dengan  jalan

2 >
memanfaatkan penelttta
pengecekan  kembalil at)  kepercayaan  data.
Memanfaatkan pengamat ]amé membantu mengurangi

kemencc@NﬁllM&Rw TA& dengan cara
lain ialah dengan ndingkan pgkerjaan seorang analisis
dengan analisis la;]:SLAM

Tri—am | dapat diperiksa
derajat kepercayaannya dengan sa u atau iebih teori dan

dinamakan penjelasan banding (rival explanation).”
Proses tringulasi  yang dilakukan oleh peneliti
diantaranya:
a. Peneliti akan menggunakan wawancara mendalam

b. Untuk memperoleh data yang valid, peneliti akan
melakukan chek and rechek dengan berdasarkan pada
system snow-ball atau sistem domino.

9T\/‘Ioleonlg, Metode Penelitian Kualitatif. (Jakarta: PT raja
Grafindo Persada, 2001), hlm.173
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c. Pada akhir penelitian setelah peneliti menuliskan
laporan dan menyimpulkan, peneliti akan meminta
informan untuk mengevaluasi hasil kesimpulan.
Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa jauh
data yang diperoleh sesuai dengan apa yang diberikan
oleh pemberi data."’

Demi keakuratan data, dalam mengambil kesimpulan
dalam penelitian ini peneliti tidak hanya berpacu pada pernyataan
yang dikemukakan cleh bagian manager finansial dan bagian
hack office staff ketika wawancara, namun peneliti melaukan
chek and rechek dengafi nasahah pengguna pembiayaan tersebut

dan juga melihat reﬁ’ta d pen/zl tan-penelitian sebelumnya
sebagai bahan pendukun &vt‘ganalisa.
7. Teknik analisis datg

Metode 37ali ata Undalah rangkaian kegiatan

penelaahan, pengelompe ematisasi, penafsiran, dan
verifikasi data aga;@b%ﬁﬂjwkena memiliki nilai sosial,

akademis dan ilmiah."" Analisis data dalam penelitian ini

dllakuU MMER gtlaTAg berupa angka-
angka statistik)'” érises Sna isis, data pada penelitian ini
dimulai dengan data yang tersedia dari
berbagai m apcara, observasi dan
pengamatm Q $r catatan lapangan,
dokumen resmi. Setelah data diperoleh kemudian data
tersebut dianalisis dengan fatwa DSN MUI No.04/DSN-

MUI/IV/2000 tentang murobahah dan fatwa DSN-MUI
No.01/DSN-MUI/X/2013 tentang pembiayaan musyarakah

“Sugiono,Memahami Penelitian Kualitatif (Bandung: Aflabeta, 2008)
him. 129
""Ahmad Tanzeh, Metodologi Penelitian Praktis,Cet 1(Yogyakarta:
Teras, 2011)hlm. 96
“Rianto Adi, Metodologi penelitian Sosial dan Hukum, (Jakarta:
Penerbit Granit, 2004) him.128
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mutanagisah — dan  teori-teori yang berkaitan dengan
permasalahan yang ada.

Dalam penelitian ini, terdapat keterbatasan penelitian
vaitu peneliti tidak dapat mengakses data yang berhubungan
dengan data nasabah, hal tersebut dikarenakan data nasabah
merupakan dokumen bank yang tidak bisa dipublikasikan
untuk  umum  begitu  pula dengan data-data terkait
pembiayaan.
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Umum Bank Muammalat Indonesia Cabang
Surakarta )
1. Sejarah Berdirinya Bank Muammalat Indonesia

Pendirian Bag palat  Indonesia, merupakan

Lo ISA_
prakarsa Majelis Uldia Indonesia; (MUI). yang muncul dalam
lokakarya Bunga ba )
Cisarua Bogor. Ide % o gas-kembali dalam musyawarah
Nasional IV MUI di |Botel id ﬁ a, Jakarta pada tanggal 22-
25 Agustus 1990.
dukungan pengusahﬁﬁmw@ndekiawan mushn‘1‘ yang
namanya tergabung dalam 27 Pemegang Saham Pendiri, juga

diperoletgi!:[WS%m'il tlm ya dibentuk Tim
Pendanaarf; I'im Hukum™dan A §@ an Dasat.

Bank Mﬁan!w%!‘f‘ﬁ’&}) kan"Bank Syariah Pertama di
Indonesia ya‘N@@lN EsSieAnkan secara syariah.

Bank Muammalat didirikan berdasarkan Akta Pendirian No 01
tanggal 1 November 1991 atau 24 Robiul Awal 1412 H, dibuat
dihadapan Yucdo Paripurno, S.H., Notaris Jakarta. Akta
pendirian tersebut telah mendapatkan persetujuan Mentri
Kehakiman RI dengan surat keputusan No C2-2413.HT.01.01
tahun 1992 taggal 21 maret 1992 dan telah didaftarkan pada
Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 Maret
1992 No0.970/1992 serta diumumkan dalam berita negara RI No.
34 tanggal 28 April 1992 Tambahan No.1919 A.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No
430/KMK.013/1992 tanggal 24 April 1992 Bank Muammalat
82
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telah memperoleh izin untuk beroprasi sebagai Bank Devisa
sejak tanggal 27 Oktober 1994 berdasarkan Surat Keputusan
Direksi Bank Indonesia No 27/76/KEP/DIR. Berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Keuangan No. 131/KMK.017/1995 tanggal
30 Maret 1995, Bank Muammalat dinyatakan sebagai bank yang
beroprasi dengan sistem bagi hasil. Berdasarkan Surat keputusan
Menteri Keuangan No S-106/MK.03/1995 bertanggal 7 maret
1995, Bank Muammalat memperoleh status bank persepsi untuk
menerima  setoran-setoran pajak. Alhamdulillah berdasarkan
Keputusan Menteri Agama pada tanggal 24 November 1999,
Bank Muammalat sebagai Bank Swasta Pertama yang
KRersepsi untuk menerima setoran
) atau Ongkos Naik Haji

oY

memperoleh izin sebagaj
biaya Penyelenggara Ib
(ONH).!

Sejarah Bank Muamma bang Surakarta

FUONIERSIT,
5
177
5

Perkembangan Banl mafat hingga saat ini sangat
menggembirakan. Hal i njitkkdn Bank Syariah dengan
konsep bagi hasil mampu bersaing dengan Bank Konvensional.

Salah satu fughfen [Pt i Gk Baplbdfiopakan adalah
krisis moneter yan sianda Indonesia khususnya sektor
ckonomi, akan tetaa A ifan menjalankan roda
Perbankan Syafi Wp E i&ank Muammalat
tetap eksis dalar!:rrﬂng a apirlﬂms egl;lgt.

Dengan  keyakinun  penuh  untuk  membangun

§

perekonomian ummat, Bank Muammalat Indonesia terus
melakukan dakwah. Pada tahun 2003 Bank Muammalat
mempunyai prioritas utama yakni pendirian cabang baru dengan
membuka 23 kantor cabang diseluruh Indonesia sehingga
disebut sebagai tahun layanan dan jaringan. Penambahan kantor
cabang ini dimaksudkan supaya dapat lebih dekat dengan

! Data Perusahaan PT Bank Muammalat Indonesia, Thk cabang
Surakarta
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konsumen, dari berbagai kantor cabang yang telah ada
diberbagai daerah. Perhitungan sampai dengan 2016, terdapat
363 kantor. Dengan rincian kantor cabang utama dengan jumlah
83 kantor, kontor cabang pembantu 202 kantor, kantor kas 78
kantor yang seluruhnya tersebar diseluruh nusantara. Hal ini
merupakan sebuah prestasi yang sangat fantastis yang belum
pernah dicapai sebelumnya dalam kurun waktu 11 tahun, salah
satunya vaitu dengan berdirinya Bank Muammalat Cabang
Surakarta.

Awal mula berdirinya Bank Muammalat Indonesia
didirikannya Muammalat
ava| tahun 2002 untuk sarana
m%alat kepada masyarakat
Iy | produk  pendananaan  dan
pembiayaannya. M é ini di PT. Telkom JI. Mayor
Kusmanto No 01 glatan  MBC  diantaranya

silaturrahmi dengan m@i‘@kkana dan sekitarnya untuk

memperkenalkan konsep syariah dan produk-produk bank

MuammleI V ER&'\TA&]@H pembiayaan.
Alhamdulillah kegi sialisasi  ini mendapat tanggapan
positif dari masyaigrLﬁ\ﬁA mgga membuahkan hasil
yaitu dengan m § nan Surakarta segera
dibuka bankm a nm r! rakarta.
Perkembangan Bank Muammalat dengan berjalannya
waktu semakin mengalami kemajuan, hal ini didorong oleh

cabang Surakarta dy'my
Business Centre ( lﬁt)
memperkenalkan
Surakarta dan sekitain

antusias dari umat islam dalam menyambut kehadiran bank
svariah. Sejalan dengan perkembangannya yang semakin pesat,
Bank Muammalat mempunyai slogan “Pertama Murni Syariah”
yang memperluas jaringan dengan membuka kantor cabang,
kantor pembantu, kantor kas, gerai, kantor devisa, dan
Muammalat center.

Pada tanggal 8 September 2003 Bank Muammalat
Indonesia cabang Surakarta memulai kegiatan operasionalnya
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ditandai dengan peresmian kantor cabang Surakarta di Jalan
Kapten Mulyadi No. 87 Ruko Lojiwetan Pasar Kliwon Solo oleh
Walikota Solo Slamet Saryanto. Untuk mengakomodir
kebutuhan nasabah atas layanan prima dan kantor yang lebih
besar, maka pada tanggal 13 November 2006 kantor cabang
utama direlokasi ke jalan Slamet Riyadi No.314 (Depan Stadion
Sriwedari Solo) kemudian kantor yang lama dipergunakan
sebagai kator kas. Untuk memperluas jaringan dan pelayanan
nasabah maka kemudian di bukalah kantor layanan yang berada
di RS PKU Muhammadiyah Surakarta. JI Ronggowarsito
No.130 Surakarta pada tanggal 31 Agustus 2007 dan kemudian
susul di wilayah Klate joomm, Pelayanan Syariah pada
bulan Juni 2008. Yang lﬁrlok i di Mz [Pemuda No. 295 Klaten.
Pada tanggal 17 desenﬁera cabang Surakarta juga

%)a bantu, vaitu di Kartasura,
Boyolali, dan Wonogir ;_Dim BN{lnw CP Kartasuro berlokasi
di JI. Raya Kartasuro i Sukoharjo. Sedangkan

untuk BMI KCP Boyafafil/ferfdfdR9di 1. Kates Ruko VII

Boyolali. Dan untuk BMI KCP Wonogiri berlokasi di JI. Jendal

sudiman o PNPOAE R S| TA S
Lokasi Banklstleﬂrﬁtm_jalan Slamet Riyadi

memiliki beberapa keuntungan karena jalan tersebut merupakan
jalan utama/pol NE&IA nasabah untuk
mengakses lokasi tersebut. Area jalan Slamet Riyadi merupakan
pusat bisnis kota Solo, dekat dengan pasar dan area bisnis
dikantor pos. Ditambah letaknya yang tepat didepan Stadion
Sriwedari memudahkan masyarakat untuk dijadikan petunjuk.
Selain itu kerjasama pihak bank dan kantor pos memudahkan

membuka 3 kantor d

para nasabah untuk melakukan setoran dan membuka rekening
shar-e di kantor pos. Namun seperti yang dituturkan oleh salah
satu staff bank Muammalat KC Surakarta, sebenarnya
penempatan lokasi bank Muammalat yang terletak di pusat kota

? Ibid,.
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tidak memberikan kontribusi yang dominan terhadap kemajuan
bank, namun kemajuan bank Muammalat dipengaruhi oleh
loyalitas kinerja para pegawai, kepiawaian para pegawai dalam
menarik simpati para nasabah dengan tutur kata dan penampilan
yang sopan dan santun, serta manajemen yang baik dalam
membaca pangsa pasar. Karena pertama kali yang menjadi
pertanyaan nasabah dalam memutuskan untuk mengambil
pembiayaan adalah berapa persen bunga yang ditawarkan, yang
kemudian nasabah tersebut akan membandingkan dengan bank-
bank lain yang berada di dalam dan luar kota Surakarta.” Dalam
hal ini. Bank Muammalat telah membuktikan kepiawaiannya
an keberanian memberikan
angsuran super ringaff se a selama 6 tahun pertama,
i ri¢23 minat masyarakat. Karena
seperti yang kita ketghui borjga pembiayaan KPR pada
bank BRI syariah % 9‘%% BNI syariah 7.04%, dan

Mandiri Syariah 850%1”&3‘”@1

Visi dan Misi Bank Muammalat Indonesia Cabang Surakarta

BHMLMJE‘I%@! ‘s[b@ﬁ é]k pelopor bank
syariah di lndoneslasmﬂaMpat dipisahkan dari nilai-

nilai dakwah, sehingga visi dan misi_yang dibawahnya harus
mampu menel'm QINE matul Lil Alamin.

Visi bank Muammalat adalah “To become The Best
Islamic Bank and Top 10 Bank in Indonesia with Strong
Regional Presence”. Menjadi Bank Syariah terbaik dan
termasuk dalam 10 besar Bank di Indonesia dengan eksistensi
yang diakui ditingkat regional. Visi ini lebih dikenal dengan
“visi M10-Y25" yang merupakan singkatan dari “Bank

"Hasil wawancara dengan bapak M Solihin, selaku Back Office
Staff pada tanggal 21 juni 2017

Ihid,.
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Muammalat Indonesia menjadi 10 Bank terbesar di Tahun
2025™.

Misi bank Muammalat adalah “Building a leading and
sustainable Islamic financial institution with emphasis on the
entrepreneurial spirit based on prudent bangking principle,
excellent Islami and professional human resouices, and an
innovative investment orientation, in order to maximize value
Jfor all stakeholders”. Membangun lembaga keuangan syariah
yang unggul dan berkesinambungan dengan penekanan pada
semangat kewirausahaan berdasarkan prinsip kehati-hatian,
keunggulan sumber daya

a_yang islami dan proﬁ:stonal
L AN
mova%
nilai kepada seluruh pesmang epen mgan Untuk men(,apai

2021-2025.

'/
SAEDE
Tahun 2015 meru%klan taé awal pencapaian visi dan

misi bank WA lidasi Bank
Muammalat Indonesi ulai n 2015 hingga 2016,
dimana bank Muam SL]»MI mengambil langkah-
langkah stratem’ Pn gs Ayaltu healthy and
Excelent Execufor of Islamic banking Service dengan harapan
seluruh jaringan bisnis bank Muammalat Indonesia telah
mencapai pertumbuhan yang positif dengan eksistensi yang kuat
sebagai fondasi untuk melangkah pada fase berikutnya. Fase
kedua merupakan fase penentuan pencapaian target M10-Y25,
dimulai dengan target sebagai Top 15 bank di Indonesia dan
sekaligus menjadi bank Syariah terbesar di Indonesia dengan
kinerja efesiensi dan profitabilitas yang sejajar dengan perbaikan
kelas dunia pada tahun 2020. Selanjutnya fase Kketiga,

merupakan fase pembuktian bank Muammlat Indonesia untuk
menjadi Top 10 Bank di Indonesia pada tahun 2025 sekaligus
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mempertahankan eksistensinya dikancah dunia perbankan
nasional.

Arah kebijakan bank Muammalat Indonesia untuk tahun
2017 adalah melanjutkan upaya efesiensi biaya yang telah
dilakukan ditahun 2016, melengkapinya dengan inisiatif untuk
meningkatkan pendapatan, serta menyelaraskan kembali arah
pertumbuhan  bisnis  kepada pembiayaan ritel khususnya
pembiayaan perumahan. Keseluruhan arah kebijakan tersebut
diharapkan dépat mempercepat pertumbuhan bisnis serta
meningkatkan kinerja keuangan Bank Muammalat Indonesia.

Perencanaan
Y25. Bank Muamn
prioritas utama Bank

wrategls 'g‘ltaQ n 2017 sejalan visi M10-
mfat o telah mengidentifikasi 6

Peningkatan?

OptllnaltsaC'"
Revenue uick Win

ek nERp&ITAS

f Cost Opti
Struktur OrganisasygﬁhﬁMCabang Surakarta
Strukl“}@ngmgﬁaQ\Muammalat cabang

Surakarta dipegang oleh pimpinan cabang (bussines manager)
dan membawahi  bagian  Operational ~Manager untuk
mengkoordinasi bagian dibawahnya agar aktivitas kerjasama
dapat tercapai sesuai dengan tujuan yang diharapkan oleh Bank
Muammalat cabang Surakarta.

N

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa,
pada hari Rabu, tanggal 22 Juli 2009M bertepatan dengan
tanggal 29 rajab 1430H yang bertempat di Jakarta menyetujui
dan mengubah susunan Pengurus Perseroan yang telah diangkat

* Data perusahanaan bank Muammalat Kantor Cabang Surakarta Tbk
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pada Rapat Umum Pemgenag Saham Tahunan tanggal 23 April
2009. selanjutnya menetapkan susunan pengurus Perseroan

periode selanjutnya, dengan susunan sebagai berikut:

Pimpinan Cabang Surakarta
Branch manager

Branch Operational Manager
BOC

RFC

%]
AQM g
BDM Financing i
BDM Fuding §
RM SME 5

: Suyitno
: Nur Mukhlis Cahyadi
: Sutrisno Munginsidi
: Jati Pamono Wati
Dwi Ria Jayanti
: Aditya
: Dwi Wahyu Julianto
~Mochammad Adi Sampurno

: Poiyvianto

,\Jéiuﬂj %ﬂj@rammad Riski

: Hanang Sudibyo

RM Consume g u-EjiS;u mo
Customer &MyER !n I ma

Branch sales Suport (BSS)
Teller f

Back Office

AIM Cherry N

: Wisnhu Adi N

NDONE:®IA

Dwi Cahyadi
Masrika R

:Nur Akhyani
Denie Previardhi
M. Solihin
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Untuk mempermudah, penulis menyajikannya dalam bentuk bagan
dibawah ini;

[ Branch Manager |

Branch Operation
manager (BOM)

T S
5 \ BOC I

| . _ g L

L

BOM Financing g ‘ ' ’
oo rencoe_| L ] |
—
RM SME ﬂMFunding mtﬁmeﬁ:\wn |
% - ;
RM Consumaear 4 -7 i
&=
(= Back Office Taller
U) &
; & 3| o e
w
> m
Z Gamibar 14
) > .
Stuktur PT Bank M fial. esia cabang Surakarta
A RS
Su > - ahaan

5. Produk pembiayaan Bank Muammalat Caban Surakarta

MN&MEIR&'&]? ) kantor cabang
lainya dapat dlakrs-.tmk tog Bank Muammalat cabang
Surakarta. Denga ehuhi seluruh  kebutuhan
nasabah den WE\)% m dan fleksibilitas™
Bank Muammalat menghadirkan berbagai produk dan layanan.
Diantaranya:

1. Pendanaan, terdiri dari:

a. Giro Muammalat
1) Giro Ultima

Merupakan giro syariah dengan akad mudharabzh
dalam mata vang rupiah dan US Dollar yang memudahkan
semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun transaksi
keuangan personal nasabah. Giro ini diperuntukkan bagi
nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas
badan.
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1

2)

3)
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Giro Attijary

Merupakan giro syariah dergan akad wadiah dalam
mata uang rupiah dan US Dollar yang memudahkan dan
membenatu semua jenis kebutuhan transaksi bisnis maupun
transaksi keuangan personal nasabah. Giro ini diperuntukkan
bagi nasabah perorangan dan institusi yang memiliki legalitas
badan.

Tabungan

Produk tabungan memiliki enam macam, yaitu
iB Muammalat dollar,
Umrah, tabungan iB
iB, tabungan iB

tabungan iB Muamppatat; -
tabungan Muamma@ iB
Muammalat Rencga
Muammalat Prima.

Tabungan iB Muam

Merupakan Cﬁfﬂ%ﬂk@ mata uang rupiah yang

dapat digunakan untuk beragam jenis transaksi dengan

membenU NleVaE Rj&le;r Ar&t yang luas.
Tabungan Muam Sﬁn"& gan dua pilihan kartu
ATM/Debit yaiturl] Mr dan Shar-¢ Gold.
Tabungan iBIMDQmE S I A

Merupakan tabungan dalam denominasi valuta asing
US Dollar (USD) dan Singapore Dollar (SGD) bertujuan
untuk melayani kebutuhan transaksi dan investasi yang lebih
beragam.

Tabungan Muammalat iB haji dan umrah

Merupakan tabungan haji dalam mata uang rupiah
dan valuta asing US Dollar vang khususkan bagi nasabah
masyarakat muslim Indonesia yang berencana menunaikan
ibadah Haji dan Umrah.
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Tabungan iB Muammalat rencana.

Merupakan tabungan berjangka dalam mata uvang
rupiah, memiliki setoran rutin bualanan dan tidak bisa ditarik
sebelum jangka waktu berakhir kecuali penutupan rekening
serta pencairan dana hanya bisa dilakukan ke rekening
sumber dana. Tabungan iB Muammalat rencana dapat
membantu mewujudkan berbagai rencana nasabah.

TabunganKu iB

Merupakan tabungan syriah dalam mata vang rupiah
yang sangat terja
masyarakat

yang ingin mend@&%mll maksimal dan kebebasan

bertransaksi.

vl NIVERSITAS

Deposito MudhcrsaL A M

Q dalam mata uang rupiah
dan US D si rikan hasil investasi
yang optlmal bagi nasabah. Deposito mudharabah

diperuntukkan bagi nsabah perorangan dan institusi yang
memiliki legalitas badan.

Dana pensiun Muammalat

Merupakan dana pensiun lembaga keuangan (DPLK)
Muammalat dapat diikuti oleh nsabah yang berusia minimal
18 tahun, atau sudah menikah, dengan pilihan usia pensiun
dan iuran pensiun yang terjangkau, yaitu minimal Rp
20.000,00 perbulan dengan pembayarannya dapat didebet
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secara otomatis dari rekening Bank Muammalat Indonesia
atau dapat ditransfer dari bank lain.

Pembiayaan, yang terdiri dari:
Konsumen
Pembiayaan KPR iB Muammlat

Merupakan produk pembiayaan yang membantu nasabah
untuk memiliki rumah tinggal/apartemen baru (indent/ready
stock) maupun secondary. Pembiayaan ini juga dapat digunakan
untuk pengalihan rake over KPR dari bank lain, pembangunan.
dan renovasi rumah tinggal. Diperuntukkan bagi perorangan
(WNI) cakap hukum inimal 21 tahun atau
maksimal 55 tahun avﬁ dan 60 tahun untuk
wiraswasta atau profesip ato tuh tempo pembiayaan.

Z

iB Muammalat Umroh

Merupakan fasplitas nasabah dengan tujuan
membiayai perialananJ Dlperuntukkan bagi

perorangan%%ﬁs mainimal 21
tahun atau ta E S é Jatuh  tempo
pembiayaan, dengan lglﬂvﬂlelayaan sampai dengan

36 bulan.

iB Muammalat “rasn anwanESIA

Merupakan pembiayan yang diberikan kepada anggota
koperasi karyawan untuk disalurkan kepada para anggotanya
(Pegawai BUMN/PNS/Swasta) dengan tujuan pembelian barang
halal. Diperuntukkan bagi para anggota koperasi karyawan dan
diajukan secara berkelompok

iB Muammlat Multiguna

Merupakan pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan
nasabah dalam pembelian barang halal (selain tanah, bangunan,
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mobil dan emas) serta sewa jasa yang dibolehkan secara syariah
(selain pembiayaan haji dan umroh).

iB Muammalat Pensiun

Fasilitas pembiayaan yang diberikan kepada para
pensiun PNS / TNI / Polri / BUMN / BUMD / swasta untuk
pembelian barang konsumtif yang halal (termasuk rumah tinggal
dan kendaraan bermotor) atau sewa jasa halal (seperti keperluan
pendidikan anak, umroh, wisata, dan lainnya) dengan ketetuan
pembayaran manfaat pensiun wajib dialithkan melalui Bank

Muammalat Indonesi
? ISLAM /\

Pembiayaan Autolan

diberikan kepada end user
permotor {mobil dan motor)

Merupakan p
dengan tujuan pembe i

melalui perusahaan ang bekerja sama dengan

Bank Muammalat Indong pﬁﬁ%‘jﬂj@}

b. Mod;ll:cj;jlaKMNE\/ERSITAS

2)

Merupakanlﬁwﬁéa pendek dengan prinsip

syariah  yan§ Ith Se'sﬂ) untuk  memnuhi
kebutuhan modal kerja usaha/bisnis dengan tujuan produktif.

iB Rekening Koran Muammalat

Merupakan pembiayaan jangka pendek untuk modal
kerja yang bersifat fluktuatif dengan perputaran transaksi yang
cepat dengan penarikan dana yang dapat dilakukan sesuai
kebutuhan melalui cek atau biyet giro.



C.

5
a.

95

3) 1B Muammalat Usaha Mikro.

Merupakan pembiayaan dziam bentuk modal kerja dan
investasi yang diberikan kepada pengusaha mikro baik untuk
perorangan maupun badan usaha non hukum.

Investasi
1) 1B Investasi SME
1B investasi SME merupakan pembiayaan yang akan
membantu kebutuhan investasi jangka menengah/panjang usaha
nasabah guna membiayai pembelian barang-barang modal dalam
rangka rehabilitasi, modernisasi, perluasan ataupun pendirian
proyek baru sehingga

ndiﬁkéhfg\ren ana ekspansi yang telah

disusun nasabah. Diper lf_[tuk rorangan (WNI) pemilik
usaha dan badan usaha y4 kide¢galitas di Indonesia
2) iB Properti Bisnis Muant
Produk pembiay@ akag embantu usaha nasabah

untuk membeli, membanglin.. :“ﬁn merenovasi properti
maupun pengalihan fakétover pembiayaan properti dari bank
lain untuk kebutuhan blsms n;ébah Diperuntukkan bagi

peroranganuM usaha yang
memiliki usaha dan tgu%m memiliki legalitas di

Indonesia.

Layanan 24 jam INDONESIA

ATM Muammalat

ATM Muammalat dilengkapi dengan berbagai fitur untuk
memudahkan melakukan info saldo, cetak 5 transaksi terakhir,
pembayaran tagihan, pembelian pulsa isi ulang, pembelian tiket,
pembayaran premi asuransi, transfer antar bank, pembayaran uang
sekolah dan pembayaran ZIS.

Muammalat Mobile

Merupakan aplikasi yang meliputi lokasi ATM/Cabang, info
produk, Callcenter 1500016, bahasa, kiblat, jadwal solat dan aplikasi
haji dan umroh. Mobile banking Muammalat menawarkan
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kemudahan dalam berinteraksi secara real time. aman dan praktis
menggunakan perangkat smartphone nasabah melalui koneksi
internet (Androit, 10S, Blackberry, dan Windows Phone) dengan
fitur yang bisa diakses adaiah pemindahbukuan, transfer antar bank,
cek saldo, pembayaran tagihan, pembelian serta 10 transaksi terakhir
dan mutasi rekening. Untuk dapat menggunakan layanan mobile
bangking, nasabah hanya perlu mengunduh apliksi mobile bangking
Muammalat dari application store dengan kata kunci “Muammalat
Mobile” dan melakukan registrasi dan aktivasi di ATM/Cabang
terdekat.

Internet Bankinng Muammalat

Layanan ini ber gj)uan emudahkan nasabah ritel
(individu)  dalam  mg saksi  finansial  seperti
pemindahbukuan, transfcga nﬁ pembayaran tagihan dan
pembelian pulsa serta trapsaks n fihansial seperti cek saldo, 5
transaksi terakhir dan cek fitur transaksi debit online
di internet banking MuamﬂMLﬁﬁ dapat berbelanja di mitra
merchant-merchant bank Muammalat Indonesia secara lebih mudah,

praktis dan an@va ER SITAS
Cash Management Systtlrs I_ A M

Layanan IrN@NEpShA nasabah korporat.

Dalam layanan ini, Bank Muammalat Indonesia menyelenggarakan
penerimaan/koleksi pemasukan dana (collection), pembayaran
/pengeluaran dana (dibursement) serta mengelola likuiditas

perusahaan.
Sala Muammalat

Merupakan layanan Phone Banking 24 jam melalui telepon
1500016 ( jika dihubungi melalui telepon seluler) yang memberikan
kemudahan kepada nasabah setiap saat dan dimanapun nasabah
berada untuk memperoleh informasi mengenai produk, saldo dan
informasi transaksi, transfer antar rekening Bank Muammalat
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Indonesia hingga maksimal Rp. 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah)
serta pembayaran ZIS.

Organisasi ritel bisnis Muammalat terus disempurnakan
mengingat pengembangan segmen konsumer dan Usaha Mikro,
Kecil dan Menengah (UMKM) dalah fokus strategi pertumbuhan
jangka menengah dan jangka panjang bank. Dari sisi produk
pembiayaan, pada pertengahan tahun 2016, perbankan ritel bank
Muammalat Indonesia meluncurkan produk yang merupakan
breakthrough di industri perbankan syariah yaitu produk pembiayaan
Kredit Kepemilikan Rumah (KPR iB Muammalat) dengan Angsuran
Super ringan setara 5% pada_A 016. Produk ini diluncurkan
atas dasar kajian bank m amn?l'ﬁfa‘ Pdonksia terhadap kebutuhan

ipalaran g)duk ini menjadi solusi
sesuaikan dengan tingkat

dengan tingkat Del.t Burde
rata-rata pendapatan nasaba

Produk baru ini m" an tersendiri bagi bank

Muammalat Indonesia yangm‘é yakankAn_prinsip-prinsip syariah atau
prinsip jual beli. Kebutuhan nasabah un dapat terpenuhi dengan
baik dan lebih lm! nkan syariah
yaitu memberikan berkah S selu mat. Produk ini disambut
dengan baik oleh masyar n]emg%é\i booking produk KPR

Bank Muammalat llrd' Oerglgrglcmjngga mencapai
hampir 30% dari tmngata-rata ooking ditahun sebelumnya.

Melalui produk ini, bank Muammalat Indonesia juga mendorong
tumbuh kembang sektor wiraswasta dan semakin meningkatkan
kesejahteraan masyarakat. Demikian juga halnya dengan pembiayaan
nasabah UMKM juga didukung oleh produk yang mampu menjawab
kebutuhan nasabah.’

°Data Perusahaan PT Bank Muammalat Indonesia, Thk cabang
Surakarta
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Praktek Pembiayaan Produk KPR dengan akad Murobahah dan
Musyarakah Mutanagisah di Bank Muammalat Surakarta

Pembiayaan produk KPR atau pembiayaan hunian syariah
dengan akad murobahah maupun akad musyarakah mutanaqgisah di
bank Muammalat KC Surakarta diperuntukkan bagi perorangan
(WNI) cakap hukum yang berusia minimal 21 tahun atau maksimal
55 tahun untuk karyawan 60 tahun dan untuk wiraswasta atau
profesional pada saat jatuh tempo pembiayaan.

Untuk prosedur daiam pembiayaan hunian syariah baik
menggunakan akad murobahah maupun musyarakah mutanagisah
ini bank Muammalat mengacu pada peraturan Bank Indonesia No.
10/18/PBI/2008 tentang ‘ge@uﬁtﬁ‘hsgs‘
Syariah dan Unit Usaha Sy@ri

ria
o O
Prosedur untuk mem@p&eﬁhiayaan KPR pada Bank

Muammalat KC Surak

Pembiayaan bagi Bank

Dalam  peng atan  pembiayaan  baik

menggunakan  akad J”MM@J maupun  musyarakah
muatanagisah, nasabah dibagi menjadi dua kriteria yaitu nasabah

j(?lichincom:; HmMEIR@In‘FﬂQ non fix income
usus untu Tgl_ A M

Persyaratan administrasi vyang ditentukan oleh bank
Muammalat Irfhl NE& bah harus bersedia

membuka rekening tabungan di bank Muammalat Indonesia atas
nama yang bersangkutan. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh
nasabah fix income (khusus pegawai’karyawan tetap) dalam
mengajukan pembiayaan hunian syariah, meliputi persyaratan
dokumen:’

a. Foto copy KTP Suami Istri, Kartu Keluarga, Surat
Nikah/Cerai
b. Foto copy NPWP dan slip gaji 3 bulan terakhir

"Data Perusahaan PT Bank Muammalat Indonesia, Tbk cabang
Surakarta
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c. Foto copy mutasi rekening 3 bulan terakhir (rekening
gaji)

d. SPT Pajak 1 ahunan jika pembayaran gaji secara tunai
Asli surat keterangan kerja dari institusi atau perusahaan
tempat bekerja dan fc. SK terakhir bagi PNS

f. Foto copy data penjual (KTP suami istri. KK, Surat
nikah/cerai)

g. Foto copy sertifikat yang akan  dijaminkan
(SHM/SHGB)

h. Foto copy IMB, PBB dan STTS tahun terakhir

i. Surat  Penawaran/RAB  jika  untuk  renovasi/

pembangunan ISLAM
J. Mengisi formtlﬁ pengajuafy |pembiayaan dan buka
rekening tabunggn. & -
Z
Syarat-syarat ya Ehar ipé‘ﬁ hi oleh nasabah nonfix
income ( Khusus wiras sta)lam]? nengajukan pembiayaan

huni iah, meliputi pérs ;
unian syariah, meliputi ﬁ&%ﬁj@’lmen
Foto [(gii/ KTP Istri, KK, Surat Nikah/ Cerai

) ot ol 18 P Qe 88, 1o, i
Foto copy mptasi rekeging transaksi kegiatan usaha
Usaha sudaLsLuAMIS tahun

Usah $ mikro)
Laporan Keuangan, neraca laba rugi minimal 6 bulan

SID BI sudah pernah ada fasilitas pinjaman 6 bulan
Akta pendirian untuk badan usaha

S e a0 o

s Foto copy sertifikat yang akan dijaminkan
(SHM/SHGB)

J. Foto copy data penjual (KTP suami istri, KK, surat
nikah/cerai)

k. Foto copy IMB, PBB dan STTS tahun terakhir

l. Surat penawaran/RAB Jika untuk
renovasi/pembangunan

m. Dokumen lain-lain (nota-nota penjualan)
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n. Mengisi formulir pengajuan pembiayaan dan buka
rekening tabungan.

Apabila seluruh data persyaratan telah terpenuhi maka
akan dilakukan analisis oleh pihak analisis bank Muammalat yaitu
Relationship Manager (RM) kurang lebih selama 3 hari. Pada
tahap ini bank menetapkan kriteria nasabah pembiayaan sesuai
dengan Kkriteria yang telah ditetapkan oleh bank Muammalat.
Dalam upaya menetapkan calon nasabah yang memiliki kriteria
sesuai dengan ketetapan yang ada, maka pihak bank Muammalat
akan melakukan wawancara dengan calon nasabah pengambil

pembiayaan untuk me pqu_ a\ sementara tentang kondisi

nasabah yang sebeltn‘inya ﬁlah%iperiksa kelengkapan dan
O

kebenarannya.

i an '(ai etahui pula komitmen dan
konsistensi kebenara :)terh dp data yang sebelumnya telah
disampaikan secara t@%w@(jabah seperti melampirkan
berkas-berkas yang disyaratkan oleh bank. Apabila nasabah

dianggap mtvlgﬁeﬁkTA aka selanjutnya
pihak bank ammalat ijaudh ke lokasi yang
menjadi objek pemblasLamMjauan dicocokkan dengan
hasil wawanca una mengetahui sejavh mana kebenarannya
dengan data halﬁm gl embutuhkan waktu

kurang lebih 7 hari kerja.

Selain dari wa 2 ncarg

Setelah itu pihak bank Muammalat juga mencari
informasi kepastian bahwa pegawai ataupun wiraswasta tidak
termasuk kedalam daftar pembiayaan bermasalah. Data yang
diperoleh diharapkan objektif, dan tidak bersifat spekulatif, hal ini
penting dalam pengambilan keputusan secara tepat apakah
pengajuan pembiayaan dapat dilanjutkan atau tidak. Kesalahan
pengambilan keputusan dapat beresiko terhadap pembiayaan
bermasalah. Semakin besar porsi pembiayaan yang bermasalah
karena menurunnya kemampuan nasabah dalam membayar
kembali kewajibannya ke bank, semakin besar pula biaya
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pencadangan yang harus dibentuk bank dan berpengaruh pada
keuntungan bank. Karena itu, apabila aktivitas pemberian
pembiayaan tidak dikelola secara hati-hati dapat menimbulkan
pembiayaan bermasalah yang dapat menurunkan tingkat
kesehatan dan pendapatan bank.®

Setelah data nasabah diperoleh kemudian bagian
marketing membuat Surat Permohonan yang diajukan ke Unit
Suport Pembiayaan (USP). Kemudian (USP) akan memeriksa
kelayakan calon nasabah melalui beberapa tahapan yaitu:’

a. Bl Cheking

ISLAM
BI cheking ad@h lapqran yang dikeluarkan oleh Bank
P

Indonesia yang berisy
nasabah kepada ba
apakah nasabah mempg
kredit ini digunakan

untuk memperoleh kréﬁjﬁﬂj&iﬂj@l
b. Taksasi
UNIVERSITAS

Taksasi adalﬁ ilaian teghadap objek yang dijadikan
jaminan (agunan) % adh *di bank. Taksasi juga
bertujuan u ? ﬂ usaha nasabah,
mengetahui E!:raﬂa an harga an%?!l(l dari jaminan yang
diagunakan. Dengan adanya taksasi ini diharapkan akan
melindungi bank Muammalat dari resiko kerugian. Penilai
internal bank Muammalat Indonesia atau penilai eksternal

(dengan maksimum nilai agunan yang dinilai adalah Rp 5
Milyar) melakukan verifikasi dan taksasi terhadap agunan.

mbi@an di bank lain, riwayat
ilai’layak tidaknya seseorang

Taksasi agunan yang dibeli dari secondary market atau take

*Hasil wawancara dengan bapak M. Solihin selaku Back Office Staff
pada tanggal 24 Juli 2017

’Data Perusahaan PT Bank Muammalat Indonesia, Tbk cabang
Surakarta
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over dengan plafond Rp. 500.000.000 wajib dilaksanakan
dengan dua penilai yang berbeda dengan beban penilaian
pertama bagi calon nasabah dan beban penilaian kedua
menjadi beban bank (Unit Bisnis)

Penilai  juga diwajibkan melakukan kunjungan
setempat (On The Spot/OTS) apabila limit pembiayaan yang
dimohon diatas Rp 50 juta bagi wiraswasta dan Rp 150 juta
bagi pegawai. atau perusahaan tempat calon nasabah bekerja
kurang diyakini bonafiditasnya atau beroperasi kurang dari 2
tahun.

Risk Assement. Rea igtbsi Pembi n, dan Dropping

Dalam tah ;@i i Z'ag Risk Officer/Financing
[ ependent Financing bagi
ertentu, sebelum masuk ke

level komite. Setelayify llanjuikan kepada proses keputusan
pembiayaan. Proses I blayaan dan kewenangan

memutl:m aku % e tuagn, yang ditetapkan
oleh Fi NL Pho ivision.
Keputusarl %AM be*upa persetujuan atau
penolakan t Nim jukan. Jika pemohon
pembiayaan iset akan  dilakukan

pemberitahuan kepada nasabah dan semua dokumen nasabah
dikembalikan disertai surat penolakan.

Namun apabila permohonan pembiayaan disetujui,
maka Account Manager menyusun Offering Letter (Surat
persetujuan Prinsip Pembiayaan), yaitu dokumentasi legal
berisi komitmen bank untuk membiayai usaha nasabah. Dalam
pembuatan Offering Letter ini akan dilakukan perhitungan
simulasi biaya dan pengecekan kekurangan data. Offering
Letter ini  kemudian diserahkan kepada Unit Support
Pembiayaan (USP) dengan melampirkan Usulan Pembiayaan
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(UP) dan dokumen pendukung yang telah dikoreksi untuk
diperiksa  kembali  kesesuaiannya dengan  persyaratan
pembiayaan. Jika Offering Letter yang diperiksa cleh USP
telah sesuai, maka Offering Letter ditandatangani dua pejabat
berwenang vyaitu Operation Manager (OM) dan pemimpin
Unit Bisnis, dan Offering letter dikembalikan kepada Account
Manager untuk discrahkan kepada nsabah. Jika nasabah
menyanggupi semua klausa dan setuju, Offering Letter
diserahkan kembali kepada USP untuk dilakukan penyusunan
akad pembiayaan yang akan ditandatangani oleh Pemimpin
Unit Bisnis dan nasabah, serta kemudian disimpan oleh USP.

Setelah  Accc wlls%%gw' melengkapi  dokumen
(Offering Letter. tand ' ngél psabah, jadwal angsuran,
usulan pembiayaan, s ag pembiayaan/akad beserta
lampirannya, surat Ke r&uaris, surat asli seperti
sertifikat jaminan, da %pers tan Jajn yang diminta komite),
momerandum droppr;q*g“u ’ dimintakan persetujuan
Operasional Muna&u ' untuk proses pencairan.
Operasio ¢ uan dropping
apabila SMISME%!‘I is pencairan
pembiayaan dan A g berkaitan dengan
pembiayaan dilakukan oleh bagian operasioan] pembiavaan.'’

INDONESIA

Realisasi Akad

Setelah bank menyetujui pembiayaan yang diajukan nasabah,

maka bank akan menyampaikan surat persetujuan pembiayaan
kepada nasabah dan dilakukan penandatanganan akad pembiayaan
serta jaminan yang tertuang dalam form akad pembiayaan baik
dengan akad murobahah maupun musyarakah mutanagisah. Dalam
akad ini nasabah harus bersedia memenuhi hak dan kewajiban
setelah pembiayaan diberikan. Penandatanganan akad pembiayaan

""Wawancara dengan bapak Sholihin selaku Back office staff pada
tanggal 24 Juli 2017
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dihadiri oleh notaris, pihak bank, dan nasabah. Diikuti dengan
pencairan dana sesuai hasil taksasi oleh pihak bank.

Untuk pembelian rumah secara utuh maka nasabah akan
diarahkan oleh pihak Muammalat untuk mengambil pembiayaan
dengan akad musyarakah mutanagisah. Dengan akad musyarakah
mutanagisah maka nasabah akan mendapatkan rumah secara utuh
dan dengan angsuran yang ditentukan dan agunannya adalah rumah
tersebut. Sedangkan untuk pembiayaan atau pembangunan rumah
atau pembelian barang dan peralatan dan tukang/renovasi rumah
maka pihak nasabah akan diarahkan pada pembiayaan dengan akad
murobahah. Dengan akaﬁWnaka nasabah hanya fokus
pada  pembangunan (Ié%gan in rumah  yang  akan
dibangun/renovasi terseby

VISINOQd

Perhitungan Pembayaran

Pembiayaan hunid KPR diperuntukkan bagi

/\,.,.,u
kalangan individu ini mentl

15 tahun, terkecuali untuk ke an _renovasj_dengan plafond
dibawah Rp 2 Nl‘n ﬁhﬁ gAl$5% untuk objek
pembiayaan dibawah 7 §1:nn-‘~ objek pembiayaan diatas
70 m?. Produk pﬁmbiaja AM comply denga'm syariah,

namun juga komlf&*vl\{< lApengemballan yang
da

panjang, nilai angsuran yang t fluktuatif seperti menggunakan

sistem bunga, serta tidak adanya penali bagi yang melunasi lebih

awal."?

w“Wwaktu pengembalian hingga

Regulasi pembiayaan KPR pada Bank Muammalat KC
Surakarta dengan menggunakan dua akad, yaitu akad murobahah dan
musyarakah mutanagisah. Akad murobahah yang dipraktekkan di
Bank Muammalat KC Surakarta diluncurkan tahun 2007. Akad

"ibid,.

*Wawancara dengan bapak Sholihin selaku Back office staff pada
tanggal 24 Juli 2017
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murobahah yang dipraktekan merupakan jual beli pembangunan
rumah, pembelian barang dan peralatan serta tukang/renovasi rumah
dengan harga awal ditambah keuntungan, yaitu penjual menyebutkan
harga perolehan kepada pembeli dan penjual mengambil keuntungan
dari penjualan tersebut. Seperti halnya seorang membeli sebuah
barang dengan harga Rp. 10.000.00 kemudian dia menjualnya
kembali dengan tambahan keuntungan Rp. 1.000,00 yang juga
disebutkan kepada pembeli. sehingga harga jualnya adalah
Rp.11.000,00. Untuk mempermudah perhitungan, pihak Bank
Muammalat telah menyajikannya dalam bentuk bagan simulasi
angsuran yang informatif, sehingga nasabah dimudahkan dalam
memperoleh  kepastian to}dl—smmm\ hingga akhir periode
pembiayaan. Karena angsunf@ pada Bank Muammalat memberikan
angsuran tetap sampai lungs d tgrikan keringanan pada 2
tahun pertama." = z

S m

Sedangkan pada akd & mu. akak mutanagisah, merupakan
akad yang terdiri dari kerjasam M W1 kerja (musyarakah) dan
pengurangan porsi syirkahjfﬁm aﬁaqifsia dari mitra atau syarik
akibat pembeli Si g Syagi I AA musyarakah
mutanagqisah QMJW untul Jjﬂw %ns mengajukan
pembiayaan rumah yang s adi/bAcu \gk indent). Pihak nasabah
dan bank Muammalat membeli sebuah rumah dengan perkongsian,
yakni nasabah den!@N’& ma memberikan
modalnya dengan presentasi nasabah 15-20% dan bank Muammalat

80-85%, yang artinya dengan minimal uvang muka 15% dari harga.
rumah tersebut kemudian 85% lainnya akan dipenuhi oleh bank

Muammalat, dan nasabah nantinya akan dibelikan rumah. Proses
akad musyarakah mutanagisah yakni pihak nasabah mengajukan
pembiayaan kepada bank- Muammalat kemudian dalam prosesnya
bank Muammalat menyediakan berbagai tipe dan klasifikasi rumah.
Adapun untuk keingiran dari nasabah membeli rumah selain dari

“Wawancara dengan ibu Maria Mursalin selaku BDM Financing pada
tanggal 24 Juli 2017



106

developer yang sudah ada ikatan dari pihak bank Muammalat maka
diperbolehkan.

Setelah seluruh prosedur dan persyaratan telah terpenuhi dan
selanjutnya perjanjian akad. Dalam perjanjian akad, karena nasabah
yang menginginkan rumah tersebut maka nasabah menyewa manfaat
rumah tcrsebut untuk menjadi tempat  tinggalnya.  Selanjutnya
nasabah membayar kewajiban berupa wjroh dan pembayaran cicilan
musyarakah mutanagisah (pengambil alihan porsi bank Muammalat
oleh nasabah secara bertahap). Diakhir masa sewa kepemilikan
rumah seutuhnya (100%) menjadi milik nasabah."*

Jadi, nasabah ylzg Igle'lum 11% iliki cukup uang untuk

membeli rumah, tetap dapat gfierealisasikan keinginannya dengan
modal 15% dari total harga funyal ya%

ingin dibeli dengan luas
mbiayaan diatas 70m?,

/\-"""". j is atau PPAT. pengikatan
agunan (termasuk penge" ahlan sertifikat), biaya balik

nama, biaya asuransi ﬁag asuransi _kebakaran, biaya
taksasi agunb& E a aA enuhnya, dan
pembayarannya harus dllgar_kwm realisasi pembiayaan.
Pemblayawﬁq “*“Sr 1 bank Muammalat
pada dasarrniya memili S n'a urobahah dan akad
musyarakah mutanagisah yaitu sama-sama membiayai tentang

rumah. Tetapi terdapat perbedaan pada karakteristik pembiayaannya.
Apabila akad murobahah hanya untuk nasabah yang mengajukan

pembiayaan pembangunan rumah dari awal sampai selesai atau
hanva untuk sekedar pembiayaan renovasi/perbaikan rumah,
pembiayaan murobahah meliputi material, tukang dan bahan-bahan
bangunan yang diperlukan dalam pembangunan rumah nasabah.
Sedangkan pada akad musyarakah mutanagisah lebih mengutamakan

" Ibid,.
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pada nasabah yang mengajukan pembiayaan rumah yang sudah
. - 15
jadi.

Ketentuan Jaminan dalam Pembiayaan Hunian Syariah atau KPR
Baik menggunakan akad murobahah maupun musyarakah

bank  Muammalat  memberikan

jaminan/agunan terhadap pembiayaan yang diambil. Jenis agunan

mutanaqisah, pengaturan

yang diberikan antara lain rumah tinggal, rumah susun, apartemen,
rumah kantor, rumah toko, dan kios. Agunan harus diatas namakan

calon nasabah.

Dalam pembiayaan ini, ob|ek pembiayaan wajib dijadikan

objek agunan dalam bentu
angsuran belum lunas, mak

(apartemen), rumah kantor,
dibangun dan dapat dibuk}ik
property (siap huni). Status
atau rumah susun (apartemgrf)u
(sertifikat induk sudah terplsa

tanah. Jadi selama masa

Mser%hﬁgf\fa% h berada ditangan bank.
Untuk agunan berupa ba%gt

tinggal/rumah  susun
kios, harus sudah selesai
rita acara serah terima
h per unit rumah tinggal
r, rumah toko atau kios

Nr4S’ nama developer. Status dari

n dengan sisa
wm 1 tahun,

agunan tersebutggmigzd Rslmtb
masa berlaku H a A
atau hak milik atas satuar‘(%ﬂ dldmkan diatas tanah
hak milik atau HBG (untuk ketentuan ini tldak diperuntukkan untuk
kios). Kondisi agunlN@e@NE ﬁlﬁdmkan Bangunan
(IMB).

Untuk daerah yang belum mewajibkan adanya IMB, maka
harus dilengkapi dengan surat pernyataan dari Pemda (minimal
camat) atau Dinas Tata Kota setempat bahwa lokasi agunan
tidak/belum diwajibkan adanya iIMB. Bangunan juga harus memiliki
bukti setoran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) tahun terakhir.

Untuk rumah tinggal, lebar jalan dimuka minimum 3 meter.
Bangunan tidak berada dibawah alur tegangan tinggi (berjarak
minimal 20 meter), tidak berada didaerah yang terkena banjir dalam

" Wawancara dengan ibu Maria Mursalin selaku BDM Financing pada
tanggal 24 Juli 2017
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2 tahun terakhir, tidak berlokasi dibantaran sungai dan bantaran rel
kereta api, dan tidak sedang dalam sengeta.

Kriteria agunan yang tidak memenuhi persyaratan masih
dimungkinkan untuk diterima sebagai agunan dengan syarat terletak
didaerah dengan tingkat penjualan kembali yang relatif' tinggi,
marketable dan dilingkungan real estate dengan kondisi baik."®
Penundaan Pembayaran dalam Pembiayaan Hunian Syariah atau
KPR

Pada awal akad. baik pihak Bank maupun nasabah harus
mematuhi peraturan yang sudah disepakati bersama. Dalam
pembayaran angsuran perbulan. snasabgh melakukan pembayaran

Apabila nasabah/w;l} kukan pembayaran, maka
Bank mengeluarkan Surat Tyermgatan SP). Bank Muammalat tidak

meminta denm keBank melakukan
evaluasi penye kéterlam Beﬁll:[p §ran. Jika dalam
evaluasi ditemukan ball\su)mledal\mampuan membayar
angsuran dikarenakan nasabah di PHK dari pekerjaannya atau
nasabah memang l Kk idak memungkinkan
(tidak dilakukan dengan sengaja), maka pihak bank akan
memberikan keringanan kepada nasabah yaitu dengan memberikan
toleransi waktu pembayaran dengan cara penjadwalan ulang.
Penjadwalan ulang dilakukan dengan memperpanjang jangka waktu
dengan memperkecil besaran angsuran. Namun apabila ditemukan
unsur kesengajaan, dalam arti nasabah sengaja tidak membayar,
maka pihak bank Muammalat akan memberikan sanksi kepada
nasabah. Uang tersebut bukan sebagai pendapatan bank. melainkan
oleh bank uang tersebut disalurkan ke Baitul Maal Muammalat.

'* Wawancara dengan ibu Maria Mursalin selaku BDM Financing pada
tanggal 24 Juli 2017
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Jika dalam jangka waktu tersebut masih tidak mampu
melakukan pembayaran angsuran atau dengan kata lain nasabah
dinyatakan pailit. maka pihak bank memberikan waktu kepada
nasabah selama kurang lebih 3 bulan untuk menjual agunan/rumah
yang dijaminkan kepada pihak bank Muammalat. Hasil dari
penjualan tidak sepenuhnya menjadi milik bank. Jumlah yang
menjadi hak bank adalah sebesar pinjaman nasabah. Sisa dari jumlah
tersebut menjadi milik nasabah. Namun, apabila hasil penjualan lebih
kecil dari jumlah sisa angsuran, maka nasabah masih memiliki
kewajiban untuk menutup hutangnya. Misalnya hasil dari penjualan
adalah Rp. 250.000.000,00 sisa pm;aman nasabah adalah Rp.
150.000.000.00 maka ya ak bank adalah Rp.
150.000.000,00 dan sisany galtuﬁ 1000.000,00 adalah milik

O
o

nasabah.
Penanganan kredlt mace da @Kad murobahah maupun

iki perbedaan. Dimulai dengan

surat teguran tanpa dnkena}gﬁﬂgﬁm Jadwalan ulang sampai
1

penjualan agunan/rumah ya’h’ an kepada pihak bank
Muammalat.'’
h UNIVERSITAS
. Analisa Pembiayaan H atau KPR dengan akad
Muirobahah  dan 'I$L#1AI qgisah pada Bank
Muammalat KC SL‘IND ?shr twa DSN-MUI
1. Analisa Pembiayaan Hunian Syariah atav KPR dengan
akad Murobahah pada Bank Muammalat KC Surakarta

dalam Perspektif Fatwa DSN-MUI.

Akad murobahah merupakan salah satu akad yang
digunakan dalam pembiayaan Hunian Syariah atau KPR di Bank
Muammalat Surakarta. Dalam bank Muammalat KC Surakarta.
biasanya akad ini dipakai untuk pembiayaan atau pembangunan
rumah atau  pembelian  barang dan peralatan dan

' Wawancara dengan ibu Maria Mursalin selaku BDM
Financing pada tanggal 24 Juli 2017
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tukang/renovasi. Dalam hal ini, peneliti menganalisa sejauh
mana fatwa DSN-MUI diterapkan dalam akad murobahah pada
pembiayaan KPR pada bank Muammalat KC Surakarta. Untuk
mengetahui apakah akad murobahah di bank Muammalat KC
Surakarta sudah sesuai syariah. peneliti menganalisanya dengan
fatwa DSN-MUI No 04 tahun 2000 tentang Pembiayaan
Murobahah.

Dalam fatwa DSN MUI No 04 tahun 2000 terdapat 5
poin, yaitu ketentuan umum murobahah dalam bank syariah,
ketentuan murobahah kepada nasabah, jaminan dalam
hah, penundaan pembayaran
murobahah.'®

murobahah, utang dala o

dalam murobahah, dai’bangkrut daja
i

O
dgm Bank Syariah

Pada ba manq;l KC Surakarta, proses
berlangsungnya akad %' ”uai dengan syariat Islam,
namun dalam -r.e-w.n‘ﬁ pelum  dilaksanakan secara
sempurna. Karena akad menjadi sah apabila telah terpenuhi
syarat@erI(WyE[Rtsly?Ar&elakukan akad

terjadi kesepallguja ohul) antara pihak bank

Muammalat da ohon pembiayaan dengan
diperkuat WN(E$ a nasabah dan bank
adalah aqll')clfqy ifu orang yang erﬁ untuk melakukan
mauqud, sesuatu yang diakadkan yaitu objek pembiayaan
yang tertuang dalam sighah yaitu ijab dan gqobul.

Untuk pihak yang melakukan akad baik pihak bank
maupun nasabah telah memenuhi syarat dengan sempurna
yaitu sama-sama memiliki kecakapan atau kelayakan
(sempurna akal), kuasa atau kewenangan (baligh, rasyd, atau
pintar) dan untuk objek yang diakadkan dalam hal ini adalah
berupa rumah hunian atau perlatan renovasi yang bersifat

"*Fatwa Dewan Syariah Nasional No 04/DSN-MUI/IV/2000
tentang Murobahah
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legal (bukan sesuatu yang diharamkan), jelas kuantitas dan
kualitas. Namun dalam hal penyebutan harga (A4/-staman),
dan proses berlangsungnya sighah pihak bank belum
mengaplikasikan dengan sempurna.

Seharusnya dalam penyebutan harga seperti yang
dinyatakan oleh sebagian fugoha seperti Ibnu Abidin bahwa
harga adalah kadar balasan yang dibeli dengannya atas dasar
saling kerelaan atau sesuai dengan kesepakatan bersama.
Namun, dalam prakteknya perhitungan besarnya keuntungan
yang diminta oleh pihak bank tidak berdasarkan kesepakatan
bersama. Dalam penentuan argin (laba) sepenuhnya
dilakukan oleh pihdk bink Muamalat sendiri. Tanpa ada

musyawarah antara gda hglalpihak|yaitu pihak bank dengan
nasabah. Penentuancs nk tidak diperbolehkan
karena dalam akad harus Hukaan dan adanya saling
keridhaan dari dua piAdk. Kadena hukum asal jual beli
semuanya adalah b w Jdasarl saling keridhaan.
Seperti yang dlunokaﬁkan oleh Imam Syafi’i tentang hukum

“MUNIVERSITAS |
Jyy i £ LY el uiglﬂiALM O3] rlr ST gt Jos YU
INDONESIA

Bahwa “hukum asal jual beli semuanya adalah boleh
apabila terdapat kerelaan dari penjual dan pembeli pada jual
beli yang diperbolehkan, kecuali terdapat dalil Rasulullah
yang melarang™ "’

_ Hal senada juga diungkapkan oleh Imam Ibnu Abd
Al-Barr, salah seorang Ulama Malikiyah

“Ali Ahmad Al Nadwy, Maushu’ah al Qawaid wa al-
Dhawabith al fighivyah al hakimah li al Muammalah fi al-Figh al-
Islamivah (Dar *Alam al-Ma’rifat, 1999 M/1419 H), hlm. 221
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ol Lai dgen 0L e B anm Y1 315 e ) iS5 0 T g0l G Joo"

" adl s
terjemahnya

“hukum asal dalam jual beli adalah halal apabila
didasari saling keridhaan, kecuali terdapat dalil syara’
dari Allah yang mengharamkannya melalui lisan
Rasul-Nya baik berupa nash atau maknanya”.*’

Hal ini terbukti ketika nasabah datang ke bank
syariah, pertama J j odorkan adalah brosur yang
berisi limit pem @yaa atauZpokok pembiayaan dengan
ketentuan-ketentu v % g akan dilakukan. Brosur
| tetang aia g-barang yang dapat dibeli
purobahah. Namun  berisi
tentang pilihan norhinad Pangsuran dan jangka waktu

pembiayaan. Plhéﬁ‘” ﬁﬂjﬁgﬂff@‘ memberikan kesempatan

kepada nasabah untuk bermusyawarah mencapai kesepakatan
bersarLBNikV E@SWA@ jangka waktu -
pengembalian. Namun kesemuanya sudah ditentukan oleh

siliak bank derbad Loyl Mol Padshal codal ada
fatwa vy m@rm §TAayaan murobahah.
Karena p YUY bank Muammalat
adalah kesepakatan telah tercapai apabila nasabah telah

setuju dengan rancangan angsuran yang sudah disusun oleh
pihak bank.

Dalam hal ini pengimplementasian fatwa DSN-MUI
No 04 tahun 2000 tentang ketentuan umum Murobahah
dalam bank syariah terkait keterbukaan pihak bank dalam
menyampaikan harga pokok dan keuntungan belum

“Ibid,. Him.222
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dipraktekkan secara sempurna. Secharusnya pihak bank
memberitahu secara jujur dan terbuka harga pokok barang
kepada nasabah berikut biayél yang diperlukan dan
keuntungan yang diambil seperti yang tertuang dalam
fatwa.”’  Namun pihak bank menggantinya dengan
memberikan beberapa simulasi pembiayaan yang tertulis
dalam brosur dengan ketentuan semakin lama jangka waktu
angsuran semakin kecil besaran angsuran yang dibayarkan.
Begitu sebaliknya, semakin pendek jangka waktu angsuran
yang diambil, maka nominal angsuran yang harus dibayarkan
setiap bulannya semakin besar.

Dalam pela«mnaan zmadf sighah) diperkuat oleh
kehadiran notaris. m fungsi notaris adalah
e% pakan alat pembuktian

membuat akta otent

terkuat dan terpenk m 312]3[) hubungan bisnis,
: Z . ;=

perbankan, kegiatan lain>lain.

Sighah dltuaﬂgﬂfwmm perjanjian tertulis yang
memuat ija enawaran) _dan_gobul (penerimaan) antara
bank M N rﬁé A risi hak dan
kewajiban masing M asarkan prinsip syariah
yang sudah disepalﬁ[‘l’ﬁ#‘ ah Zuhaili mengartikan
lafal akad se'M@NEysxlA

Lo Uagy O elyun sl OLbF o N NCCRN ) W N A EPOREINN [ Y IV

LJ}.JL:— o ,i ,.,L:-U il o ,L}.:u r‘

*'Fatwa DSN MUI No 7 thn 2000 tentang ketentuan Umum
Murobahah dalam bank Syariah butir 6.



114

Bahwa

“Akad secara bahasa adalah ikatan, Atau pengikat
antara dua ujung. seperti halnya mengingat secara

22

teori dan maknawi, dari sisi satu atau keduanya”

Akad diartikan sebagai pengumpul dua ujung tali dan
mengikat salah satu dengan yang lain sehingga bersambung
dan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Adapun dasar hukum dilakukannya akad terdapat
dalam Al-Qur’an surat Al-Maidah ayat |

€

3l LT e sl

2%

Terjemahnya
“Hai orang

Namun ya#g-immgi;ﬂ adalah pembebanan biaya
atas kehadiran notaris__sepenuhnya dibebankan kepada
nasawam %Iria@\ gnanfaatkan Jasa
notaris terscbut.lsl_ A M

D ﬂJ g zly para ulama mazhab
berbeda pén @:an i pa* saja yang dapat

dibebankan kepada harga jual tersebut. Seperti, Ulama
Mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya langsung terkait
dengan transaksi jual beli dan biaya yang tidak langsung
terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai
tambah pada barang itu. Ulama Syafi’i membolehkan
membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam
suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri

'iman, penuhilah aqad-aqad
23

* Hendi Suhendri, Figh Muammalah, Cet 1, (}akarta: Rajawali
Press,2013), him. 44

“Kementrian Agama Republik Indonesia, A/- Awwal Al-Qur an
20 baris Terjemah,( Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010) him.54
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karena komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu
pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak
boleh dimasukkan sebagai komponen biaya. Ulama mazhab
Hanafi membolehkan biaya-biaya yang secara umum timbul
dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak
membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya
dikerjakan oleh penjual. Sedangkan mazhab Hambali
berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak
langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-
biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan
menambah nilai barang yang dijual **

Secara rinkeas,ls%iapat dlatakan bahwa keempal

dilakukan penlual angsung yang berkaitan

i 5

dengan hal-hal yangﬁerguna

hakfN W/ B FeRasdal 1y Shotaris  tidak
sepenuhnya dibeb kep ihak nasabah, karena biaya
tersebut juga mer gl—bé semestinya dikerjakan
oleh penjualwm@NESIA

Pada awal akad, pihak bank dalam menjelaskan harga
barang pokok dan besar keuntungan kepada nasabah tidak
sesuai dengan isi fatwa DSN-MUI. Dalam menentukan harga
pokok masih terdapat unsur riba. Karena dalam prakteknya
bank Muammalat sebenarnya tidak membiayai 100% barang
yang dibutuhkan nasabah. Namun 80% pihak bank dan 20%
pihak nasabah untuk lahan yang luasnya lebih dari 70m? dan
85% pihak Bank dan 5% pihak nasabah untuk lahan yang

*Al-Bahuti, kasyaful-Qina’ an Matin Al-Agna, 1], him. 234
» Adiwarman Karim, Bank Islam Analisis F) igih dan Keuangan,
Cet 7 (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2010), him. 114
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luasnya kurang dari 70 m?. Misalnya harga bangunan Rp.200
juta untuk lahan lebih dari 70m? maka nasabah harus
memberikan uang muka sebesar 20% dari 200 juta yaitu Rp
40.000.000.00 dan pihak nasabah hanya mengeluarkan dana
sebesar 200 juta-40 juta yaitu 160 juta. Kemudian, pihak
bank mengambil keuntungan sebesar 5% pertahun.

Dalam hal ini. pihak bank menghitung keuntungan dari
jumlah uang yang dikeluarkan yaitu 5% x 160 juta, bukan dari
harga bangunan sebesar 200 juta. Dalam perhitungan tersebut
tidak nampak jual beli riil, melainkan terlihat pinjam

meminjam uang ng dengan tambahan (riba).

seperti ini bertentangan

Praktek pembia
r\% 04/DSN-MUI/2000 tentang

dengan fatwa

bebas riba.

Dalam  hat] J%}M@JWT mengingatkan dalam
firman-Nya dalam surat An-Nisaa ayat 29.

o NNV EBSITAS iy
Is I_ A‘M ......... ;’5;.,0 D2\ 5 E s
e INDONESIA

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu
saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang
batil kecuali dengan transaksi yang diridhoi diantara
keduanya. *°

Prinsip utama riba adalah penambahan. Seperti
pernyataan yang disampaikan oleh jumhur ulama sepanjang
sejarah Islam dari berbagai mazhahib fighiyyah. Diantaranya

**Kementrian Agama Republik Indonesia, A/- Awwal A I-Qur - an
20 baris Terjemah, ( Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010) him. 43
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vaitu Badr ad Din al-Ayni, pengarang Umdatul Qori Syarah
Shahih al-Bukhari. Yang menyatakan bahwa:

"ol i g e U Jol e B g2l 5 say B3 (L) a8 ot
Yang artinya:

Menurut syariah, riba berarti penambahan atas harta
pokok tanpa adanya transaksi bisnis riil atau penambahan
atas harta pokok karena unsur waktu.”’

Seperti pendapat An-Nawawi dari Mazhab Syafi’i

o o b anfan SN o)

[rS2T 6550 gs) £t syl J

g Z

4 el b JSh %Jﬁ ; m'g o | ey e L f/’ G .')i,.’z.'ll
| .

TRV P I %Ji) . JK%.' LA ot 0Ly g8 oT e iadl

lg.uzj 3o flalnll 3yems OIS L Jyls Ll 013

AR 1ot 13 s
NIV ERSITAS T
bahwa s s en ib 1g ifarahg™Al-Qur’an dan

Assunnah adalah [I(S’EhmMrta pokok karena unsur
waktu. Dalam dunia perbankan, hal tersebut dikenal dengan
bunga kredid ENEDHD P D4\ Disini pinak bank
Muammalat mengambil tambahan keuntungan tanpa adanya

sy JU 3 ool

transaksi pengganti atau penyeimbang yaitu transaksi bisnis
atau komersial yang melegetimasi adanya penambahan
terscbut secara adil, seperti transaksi jual beli, gadai, sewa
atau bagi hasil proyek.”®

Selain itu, model yang digunakan dalam pembiayaan
KPR pada bank Muammalat KC Surakarta bukan akad

“"Badr ad-Din al Ayni, Umdatul Oari Svarah Sharah Sahih A-
Bukhori (Constatinople: Mathba’a Al-Amira, 1310 H), vol. V, him. 436
*Imam An-Nawawi, Majmu’ Syarah al-Muhad=d=ab,(Kairo:
cetakan Zakaria Ali Yusuf), vol. IX, hlm. 42.
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murobahah murni, namun akad murobahah yang diwakilkan.
Dimana pihak perbankan mewakilkan kepada pihak nasabah
untuk melakukan pembelian sendiri barang yang diinginkan
kepada supplier setelah mendapatkan dana dari bank. Praktek
murobahah semacam ini menyerupai transaksi kredit pada
perbankan konvensional. Karena dalam murobahah diselipi
akad wakalah penyerahan bukan dalam bentuk barang,
melainkan dalam bentuk uang cash yang hal ini juga
dipraktekkan dalam perbankan konvensional melalui
pinjaman kredit.

Dalam ak

riba didalamnya, i nenfadn harga jual barang sudah
ditetapkan jauh se ﬁlu
yang menjadi obj&
pasti. Akibat lain %lari
apabila ada disk

perbankan syariah%ﬁ%}‘

tidak mengurangi jumlah pembiayaan murobahah padahal

diskorl P FEmER ST bl Berdesarkan
ketentuan Undang-=Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang
Perlindungan Kar AMelaku konsumen terhadap

jasa bank Wﬁ@ﬁgglﬁmhk diskon.”’

Sehingga terdapat beberapa hal yang tidak sesuai
dengan fatwa DSN-MUI No. 04/DSN-MUI/ITIV/2000
mengenai  ketentuan  murobahah  kepada  nasabah.
Diantaranya, bank syariah tidak menyerahkan barang kepada
nasabah, tetapi memberi uang kepada nasabah sebagai wakil
untuk membeli barang yang dibutuhkan.

%1 wobahah diketahui secara
ktiknal beli seperti ini adalah
I yang menurut sebagian

5 }) menjadi haknya sehingga

Seharusnya, apabila bank Muammalat KC Surakarta
tersebut menggunakan akad murabahah bil wakalah. atau

*Undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan
Konsumen (UUPK)



119

mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari
pihak ketiga, maka barang sudah milik bank kemudian baru
terjadi akad murobahah. Karena penjualan suatu barang yang

belum menjadi miliknya (s J L ) adalah haram.

Seperti yang diungkapkan dalam hadits Rasulullah
vang diriwayatkan Hakim bin Hizam Ra. Beliau berkata:
“Wahai Rasulullah, seorang laki-laki dating kepadaku ingin
membeli sesuatu yang tidak aku miliki. apakah boleh aku
membelikan untuknya dari pasar? Rasulullah menjawab
“janganlah engkau menjual apa yang tidak kamu miliki”

ISLAM

Aﬁinb)) "5“3’u~:“"¢-”fod‘""’ Lcc.g) ,C,.Lguwfa‘yj ’C‘-‘!:J'L“J—‘l\'"
(e & oo, Lt S JgJ sy
Zz

J

UNIVER%IT

. m
Terjemahnya: %
>

“tidak halal w dan jual beli, dua syarat

dalam jual bé‘%bun ung yang belum terjamin dan jual

Iy sespatu yang . Ahmad dan

DRIV ERSIAS.

Akan tetaJiS!nleﬁaMlat Surakarta langsung
melakukan m GMEZS erahkan uangnya
kepada nasabah q;k membeli arang%emudlan nasabah
membelikan barang yang dibutuhkan dengan nama nasabah.
Sehingga terjadi kerancuan antara jual beli barang atau
pinjam meminjam uang. Akibat lain dari praktik jual beli
seperti ini berpotensi mengadung unsur riba didalamnya

karena dalam hal ini penentuan harga jual barang yang
diperjualbelikan telah ditetapkan jauh sebelumnya.

Praktik pembiayaan murobahah diatas tidak sesuai
dengan fatwa DSN-MUI No 04/DSN-MUI/IV/2000 poin 9

“Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid wa Nihayah al-Mugqtashid,
(Beirut: Dar el-Fikr) jilid II, hlm. 99
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tentang murobahah yang menyatakan bahwa “jika bank
hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang
dari pihak ketiga, akad jual beli murobahah harus dilakukan
setelah barang secara prinsip menjadi milik bank.

Ketentuan Murobahah kepada Nasabah

Secara umum, ketentuan murobahah kepada nasabah
telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI. Dalam hal ini nasabah
embiayaan dan berjanji untuk
pihak bank. Kesepakatan

mengajukan permohonan

membeli barang

tersebut dibuktik perjanjian yang mengikat

permohonan disetujui dan

kewajiban untuk -

- ﬂ surannya sesuai dengan
kesepakatan dlawaa("gx'%f A@fn kewajiban pembayaran
uang mu % an. Semakin besar uang
muka ‘;jwv Qﬁfm besaran uang
angsuran akan WI tersebut sesuai dengan
yang digariskant§

BaMQQM§;§I e-2' tentang pengadaan

barang, bank tidak membeli barang terlebih dahulu dari

developer dan menjualnya kepada nasabah. Akan tetapi
nasabahlah yang mencari atau membeli sendiri baik
bangunan maupun keperluan renovasi (material, tukang, dll)
dan membawa sertifikat tanah sebagai jaminan kepada bank
untuk permohonan pembiayaan dengan alasan bahwa
pemilihan bangunan (rumah) tidak serta merta mudah seperti
pembelian properti lainya. Hal tersebut tidak sesuai dengan
konsep murobahah seperti yang telah digariskan oleh fatwa
DSN MUI No 7 tahun 2000. Praktek yang dilakukan oleh
bank Muammalat adalah murobahah yang diwakilkan. Dan
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hal tersebut tidak tertuang dalam fatwa DSN-MUI yang
menyatakan bahwa “Jika bank menerima permohonan
tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang
dipesannya secara sah dengan pedagang”. Jadi dalam hal ini
tidak ada transaksi terlebih dahulu antara bank dengan
developer sebelum dengan nasabah yang sesuai dengan fatwa
DSN-MUI tentang pembiayaan murobahah. Karena konsep
murobahah yang dipraktekkan oleh bank Muammalat KC
Surakarta adalah murobahah yang diwakilkan.

Jaminan dalam Murobahah

padda bank Muammalat KC
sabah yang mengajukan
n atau disertai jaminan.

cHi sikan agar nasabah lebih
serius dalam menjgnkaem%J yaan. Dan hal tersebut
diperbolehkan  olct L @ —TISN-MUI  No.04/DSN-
MUI/IV/2000 tentanﬁb Atsinat “ddllam  murobahah. Begitu

pula berdasarkan hukurn Isgu minan__atau agunan
dlpﬁI‘bO]MN luT k Al-Qur’an
surat Al-Bagarah TSZL A M

o {INETOMEESIAF o

Yang artinya

Praktek tenyfpg lfakfiriah

“jika kamu dalam perjalanan (dan bermuammalah
tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh
seorang penulis maka hendaklah ada barang
tanggungan yang dipegang” */

*'Kementrian Agama Republik Indonesia, Al- Awwal Al-Qur 'an
20 baris Terjemah,( Jakarta: Mikraj Khazanah Ilmu, 2010) hlm. 27
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Dalam figh, jaminan selain barang dikenal dengan
istilah kafalah. Kafalah merupakan jaminan yang diberikan
oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk
memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung.
Dalam hal ini kafalah bermakna pemberian jaminan bagi
orang yang sedang berutang ketika belum mampu membayar.
Jaminan juga sebagai bentuk komitmen atau ikatan antara
nasabah dengan pihak bank karena pada prakteknya
pengembalian kewajiban pembeli kepada pihak bank secara
angsuran memerlukan waktu yang relatif lama. Dengan
adanya jaminan ini apabila terjadi wanprestasi yang mungkin
saja dilakukan zSh'Shaé&Mlh) maka pihak bank dapat

Selama pembf ﬁﬂ elim selesai, maka nasabah
memiliki kewajibé)ﬁbmem ayar hutang kepada pihak bank.

Apabiﬁj penabi hg um selesai, dan
nasaba ma%ja y menjadi objek

pembiayaan, nlgmth tidak mempengaruhi

angsuran pembiayaan selama nasabah tersebut membayar
angsurann @NE}SIAg sudah disepakati.
Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI No.04/DSN-
MUI/IV/2000 tentang utang dalam murobahah. yang
menyatakan bahwa “Secara prinsip, penyelesaian utang
nasabah dalam transaksi murobahah tidak ada kaitannya
dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah kepada pihak
ketiga atas barang tersebut™.

*Muhammad Syafi’i Antonio, Bank Syariah Teori dan Praktek,
(Jakarta: Gema Insani, 2001), him. 123
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Penundaan Pembayaran dalam Murobahah

Stritegi yang dilakukan oleh bank Mummalat KC
Surakarta untuk menghadapi nasabah yang menunda
pembayaran adalah dengan menegur tanpa memberikan
sanksi. Teguran tersebut dijadikan oleh pihak bank sebagai
bahan evaluasi. Apabila ditemukan unsur keserizajaan maka
pthak bank akan memberikan peringatan disertai dengan
denda. Denda tersebut tidak masuk dalam pendapatan bank,
namun disalurkan ke Baitul Maal Muammalat. Seclain itu
nama nasabah tersebut akan di hlacklist di Bank Indonesia
sebagai  nasabah 2 miliki  pembiayaan  yang
bermasalah Selama i paLa‘éAMﬂv uammalat KC Surakarta

tersebut  sesuai dlﬁugan wam DSN-MUI' No.04/DSN-
MUI/IV/2000  tentds an  pembayaran  dalam

murobahah. Yaitu j _] M@ unda nunda pembayaran
dengan sengaja, ataUJ a salah safu pihak tidak menunaikan
kewajib B' kan melalui
Badan U“WIE SE téas kesepakatan
melalui musyawaer}SI_AM

banger MY INE S|A

Tindakan bank terhadap kredit yang dinyatakan pailit
atau nasabah benar-benar dinyatakan tidak mampu lagi untuk
mengangsur adalah dengan cara penjadwalan ulang. Yaitu
dengan memperpanjang masa angsuran dan memperkecil
nominal angsuran. Apabila cara tersebut nasabah tetap tidak
mampu, maka pihak bank Muammalat KC Surakarta akan
memberikan waktu kepada nasabah untuk menjual atau
melelang bangunan tersebut. Dari hasil penjualan bank hanya
mengambil haknya, vaitu kekurangan angsuran. Adapun
selebihnya dikembalikan kepada nasabah. Tindakan tersebut
kurang sempurna dengan fatwa DSN-MUI No 4 tahun 2000
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tentang bangkrut dalam  murobahah. Fatwa tersebut
menyatakan “Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal
menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan
utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan
kesepakatan™.

Bahkan Al-Qur’an sangat memuji apabila bank
bersedia memberikan pembebasan utang tersebut baik
sebgaian atau seterusnya. Hal tersebut berdasarkan ketentuan
Surah Al-Baqarah ayat 280 sebagaimana dibawah ini:

GIRTAR AU yr=ryrvom gy AT EA S PSSR T

)
Yang artinya:
“Dan jika hg itu) dalam kesukaran,
maka beril mpai ia berkelapangan.”**

Dalam hal)/tlﬂm‘mmmbeukan pilihan kepada

nasabah untuk menjual ban unan tersebut untuk menutupi

hutangMNiM lTA n ulang dirasa
masih memberaI m tidak memberikan tenggang
waktu kepada n bah dinyatakan sanggup
kembali. SW@QNE@ Ma DSN MUI bahwa
apabila nasabah tela invatakan pailit dan gagal

menyelesaikan uatngnya, bank harus menunda tagihan
utangnya samapi ia menjadi sanggup kembali.

2. Analisis Pembiayaan Hunian Syariah atau KPR dengan akad
Musyarakah Mutanagisah pada Bank Muammalat KC Surakarta
dalam perspektif Fatwa DSN-MUI.

Untuk menganalisa apakah akad musyarakah mutanagisah
pada pembiayaan KPR di bank Muammalat KC Surakarta sudah

“Kementrian Agama Republik Indonesia, A/- wwal Al-Qur'an
20 baris Terjemah,( Jakarta: Mikraj Khazanah IImu, 2010) hlm.25
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sesuai dengan fatwa DSN-MUI tentang musyarakah mutanagqisah,
maka peneliti menganalisa berdasarkan poin yang tertera dalam akad
tersebut. Fatwa yang dijadikan rujukan oleh bank Muammalat KC
Surakarta adalah fatwa DSN-MUI No. 01/DSN-MUI/X/2013 tentang
pedoman implementasi musyarakah mutanagisah dalam  produk
pembiayaan. Di dalam fatwa tersebut terdapat beberapa poin penting
terkait pembiayaan dengan akad musyarakah mutanagisah. Poin
tersebut meliputi karakteristik musyarakah mutanagisah, tujuan
produk, objek pembiayaan, prinsip dan ketentuan akad, ketentuan
khusus indent, dan ketentuan lain yang meliputi denda dan ganti rugi,
pelunasan dipercepat, dan penyelesaian pembiayaan bermasalah.

a. Karateristik Musyarakd hdwjuranaqmaé

o)

0. 01/DSN-MUI/X/2013
wsyarakah  Mutanagisah
setidaknya terdapat 3 ciri

Didalam fatwa
tentang pedoman Im
dalam produk pembiay
khusus  (karakteristik):
musyarakah mutanaqisah-de

T 1bedakan antara akad
92 ,-a lain yang ada dilembaga
kevangan syariah. Hasil analisa E eneliti menemukan bahwa

tidak semud_SHiontbmA iz Fof &mla wSHSN-MUI No.

01/DSN-MUI/X/201 1%1?1_52}1&\ mempumd.

Dalam w s[J diperbolehkannya
modal berkuram S Aank Muammalat
telah menyantumkan dalam klausa perjanjian agar nasabah
membeli aset yang dimiliki oleh bank. Hal tersebut sudah sesuai
dengan karakteristik yang ditetapkan oleh fatwa DSN-MUI No.
01 tahun 2013 tentang akad musyarakah mutanagisah. Karena
subtansi dari akad musyarakah mutanagisah adalah terjadinya
perpindahan hishshah (porsi) kepada salah satu pihak ketika
akad tersebut berakhir. Ciri khas inilah yang memang harus
ditampakkan dengan cara membuat perjanjian sejak awal
terhadap salah satu pihak (nasabah) untuk membeli hishshah
(porsi) yang dimiliki oleh pihak bank. Namun pihak bank tidak
melakukan taj ziatul hishshah (membagi modal kedalam unit-
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unit hishshah). Hal ini cukup disayangkan mengingat taj ziatul
hishshah merupakan unsur yang paling penting sebagai
pembeda antara akad musyarakah mutanagisah dengan akad-
akad lainya.

Pihak bank hanya menyebutkan prosentase modal yang
diberikan -dalam syirkah tersebut, dan tidak menyebutkan
mengenai pembagian unit-unit hishshah. Padahal dalam fatwa
DSN-MUI No 01 tahun 2013 sangat jelas menyebutkan bahwa
selain  membuat  hishshah/porsi modal kedalam syirkah,
hishshah/porsi harus dijadikan unit-unit dan setiap unit memiliki
nilai tersendiri (mod

. ; h karena itu, tidak adanya
taj ziatul hishshah p@a pembiaygah ini menunjukkan bahwa
implementasi fatwa %)S 8 01 tahun 2013 tentang

m% isah belum dilaksanakan

karakteristik Musyalgk.
secara sempurna.
Tujuan Produk

S

Dalam haf in1 -tujuan  pembiayaan dengan akad
musyda, k,tﬂ Sat adalah untuk
menyethidkan MEHI%I A nasabah baik
perorangan maL L lam rangka memperoleh
hunian atau rumah secara utuh. Hal tersebut sesuai dengan
fatwa DSW@@NE&]Aentang musyarakah
mutanaqisah tentang tujuan produk. Yaitu tujuan penyedian
produk ini adalah untuk menyediakan fasilitas pembiayaan
kepada nasabah baik perorangan maupun perusahaan dalam

rangka memperoleh atau menambah asset berdasarkan sistem
bagi hasil.

¢. Objek Pembiayaan

Selama pembiayaan, objek musyarakah mutanaqisah
diatas namakan pihak nasabah diawal perjanjiannya dengan
alasan bahwa objek pembiayaan musyarakah mutanaqisah
ini nantinya adalah milik nasabah. Hal tersebut tidak
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tercantum dalam fatwa DSN-MUI No 01 tahun 2013 tentang
objek pembiayaan. Karena hal tersebut memudahkan proses
pengalihan hishshah secara prosedural tanpa harus dibalik
namakan terlebih dahulu.

Prinsip dan Ketentuan Akad

Musyarakah yang dijalankan di bank Muammalat KC
Surakarta adalah syirkah Al-Innan dimana nasabah dan bank
sama-sama memiliki kontribusi terhadap pengadaan objek
pembiayaan. Bank bersama nasabah memiliki tanggungjawab
penuh terhadap pengadaan barang sesuai dengan porsi
masing-masing dar

melepaskan tanggt aimb képada pihak lain dalam
melakukan aktifitas|te e n\/'- al @ersebut telah diatur dalam
fatwa  DSN-MUI i 87DSN-MUI/IV/2000 tentang
pembiayaan musyaya g Sﬁlcbutkan bahwa “setiap

mitra melaksanakar 1
pribadi dan wakil ariya) dudukan masing-masing
dalam orgamsam kerja harus dijelaskan dalam kontrak™.
Dalam E ii n kontribusi

sesuai dengan po daan barang. Dimana
porsi bank 70% JanguAMtau sesuai kesepakatan
berama. INDONESIA

Dalam hal ini ulama figih sepakat membolehkan
perkongsian jenis ini. Dalam syirkch ‘inan. para mitra tidak
perlu memiliki saham yang sama dalam permodalan.
Tanggungjawab mereka tidak sama sehubungan dengan
pengelolaan bisnis mereka. Pembagian keuntungan diantara
mereka mungkin tidak pula sama. Boleh saja modal satu
orang lebih banyak dibandingkan yang lainnya, sebagaimana
dibolehkan juga seseorang bertanggung jawab sedang yang
lain tidak. Begitu pula dalam bagi hasil, dapat sama juga
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dapat berbeda, tergantung pada persetujuan yang mereka buat
sesuai dengan syarat transaksi.”*

Selain itu bank Muammalat KC Surakarta tidak
menetapkan modal hanya terbatas uang. Akan tetapi modal
bisa berupa barang atau benda yang memiliki nilai seperti
emas ataupun perak sebagai penyatuan awal modal. Hal
tersebut tertuang dalam fatwa DSN-MUI No 08/DSN-
MUI/IV/2000  tentang pembiayaan musyarakah yang
menyatakan difaerbolehkannya menggunakan emas/perak
sebagai penyatuan awal modal. Ketentuan tersebut terdapat

pada poin “objek 2 1 odal yang diberikan harus
ya@ nilainya sama”. Modal bisa
V)

seperti barang-barang, properti,

uang tunai, emas, pe

terdiri dari aset p laa

dan sebagainya. Apa

dahulu dinilai de %an tufa) dan disepakati oleh para
=) >

”»

mitra

SUENE) |
Dalam hal i Jumhurul ulama seperti ulama
Hanaf‘@N W%R%Jm%endapat bahwa
modal dalam EEI 0 n hafts jeélds ada=dan tidak boleh
berupa utang ataIlSrta_yAtMada ditempat, baik ketika

akad. Selaii itu_modal harus bggupa sesuatu yang bernilai

seacara u n

Aitu, tidak sah modal
syirkah dengan barang-barang, baik yang bergerak (manqul)
maupun tetap (‘aqar). Adapun imam Malik tidak
mensyaratkan bahwa modal itu harus berupa uang, tetapi
memandang sah dinar dan dirham. Begitu pula memandang
sah dengan benda, dengan perkiraan nilainya. Dengan alasan
bahwa syarat perkongsian akad harus jelas. Dengan
demikian, benda dapat diserupakan dengan uang. Sementara
itu Ulama Hanafiyah, Syi’ah Imamiyah dan Zaidiyah

berpendapat bahwa modal dalam perkongsian ini, yakni dapat

* Rahmat Syafi’i, Figih Muammalah, (Bandung: Pustaka Setia,
2006) hlm. 189
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dengan barang-barang yang ditakar, ditimbang dan dihitung
adalah diperbolehkan dalam perkongsian.”

Selain itu, bank Muammalat juga menetapkan adanya
barang jaminan selama pembiayaan berlangsung. Hal
tersebut  tertuang  dalam  fatwa  DSN-MUI  No
08/MUI/IV/2000 tentang pembiayaan musyvarakah yang
dijelaskan bahwa: “Pada prinsipnya, dalam pembiayaan
musyarakah tidak ada jaminan, namun untuk menghindari
terjadinya penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan.
Walaupun dalam prakteknya selama masa pembiayaan rumah
tersebut merupakan milik-bersama bank dan nasabah, tetapi
didalam sertifikat rum h?erse%t bank mengkuasakan rumah
untuk mempermudah
akad. Kesemua klausa
DSNIMUI No 01 tahun 2013

> fat 4

tentang prinsip dan kS ent nuspqrakah mutanagisah yang

menyebutkan bahwﬁau %E@ tentuan  hukum/prinsip
g dia

syariah sebag,almana yan tur alam fatwa DSN-MUI No

OS/DSNWV)EW g]br‘aArgyarakah.
Pihak banlﬁn mmadat KC, Surakarta mendapatkan
pendapatan mitsyc Lﬂm berupa wujrah. Karena
biasanya kWDM% n oleh nasabah
berdasarkan prinsip ijarah. Jadi dalam hal ini nasabah
memiliki dua kewajiban, yaitu mengambil porsi kepemilikan
bank dan membayar uang sewa. Hal tersebut sesuai dengan

fatwa DSN MUI No 01 tentang prinsip dan ketentuan
musyarakah mutanaqisah.

diatas sesuai dengap>

Dalam  pembagian  nisbah  keuntungan  bank
Muammalat dan nasabah membagi sesuai porsi kepemilikan
modal awal. Pembayaran kewajiban tersebut dapat dengan

* Rahmat Syafi’i, Figih Muammalah, (Bandung: Pustaka Setia,
2006) hlm. 201
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cara mentranfer ke bank Muammalat tanpa harus datang ke
lokasi bank Muammalat. Hal tersebut tidak tertulis dalam
fatwa namun dapat dikatakan tidak menyimpang dari aturan
baku Fatwa DSN-MUI No 01 tahun 2013 tentang ketentuan
dan prinsip musyarakah muatangisah. karena hal tersebut
hanya bertujuan untuk memudahkan nasabah dalam hal
administrasi pembayaran pihak nasabah.

Selain itu dalam penentuan proyeksi bagi hasil, bank
Muammalat KC Surakarta memiliki konsep bahwa nisbah
dari waktu kewaktu mengalami perubahan sesuai dengan
jumlah porsi kep€milgkan amasipg-masing pihak terhadap
barang,  sebag iglana i /U ukan  didalam  daftar
angsuran/cicilan prsi kepemilikan  bank.
Selanjutnya hak

z abah diberikan seluruhnya
kepada bank untu znem i porsi kepemilikan nasabah

sehingga pada ak¥ ah, asset tersebut dimiliki

sepenuhnya oleh nas: i1i sejalan dengan ketentuan
fatwa DSN-MUI No 01 tahun 2013 tentang prinsip dan

ketentU N}MWIJ/BA@Jelaskan bahwa

proyeksi keunt didagsa pada pendapatan masa

depan dari kcglal‘SlwA tanaqisah.
AIJND&,OQESIIA kegiatan usaha

musyarakah mutanaqisah  pada bank Muammalat KC
Surakarta adalah prinsip sewa menyewa (ijarah). Oleh karena
nasabah yang mengambil manfaat dari asset tersebut, maka
nasabah memiliki kewajiban untuk membayar biaya sewa
kepada pihak bank. Besarnya biaya sewa (ujroh) asset oleh
pihak bank akan dilakukan peninjauan ulang setiap 2 tahun
sekali. Karena pihak bank beranggapan bahwa setiap tahun
nilai ekonomis suatu bangunan pasti mengalami kenaikan.
Dalam hal ini biaya sewa dapat dipastikan mengalami
kenaikan diikuti dengan kenaikan suku bunga bank
pertahunnya. Diawal akad pihak nasabah sudah menentukan
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kriteria dan spesifikasi dari objek akad. Sementara, untuk
jangka waktu ketersediaan dari objek musyarakah tidak
diketahui secara pasti. Dalam fatwa DSN-MUI No 01 tahun
2013 tentang prinsip dan ketentuan musyarakah mutanaqisah
tidak dijelaskan secara rinci, namun hal tersebut tidak
menyalahi isi dari fatwa tersebut. Karena kenaikan nilai
eknomis suatu asset memang merupakan suatu yang wajar
dan umum terjadi.

Hal ini sesuai.dengan pendapat ulama Syafi’i dan
Malikiyah yang membolehkan penangguhan (ujroh) karena

(ujroh) dan juga megnk

SLAM

iroh yang dibayar secara

cicilan ditangguhkatr

$hah  atau  pengalihan
Vusyarakah mutanaqisah
masa angsuran nasabah.

VES INQAN

Sehingga kepemili
musyarakah mutanagisah-s

T-suatu objek pembiayaan

akan' bertambah porsinya pada sisi

nasabah karena ia melakukan a‘i&suran kepada bank,
e

Semental@)NMERa&l Az&m dari porsi
kepemilikan asse[l$ ena ,a ,mgnerima angsuran yang
dihitung sebagai LAMisbah bagi hasil untuk
bank. Deng @;NEs ep@milikan ini setelah
nasabah melunasi angsurannya walaupun lebih awal dari
jangka waktu yang telah disepakati. Dengan syarat tidak
mengurangi nisbah bagi hasil yang teiah disepakati diawal
perjanjian. Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN-MUI No
01 tahun 2013 tentang ketentuan dan prinsip musyarakah
mutanagisah. Dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa
objek musyarakah mutanagisah boleh diatas namakan
nasabah secara langsung atas persetujuan bank Sayriah/LKS.
Dan pengalihan hishshah sesuvai dengan jangka waktu yang
telah disepakati atau dengan jangka waktu dipercepat atas
persetujuan bank syariah/LKS.
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Ketentuan Khusus /ndent

Khusus  untuk  kegiatan  usaha  musyarakah
mutanagisah yang menggunakan prinsip sewa menyewa
(ijjarah) dimana objek yang dibiayai masih dalam proses
pembuatan  (indent) pihak bank Muammalat telah
menjabarkan secargSpesifik ferkait kualitas dan kuantitasnya

dan tertuang dala
barang tersebut s
pembiayaan disep&ca
fatwa DSN-MUI N
indent. Bahwa dalam o indent ketersediaan objek harus

disepakati dan dﬁjﬂ@ﬂj@ﬁra jelas, baik kuantitas

maupun kualitas serta jangka waktu penyerahan objek

pembil JNHNAEER ST S

Dalam hrstMOha dari Malikiyah dan
Hanabilah membolehkan akad se];erti yang ditas. Dengan

al 50% pada saat akad
mebut telah sesuai dengan
tentang ketentuan khusus

alasan akall t a salam fi al-manafi’

(jasa).

Ketentuan lain
) Denda dan Ganti Rugi

Strategi bank Muammalat dalam menghadapi
nasabah yang menunda-nunda angsuran dalam
pembiayaan musyarakah mutangisah ~ sama persis
seperti halnya dalam menghadapi nasabah yang meunda
angsuran dalam pembiayaan murobahah. Yaitu dengan
memberikan teguran kepada nasbah dengan disertai surat
peringatan. Teguran tersebut tidak disertai pembayaran
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sanksi, namun teguran tersebut dijadikan oleh bank
syariah sebagai bahan evaluasi.

Apabila  ternyata  penundaan  pembayaran
dikarenakan nasabah tidak mampu membayar (bukan
dalam kondisi sengaja) maka pihak bank akan
melakukan penjadwalan ulang dengan memperpanjang
jangka waktu angsuran dengan memperkecil besaran
angsuran. Namun apabila ternyata ditemukan unsur
kesengajaan, maka nasabah akan dikenakan sanksi.
Sanksi tersebut bukan sebagai pendapatan bank, namun
disalurkan ke Baj i Myarmmalat. Penarikan sanksi
tersebut agar sla%lﬁﬁ\"?erzi dan tidak mengulangi

kembali.

Hal ters
01 tahun 201 X ntuan lain pembiayaan
musyarakah mitfy : ng denda dan ganti rugi.
Dalam  fatwa 2detsebut/ dijelaskan bahwa bank

syariah/LKS diperkenankan untuk memberikan sanksi

kephtd) INENAIES Franfim | Fau\ Spenunda-nunda
pembayaran ra é ana sanksi dapat berupa
denda keterlal’stln-( ] ¢ akan diakui sebagai
dana ke “E&( wrdh) yang terdiri
atas blaya penaglhan an biaya eksekusi barang.

Pelunasan dipercepat

Apabila dalam masa pembiayaan, nasabah ingin
melunasi  angsurannya, atau ingin mempercepat
pengalihan hishshah, maka nasabah harus membayar
sisa hishshah yang belum diambil alih oleh nasabah dan
sisa bagi hasil sebagaimana diperjanjikan dalam akad.
Maka hal tersebut boleh dilakukan sesuai dengan
kebijakan bank Muammalat. Adapun pemberian
discount atau potongan angsuran hal tersebut boleh
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dilakukan sesuai dengan kebijkan bank, namun bukan
hal yang wajib dilakukan oleh pihak bank.

Hal tersebut sesuai dengan fatwa DSN MUI No
01 tahun 2013 tentang pelunasan dipercepat. Bahwa
dalam hal terjadi pelunasan dipercepat maka kewajiban
nasabah adalah membayar sisa total kewajibanniya
ditambah sisa pendapatan yang belum dilaksanakan
sesuai dengan perjanjian diawal akad.

Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah

ayaan bermasalah adalah
(rescheduling).  Yaitu
tetentuan  yang  hanya

u .
sebagian atau-%¢ ptuan-ketentuan pembiayaan

termasuk gerubahan maksimum saldo pembiayaan.

]:FASangdn dimana
plhak ida ] kukan  (reconditioning)
penambaha 1§L"ﬁ .asuk perubahan jangka
waktu WE sepanjang tidak
menyangkut peQa an akS|mum saldo pembiayaan.
Namun pihak bank merubah masa angsuran dengan
diikuti perubahan jumlah nominal angsuran.

Jika diperhatikan terdapat perbedaan kebijakan
bank dengan isi fatwa DSN-MUI No 01 tahun 2013
tentang ketentuan lain  pembiayaan  musyarakah
mutanaqisah  butir  ¢. Penyelesaian Pembiayaan
Bermasalah. Dalam fatwa tersebut tertulis dalam tahapan
yang seharusnya dilakukan dalam  menghadapi
pembiayaan bermasalah adalah rescheduling dilanjutkan
reconditioning baru setelah itu restructuring. Karena
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apabila keadaan lebih pantas menggunakan cara
restructuring, maka hal ini tentu bisa dilakukan agar
nantinya pembiayaan yang macet dapat lancar kembali.

Selajutnya, apabila langkah tersebut tidak
memberikan hasil maka pihak bank Muammalat akan
melelang aset musyarakah mutanagisah tersebut dengan
harga yang sudah disepakati bersama. Pihak bank hanya
mengambil haknya (sesuai dengan jumlah sisa angsuran)
dan sisanya dikembalikan kepada nasabah.

Hal tersebut telah sesuai dengan kaidah figih yang
berbunyi:

SITAS

“Ganti  ru
kerugian”

suai dengan besarnya

Namun,éﬁéﬂ%fgln&y‘%!a hasil lelang lebih kecil
darigj isa lﬁu alsjisih memiliki
kewmm u aéA epada pihak
bank. KebijakliSﬁcﬁa oleh pihak bank bahwa

semua hutang yang ada pada nasabah harus dilunaskan,
karena INN)E@I Awajiban nasabah.
Keringanan yang diberikan oleh pihak bank hanyalah
tidak menambahkan margin pada setiap tagihan hutang
tersebut.

@
>
Z
5

Hal tersebut sedikit berbeda dengan isi fatwa
DSN MUI No 01 tahun 2013 tentang pembiayaan
bermasalah. Dalam fatwa tersebut menjelaskan bahwa
nasabah yang tidak mampu membayar sisa hutangnya,

**Muhammad Mustafa Al-Zakhilt, Qowa 'idul Figihivah wa
Tatbigatiha fr Al-mazahib Al Arba’ah,(Dimasko: Dar-Al-Fikr, 2006)
Vol.02. him. 33
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maka bank syariah/LLKS dapat membebaskannya
- berdasarkan kebijakan bank Syariah/LKS.

Adapun langkah yang diambil oleh pihak bank
ialah melalui hukum, dalam hal ini melalui pengadilan
Agama setelah jalur musyawarah untuk mencapai
mufakat tidak tercapai. Hal tersebut sesuai dengan
perdamaian dalam syariat islam. Bahwa dijelaskan
dalam hadits Rasulullah yang diriwayatkan oleh Abu
Daud, Amar bin Auf bahwa Rasulullah bersabda

" o Y g el b | e L
. O
Yang artinya

“peri A antaba| orang-orang muslim itu
boleh, jian yang menghalalkan

yang }ﬁf{ﬁﬂﬂj&i‘ J’@kharamkan yang halal.”’

UNIVERSITAS
ISLLAM

INDONESIA

Suhrawardi K Lubis, Farid Wajdi, Hukum Ekonomi Islam, Cet 1.(
Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm.193



BABV

PENUTUP DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan
dan didukung dengan teori-teori yang dijadikan landasan
berfikir dalam memahami permasalahan-permasalahan,
aparkan pada pembahasan

0 . . .
dalam penelitian in ﬂma lan yang dapat diambil
adalah:

1. Pada bank M Bnm Solo terdapat dua akad
tuk pembiyaan produk

KPR atau hun@*ﬁ%&gﬂj@’m akad murobahah dan

musyarakah —mutanaqisah. Dalam prosedur untuk

W gdak memiliki
perb&daan ari nasabah mengaw an permohonan

pembiayaan I&L AIM berkas-berkas yang
diperlukan, wawancara h k bank, peninjauan
lokasi MW diakhiri  drngan
penandatangan akad yang dihadiri notaris sebelum dana
vang diajukan diberikan kepada nasabah. Yang
membedakan antara akad murobahah dan musyarakah
adalah:

a. Akad murobahah ditujukan untuk nasabah yang
mengajukan  permohonan  pembiyaan  untuk
pembangunan rumah dari awal sampai selesai atau
hanya untuk sekedar pembiayaan renovasi/perbaikan
rumah, Dengan akad murobahah, nasabah akan
mendapatkan material, bahan-bahan bangunan dan

biaya tukang dalam pembangunan rumah tersebut.
76
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b. Sedangkan pada akad musyarakah muatangisah
lebih mengutamakan pada nasabah yang mengajukan
rumah yang sudah jadi. Jadi nasabah memiliki dua
kewajiban kepada bank. Yaitu membayar angsuran
untuk mengambil alih porsi kepemilikan pihak bank
dan membayar sewa rumah tersebut. Karena nasabah
mengambil manfaat dari bangunan tersebut.

2. Fatwa yang dijadikan acuan dalam pembiayaan KPR di
Bank Muammlat KC Solo adalah fatwa DSN-MUI No
04/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiyaan Murobahah
dan fatwa No 01/DSN-MUI/X/2013 tentang pedoman

o, Miksfevtikgh  Mutanagisah.  Dalam

ereé klausa yang tidak sesuai

lmplementasi

dengan esens @t MUI.

a. Implementssi MUI No 4 tahun 2000
tertang teﬁ’l dap prakatik pembiayaan
murobaha yang dilaksanakan oleh

~/Solo belum  sepenuhnya
iim gﬁél ang ketentuan-
LBNILV % umum model
pembia a (bil wakalah) Dimana
dalam Tﬁ!ﬂﬁ% ahk Muammalat meminta
WD@ Elslﬁbellan barang atau
pihak bank memberikan uang secara langsung
kepada nasabah, sehingga tidak terjadi transaksi riil
melainkan yang terjadi adalah pinjam meminjam
uang atau jual beli uang dengan tambahan (riba),
bukan jual beli barang dan tidak ada kepemilikan
barang oleh pihak bank sebelum terjadi transaksi
dengan nasabah. Padahal hal tersebut merupakan
syarat mutlak murobahah. Begitu pula dalam
penentuan margin (laba) sepenuhnya dilakukan oleh
pihak bank dengan berbagai pilihan. Semakin besar

biaya angsuran semakin kecil keuntungan vyang
dipatok oleh pihak bank.
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b. Akad pembiyaan musyarakah  mutanagisah  yang
dipraktekkan oleh bank Muamalat kc Solo juga
demikian. Ada beberapa aspek yang belum sesuai
dengan fatwa DSN-MUI. Diantaranya bank Muammalat
mengabaikan karakteristik akad mudyarakah
muatanaqisah yang seharusnya ditampakkan. Dalam hal
ini bank Muammalat tidak melakukan menyebutkan
mengenai pembagian unit-unit  hishshah. (taj ziatul
hishshah) seperti yang tertera dalam fatwa DSN-MUI
No 01 tahun 2013. Karena karakteristik inilah yang
membedakan akad musyarakah muatanagisah dengan
akad-akad yang Jat

B. Saran
Beberapa

menyebabkan  kurang
mengaplikasikan fatwa
DSN-MUI tentang %kad oflah maupun musyarakah
X[PR atau hunian syariah

mutanaqisah dala
sl S
1. Minimnya pemahaman pengelola dalam memahami

keteWtitW[ I‘PA S)rinsip-prinsip

murobahah ~m HEH}? musyarakah  mutanagisah. Oleh

karena itu, kel’ ILaAaMendaknya mengevaluasi
kembalm wrobahah  maupun
musyar dzNgglAuntuk mencapai
transaksi mu’amalah berdasrsakan syariat Islam hanya
akan terwujud ketika sumber daya manusia perbankan
syariah memiliki pemahaman komprehensif terhadap
aturan yang berlaku baik dari aturan Bl maupun aturan
fatwa DSN-MUI.

2. Kurangnya pengawasan DPS  terhadap  praktik
pembiayaan murobahah maupun musyarakah
muatanagisah yang dilaksankan oleh perbankan syariah.
Padahal Dewan Pengawas Syariah (DPS). Mereka
beranggotakan para tokoh agama dan praktisi ekonomi
yang tahu tentang prinsip-prinsip murobahah. hal



140

tersebut karena DPS lebih banyak menerima laporan
secara tertulis dari pengurus dan pengelola, namun tidak
melihat secara langsung apliksinya. Oleh karena itu
kepada pihak DPS hendaknya mengevaluasi kembali
praktek pembiayaan KPR dengan akad murobahah
maupun musyarakah mutanagisah yang selama ini
dijalankan. Hendaknya benar-benar mengontrol lebih
optimal prosedur pembiayaan ini mulai dari prosedur
pada saat nasabah mengajukan permohonan pembiayaam
sampai pasca realisasi dana pembiayaan agar tidak terjadi
penyalahgunaan yang tidak sesuai dengan aturan fatwa
DSN-MUIL. (U) ISLAM

<

SR

UNIVERSITAS
ISLAM
INDONESIA

UNIVERSITA
VISINOAN\

y
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Daftar pertanyaan kepada pihak nasabah muammalat ke Surakarta

l.

o

14.

Apakah kedua pihak (bank dan nasbah) melakukan ijab qobul
pada awal pelaksanaan akad sesuai dengan syariat islam?
Bagaimanakah proses akad dilaksanakan?

Apakah pihak bank memberikan penjelasan tentang
penawaran dan penerimaan secara cksplisit menunjukkan
tujuan kontrak (akad)?

Apakah setiap mitra (bank dan nasabah) menyediaan dana
dan pekerjaan serta melaksanakan kerja sebagai wakil?
Apakah setiap mitra memiliki hak untuk mengatur asset
musyarakah dalam proses bisnis? Dan memiiiki kewenangan
kepada mitra yang(lai

Bagaimanakah b¢ftukeggtedal Gyfang  dipergunakan dalam
proses pembiayadh njuSyarak mutanagisah 2 Dan
ntuk asset?

Apakah larangan gset it e dglam pengelolaan asset dan
modal musyaraIs'.ah,ig\%illa"ﬁl\ﬁl es pembiayaan?

Apaka ll, g 2N jaminan atas
oemblm \ZHﬁ §1~A

Apakah pihak L an mengenai  pembagian
keuntungan setiap mitra?

. Apakah ;lN@@ NES@:I [d¢mbagian  kerugian

diantara para mitra?

. Apakah yang dilakukan pihak bank apabila terjadi

perselisihan diantara para pihak?

. Apakah pihak bank menjelaskan bahwa setiap penyetoran

vang dilakukan oleh nasabah secara syariah dinyatakan
sebagai pengalihan unit hishshah?

. Apakah pihak bank menjelaskan tentang bentuk pendapatan

yang diperoleh pihak bank dari pembiayaan musyarakah
mutanaqisah? ,

Apakah pihak bank menjelaskan perhitungan proyeksi
keuntungan dalam pembiayaan musyarakah mutanaqisah?



. Apakah pihak banf(b

. Apakah pihak bank menjelaskan bahwa dalam kegiatan

usaha musyarakah mutanagisah dapat menggunakan prinsip
sewa menj ewa? dan bagiamanakah dengan pembayaran
ujroh?

. Apakah pihak bank menjelsakan bahwa objek msyarakah

mutanaqisah boleh diatas namakan nasabah secara langsung
atas persetujuan bank syariah/LKS?

. Apakah nasabah diperbolehkan untuk melakukan pengalihan

hishshah dengan jangka waktu yang dipercepat ?

Khusus untuk kegiatan usaha MMQ yang menggunakan
prinsip ijarah dimana objek yang dibiayai masih dalam
proses pembuatan (inde

. Apa sajakah yan dijetai¥ith _ojeh pihak bank terkait
ndij

. Bagaimanakah pih l@b rahkan objek yang masih

atan Bank untuk objek
m tersedia seluruhnya?
n terkait sanksi sanksi

musyarakah mutanagi

kepada aznu pembayaran
an gsuram%ﬁseﬂi‘ﬁfé :

. Apakah yang harthir_k;AMnasabah apabila terjadi
percepatan pengalthan Aishshah’
. apakah p10NE®I m_ielasan terhadap

pembiayaan yang bermasalah?



RIWAYAT HIDUP

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,
menerangkan bahwa daftar riwayat hidup sesungguhnya:

Nama lengkap (_'S_aﬁka,%aranti
Tempat, Tanggal Lahir 'Sfitbsobo, 15 maret 1990

)

Jenis Kelamin é Rzgen

Agama 2 0

Alamat KTP g W ijo Rt 3/4 Kejiwan Timur,
z . Jawa Tengah

Domisili gktor ~ Ringroad selatan,

af, Banguntapan, Bantul,

AD)
No. HandphonL)IﬂlvE,ﬁzsgﬂilf(ﬁA\g
E-mail ISI._saﬁantllB@gmall.com

Pedidikan INDONESIA

SDN I Wonosobo (Lulus tahun 2003)

SMP 1 Negeri wonosobo (Lulus tahun 2006)

Kulliyatul mu’allimat gontor putri 1 (Lulus tahun 2010)
Universitas Darussalam Gontor (Lulus tahun 2014)
Magister Studi Islam Universitas Islam Indonesia

Pengalaman Kerja

Pengajar MI Nurussalam, Ngawi Jawa Timur (periode 2010-2013)
Pengajar Kulliyatul Mualliamat Gontor Putri 1(periode 2010- 2015)
Wali kelas 1 Kulliyatul Mualliamat Gontor Putri 1 (setara dengan
kelas 1 SMP) (periode 2012-2013)



Wali Kelas 2 Kulliyatul Mualliamat Gontor Putri 1 (setara dengan

kelas = SMP) ([eriode 2013-2014)
Pengu.us di asrama Universitas Ahmad Dahlan (tahun 2015- sampai

sekarang)

Yogyakarta, 4 juli 2017

Safika Maranti.
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